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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jurnal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tiriisan  tentang  berbagai  masa- 
lah  nasional  dan  internasionai.  ANALISIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk  para 
staf  peneliti  CSIS  sendiri.  Tetapi  sumbangan  tulisan  dari  luar  CSIS  akan  dipertimbang- 
kan  untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Isi  tulisan-tulisan  yang  dimuat  dalam 
ANALISIS  sepenuhnya  menjadi  tanggungjawab  pribadi  penulis  masing-masing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  barn:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung  berukiran 
bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran  orang  tanpa  busana 
duduk  memangku  buku  terbuka  beralaskan  kain  lampin.  Tangan 
kiri  menunjuk  ke  buku  dan  tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  meng- 
^^^MP^  gambarkan  orang  yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang 
ditimba  dari  buku.  Ketelanjangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan 
keterbukaan  budi  -  tiadanya  sikap  a  priori  -  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan  belajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis  CSIS  melakukan  studi 
dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja  yang  membutuhkannya.  Sedang- 
kan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup 
CSIS  berada  dan  berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada 
lingkaran  piringan  adalah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  un- 
tuk menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu.  Nalar 
menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  berwatak  9,  dan  Budi 
berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam  urutan  terbalik:  1971,  tahun 
CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat 
kegiatan  CSIS.  CSIS  sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas 
individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban  sosialnya. 
Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  bernalar,  belajar  serta  meng- 
uraikan pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  da- 
lam wujud  piringan  perunggu  oleh  G.  Sidharta. 
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Pengantar  Redaksi 


SEBAGAI  organisasi  sosial  politik  terbesar  sejak  Orde  Baru  yang  berturut-turut  meme- 
nangkan  Pemilu,  Golkar  tampak  bertekad  memenangkan  kembali  Pemilu  1992  secara 
lebih  berkualitas.  Untuk  mencapai  tujuan  itu,  menurut  Wahono.  Golkar  akan  mene- 
rapkan  strategi  bertahap  dengan  formula  stabil  dan  dinamis.  Kestabilan  memang  mutlak 
diperlukan  demi  kesinambungan  pembangunan,  namun  faktor  dinamika  juga  tidak  dapat 
dielakkan  demi  peningkatan  pembangunan.  Dalam  kaitan  ini,  stabilitas  pembangunan  seba- 
gai  pengamalan  Pancasila  menuju  masyarakat  industri  modern  tetap  merupakan  kebijaksa- 
naan  politik  Golkar  baik  di  masa  lalu  maupun  di  masa  depan.  Kemenangan  Golkar  dalam 
Pemilu  mendatang  diharapkan  memantapkan  mekanisme  sistem  politik  Demokrasi  Panca- 
sila, sesuai  dengan  komitmen  politiknya.  Dalam  rangka  ini  secara  demokratis  dilaksanakan 
proses  penyeleksian  para  calon  anggota  yang  akan  duduk  di  lembaga  perwakilan,  baik  di 
pusat  maupun  di  Daerah  Tingkat  I  dan  Tingkat  II,  sehingga  tampil  lebih  berkualitas. 

Sementara  itu,  ada  beberapa  faktor  yang  akan  menentukan  keberhasilan  Partai  Persa- 
tuan  Pembangunan  (PPP)  dalam  Pemilu  1992,  antara  lain  kemampuannya  untuk  memper- 
tahankan  eksistensi  dan  memantapkan  jati  diri  dalam  beradaptasi  dengan  proses  sosial  poli- 
tik dan  ekonomi  sebagai  akibat  dari  perubahan  struktural  masyarakat  Indonesia  selama  satu 
dekade  ini.  Dalam  tulisannya,  Ismail  Hasan  Metareum  menyebutkan  bahwa  dalam  kampa- 
nye  nanti  PPP  akan  mengumandangkan  beberapa  konsepsi  strategis  tentang  perjuangan 
partai  yang  merupakan  hasil  keputusan  Muktamar  II.  Proyeksi  masalah  dan  tantangan 
besar  yang  dihadapi  seluruh  bangsa  baik  di  bidang  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya, 
kehidupan  beragama  maupun  hankam  akan  menjadi  titik  pemikiran  dan  perjuangan  PPP, 
guna  mengembangkan  budaya  konstitusional  dalam  kehidupan  politik  seluruh  bangsa  In- 
donesia. 

Berbeda  dengan  masa  lalu,  sekarang  ini  dan  di  masa  mendatang  masyarakat  makin  men- 
dambakan  kehidupan  demokrasi  dan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara 
yang  lebih  kualitatif  sifatnya,  dalam  arti  menuntut  pelaksanaan  yang  sesuai  dengan  kerang- 
ka  umum  sebagaimana  dicita-citakan  oleh  sistem  nasional  kita.  Menurut  Soerjadi,  sekarang 
mi  masyarakat  tidak  lagi  puas  dengan  pelaksanaan  demokrasi  yang  sifatnya  legal  formal  sa- 
ja;  sebaliknya  mereka  menuntut  bukti  dan  implementasinya  dalam  kehidupan  nyata  sehari- 
hari.  Ini  semua  merupakan  tantangan  sekaligus  lahan  dan  modal  yang  sangat  berharga  bagi 
Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI)  untuk  dapat  melaksanakan  fungsinya  sebagai  partai 
politik  dalam  arti  yang  sesungguhnya. 

Jalan  kehidupan  bangsa  Indonesia,  dalam  pengamatan  Jenderal  TNI  Purnawirawan 
Soemitro,  mula-mula  bergerak  dari  suatu  kondisi  yang  mengacu  pada  supremasi  kekuatan 
fisik  menuju  cita-cita  di  mana  kekuatan  fisik  tidak  lagi  menjadi  penentu  keberhasilan.  Un- 
tuk mencapai  tujuan  ini  diperlukan  mutu  kekuatan-kekuatan  yang  mampu  berinteraksi  da- 
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lam  kehidupan  berbangsa,  bermasyarakat  dan  bernegara,  antara  lain  konsolidasi  intern  or- 
ganisasi  politik,  pengembangan  program-program  oleh  setiap  think  lank  OPP,  dan  keseim- 
bangan  antara  jumlah  politisi  dan  teknokrat  dalam  komposisi  anggota  DPR/MPR  demi 
pembudayaan  praktek  politik  bermoral  Pancasila,  terutama  pembudayaan  proses  bottom  up 
dalam  pengambilan  keputusan  kebijaksanaan  organisasi. 

Dalam  pemikiran  Bung  Hatta  tentang  pemerintahan  demokrasi,  sebagaimana  dibahas 
oleh  Slamet  Sutrisno,  rakyat  harus  dapat  merasakan  bahwa  mereka  memerintah  dirinya  sen- 
diri.  Untuk  itu  akar-akar  demokrasi  hendaknya  disuburkan,  bukan  dipatahkan  sebelum  bisa 
tegak  dan  berkembang  menjadi  matang.  Kemerdekaan  seharusnya  tidak  melahirkan  suatu 
bangsa  yang  mayoritas  rakyatnya  tidak  memiliki  kekuasaan,  seperti  pada  zaman  kolonial. 
Kekhususan  Demokrasi  Pancasila  yang  dimaksud  bukan  merupakan  demokrasi  yang  dalam 
pelaksanaannya  justru  dibatasi  oleh  berbagai  rintangan  yang  mengurangi  dan  bahkan  meng- 
hilangkan  substansinya  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  Bung  Hatta  sangat  mementingkan  pendi- 
dikan  politik  rakyat  melalui  program  pencerdasan  bangsa  dan  mengutamakan  pendidikan 
politik  pemerintah  melalui  terjaminnya  hak  warga  negara  untuk  mengeluarkan  pendapat. 

Meskipun  konstitusi  Negara  RI  menjunjung  tinggi  asas  Negara  Hukum,  tetapi  hukum 
dalam  hidup  keseharian  mengalami  krisis  kewibawaan  yang  semakin  serius.  Dalam  hal  ini, 
H.  Anton  Djawamaku  berpendapat  bahwa  krisis  ini  sesungguhnya  berakar  pada  politik  hu- 
kum yang  sejak  awal  kemerdekaan  tidak  diarahkan  kepada  terwujudnya  citra  Negara 
Huk  um,  melainkan  sekedar  subordinasi  dari  kehidupan  politik  pada  umumnya.  Oleh  karena 
itu,  hukum  senantiasa  ditempatkan  sebagai  instrumen  politik.  Sebagai  akibatnya,  kepastian 
hukum  dan  keadilan  yang  seharusnya  mencirikan  hukum  telah  dibiarkan  mengambang.  Jadi 
norma  hukum  yang  dibuat  itu  mengandung  kemampuan  yang  sangat  terbatas  untuk 
melayani  kepentingan  fundamental  masyarakat.  Keadaan  ini  semakin  memburuk  akibat 
makin  banyaknya  penyalahgunaan  hukum  yang  dilakukan  aparat  negara.  Untuk  mengatasi- 
nya,  hukum  harus  dibangun  secara  esensial  dan  diperlukan  otonomi  yang  memungkinkan 
hukum  dapat  berfungsi  secara  maksimal. 

Meskipun  telah  terjadi  pergeseran  ketenagakerjaan  dari  sektor  pertanian  ke  sektor  non- 
pertanian,  menurut  Darmawan  Salman,  kondisi  ketenagakerjaan  di  Indonesia  belum  dapat 
dikatakan  menjadi  lebih  baik.  Sejauh  ini  pembangunan  telah  menempatkan  kota  dalam 
posisi  ekonomi  yang  makin  kuat  sehingga  mengakibatkan  semakin  senjangnya  kemajuan 
desa-kota.  Ini  tercermin  dalam  lemahnya  daya  beli  desa  akibat  makin  menurunnya  nilai 
tukar  produk  pertanian  dan  meningkatnya  pengangguran.  Kelebihan  tenaga  kerja  petani 
dan  kurangnya  lahan  pertanian  menyebabkan  makin  derasnya  arus  urbanisasi,  yang  umum- 
nya hanya  bisa  diserap  lapangan  kerja  sektor-sektor  informal  kota.  Oleh  sebab  itu,  pem- 
bangunan seharusnya  diarahkan  pada  investasi  dan  moneterisasi  di  pedesaan,  terutama  yang 
menyangkut  sektor  agroindustri  dan  industri  kecil  agar  kedua  sektor  ini  mampu  berperan 
sebagai  sarana  proses  peralihan  kultur  menuju  masyarakat  industrial,  yang  mengembangkan 
desa  menjadi  sentra  produksi  sekaligus  potensi  pasar. 


Oktober  1991 


REDAKSI 


Golkar  dan  Pemilu  1992 

Wahono 


I 

Sebagai  organisasi  sosial  politik  pe- 
serta  pemilihan  umum  adalah  wajar 
kalau  Golongan  Karya  (GOLKAR) 
ingin  memenangkan  kembali  Pemilu  1992 
nanti.  Lebih  dari  itu  GOLKAR  ingin 
menang  secara  lebih  berkualitas.  Itu  berarti 
bahwa  GOLKAR  akan  berusaha  keras 
untuk  tampil  lebih  baik  di  mata  rakyat 
pemilih,  dan  ikut  beq)eran  dalam  mening- 
katkan  kualitas  penyelenggaraan  Pemilu 
tersebut  pada  setiap  tahapnya.  Dengan  de- 
mikian  kemenangan  GOLKAR  dalam 
Pemilu  1992  sekaligus  mengandung  arti 
peningkatan  kualitas  demokrasi  kita  secara 
bermakna. 

Ada  tiga  alasan  pokok  mengapa  GOL- 
KAR hams  memenangkan  Pemilu  1992 
yaitu: 

(1)  Untuk  menjamin  kelanjutan  proses 
perealisasian  tekad  Orde  Baru  melak- 
sanakan  Pancasila  dan  UUD  1945 
secara  mumi  dan  konsekuen; 

(2)  Untuk  menjamin  kesinambungan 
pembangunan  nasional  dalam  rangka 


mewujudkan  masyarakat  industri  mo- 
dem yang  maju  berdasarkan  Panca- 
sila dalam  Era  Pembangunan  Jangka 
Panjang  Tahap  Kedua  (PJPT-II); 

(3)  Untuk  memantapkan  Format  Politik 
Baru  dan  meningkatkan  kualitas  be- 
kerjanya  mekanisme  sistem  politik 
Demokrasi  Pancasila  yang  sedang  di- 
bangun. 


II 

Sebagaimana  diketahui  Orde  Bam  lahir 
dengan  latar  belakang  kemelut  politik  yang 
berkepanjangan.  Pada  waktu  itu  bangsa 
kita  boleh  dikata  tidak  berkesempatan  me- 
mahami,  menghayati  dan  membudayakan 
Pancasila  dan  UUD  1945  dalam  kehidupan 
bermasyarakat,  berbangsa  dan  bemegara. 
Tidak  lama  setelah  Proklamasi  bangsa  kita 
disibukkan  oleh  revolusi  mempertahankan 
kemerdekaan.  Kemudian  sebentar  mema- 
suki  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  dan 
selanjutnya  bemaung  di  bawah  UUDS 
1950  dengan  Demokrasi  Liberalnya.  Dekrit 
Presiden  5  Juli  1959  yang  menyatakan 
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kembali  ke  UUD  1945  pada  mulanya  me- 
mang  membawa  harapan  besar.  Tapi  sis- 
tem  Demokrasi  Terpimpin  yang  menyertai- 
nya  justru  melakukan  berbagai  macam 
penyimpangan  terhadap  konstitusi  ilu. 

Selama  20  tahun  lebih  merdeka  bangsa 
kita  mengalami  kelidaksiabilan  polilik 
yang  berkepaiijangan  yang  diwarnai  oleh 
pertentangan  ideologi  dan  politik  yang 
tajam.  Kabinel  silih  berganti,  pemberon- 
takan-pemberontakan  bersenjata  meletus, 
dan  kehidupan  sosial-ekonomi  masyarakal 
terus  merosot.  Pemilihan  Umum  1955  yang 
diharapkan  akan  membawa  kestabilan  po- 
lilik, meredakan  pertentangan  ideologi,  dan 
kesempatan  untuk  memulai  pembangunan 
ekonomi,  temyaia  justru  memperburuk  si- 
tuasi  dan  kondisi.  Jumlah  partai  politik 
bukannya  makin  sedikit,  malahan  makin 
bertambah.  Meskipun  ada  empat  partai 
besar  (PNI,  Masyumi,  NU  dan  PKI)  yang 
dihasilkan  oleh  Pemilu  1955,  tak  ada  satu 
pun  yang  meraih  mayoritas  suara  dan 
kursi.  Bahkan  tidak  ada  satu  partai  pun 
yang  memperoleh  25%  suara  dalam  Pemilu 
tersebut.  Demikianlah  Pemilu  1955  mem- 
perkuat  Format  Politik  Lama  yang  banyak 
partai,  tanpa  ada  yang  memiliki  mayoritas 
suara  dan  kursi.  Sistem  politik  Demokrasi 
Liberal  yang  berlaku  pada  waktu  ilu  bukan 
saja  tidak  stabil,  telapi  juga  tidak  di- 
mungkinkan  untuk  dapat  bckerja  secara 
wajar  dan  sehat.  Situasi  tersebut  menun- 
jukkan  bahwa  sistem  politik  model  itu  me- 
mang  tidak  cocok  bagi  bangsa  Indonesia. 

Di  zaman  Demokrasi  Terpimpin  ada 
upaya  untuk  menyedcrhanakan  sistem  ke- 
partaian,  tetapi  tidak  dapat  dikatakan  ber- 
makna.  Di  samping  Masyumi  dan  PSI 
yang  memang  sudah  dibubarkan,  jumlah 
partai  yang  dipcrkcnankan  terus  hadir 
masih  banyak,  yaitu  10  buah.  Scmcntara 
itu  pertentangan  ideologi  dan  politik  justru 
makin  menajam  yang  akhirnya  bcrmuara 
pada  meletusnya  Peristiwa  G30S/PKI  yang 


nyaris  menghancurkan  bangsa  dan  ncgara 
kita. 

PKI  yang  mcndapat  angin  di  zaman 
Demokrasi  Terpimpin  berusaha  kcras  de- 
ngan  menghalalkan  segala  macam  cara, 
termasuk  tcror  politik  terhadap  mcreka 
yang  dianggap  lawannya,  untuk  berkuasa 
dan  mengkomuniskan  Indonesia.  Semcn- 
tara  itu  mereka  yang  mclihat  bahaya  PKI 
ini  menyusun  kekuatan  pula  untuk  mcng- 
hadapi  tantangan  PKI.  Di  kalangan  pim- 
pinan  ABRI,  teruiama  Angkaian  Darat, 
kekhawaiiran  terhadap  bahaya  PKI  ini  me- 
ningkat  dan  untuk  menghadapinya  berusa- 
ha menjalin  kerja  sama  dengan  kekuatan- 
kekuatan  yang  setia  kepada  Pancasila,  dan 
anti-komunis.  Kekuatan-kekuatan  ini  ke- 
mudian  berhimpun  ke  dalam  Sekretariat 
Bersama  (Sekber)  Golongan  Karya  (GOL- 
KAR) yang  kemudian  menjadi  GOLKAR 
yang  kita  kenal  sekarang  ini. 

Demikianlah  semenjak  proses  kelahiran- 
nya  di  zaman  Demokrasi  Terpimpin 
GOLKAR  lelah  memiliki  ikatan  batin  dan 
historis  yang  dalam  dengan  ABRI.  Ikatan 
batin  dan  sejarah  ilu  direkat  dengan  persa- 
maan  visi  dan  persepsi  untuk  memper- 
juangkan  legak  dan  lerlaksananya  Panca- 
sila dan  UUD  1945. 

Seielah  makar  polilik  G30S/PKI  berhasil 
dihancurkan  dan  Orde  Baru  muncul  kcper- 
mukaan,  maka  adalah  wajar  kalau  ABRI 
dan  GOLKAR  menjadi  pemrakarsa  dan 
pendukung  utama  dari  tekad  Orde  Baru 
untuk  melaksanakan  Pancasila  dan  UUD 
1945  secara  mumi  dan  konsekuen.  Tekad 
tersebut  adalah  konsekuensi  logis  dari 
persamaan  visi  dan  persepsi  ABRI  dan 
GOLKAR  terhadap  Pancasila  dan  UUD 
1945  yang  merekat  ikatan  balin  dan  his- 
toris mcreka.  Dari  situ  icrsimpul  satu  dari 
tiga  alasan  untuk  mcmenangkan  kembali 
GOLKAR  dalam  Pemilu  1992  nanti.  Yaitu 
untuk  mcnjamin  pclaksanaan  tekad  Orde 
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Baru  dalam  melaksanakan  Pancasila  dan 
Orde  Baru  secara  mumi  dan  konsekuen. 


Ill 

Sebagaimana  diketahui,  Orde  Baru  juga 
berkomitmen  untuk  melaksanakan  pemba- 
ngunan  nasional  dt  segala  bidang  dengan 
terlebih  dahulu  memberikan  prioritas  bi- 
dang ekonomi.  Pelaksanaan  pembangunan 
nasional  ini  berkaitan  erat  dengan  tekad 
untuk  melaksanakan  Pancasila  dan  UUD 
1945  secara  mumi  dan  konsekuen.  Logi- 
kanya,  pelaksanaan  pembangunan  nasional 
juga  mempakan  realisasi  tekad  Orde  Baru 
itu.  Itulah  sebabnya  mengapa  kita  menja- 
dikan  pembangunan  nasional  sebagai  pe- 
ngamalan  Pancasila. 

Dalam  melaksanakan  pembangunan  na- 
sional kita  memilih  strategi  bertahap 
dengan  formula  stabil-dinamis.  Strategi 
bertahap  mengandung  makna  bahwa  secara 
realistis  pembangunan  itu  hanya  mungkin 
dapat  dilaksanakan  setahap  demi  setahap, 
tidak  mungkin  -sekali  jadi.  Membangun 
adalah  suatu  proses  yang  panjang,  bukan 
ibarat  lampu  Aladin  yang  ajaib,  simsa- 
labim  lalu  jadi.  Pada  tiap  tahap  pem- 
bangunan kita  dapat  mengevaluasi  apa-apa 
yang  sudah  berhasil  dicapai,  apa-apa  yang 
belum,  dan  persoalan-persoalan  baru  apa 
yang  muncul.  Berdasarkan  itu  kita  dapat 
membuat  rencana  yang  lebih  tepat  dan 
lebih  cermat  untuk  tahap  berikutnya. 

Formula  stabil-dinamis  dari  pembangun- 
an mengandung  arti  bahwa  keberhasilan 
pembangunan  tersebut  tergantung  pada  ke- 
hadiran  suasana  kehidupan  bermasyarakat, 
berbangsa  dan  bemegara  yang  stabil  dan 
sekaligus  juga  dinamis.  Kestabilan  diperlu- 
kan  agar  pelaksanaan  pembangunan  dapat 
berlangsung  tanpa  gangguan-gangguan 
yang  mengalihkan  perhatian  terhadapnya. 
Sedangkan  dinamika  berfungsi  bukan  saja 


untuk  menjaga  agar  kestabilan  yang  ada 
tidak  mengalami  stagnasi,  tetapi  sekaligus 
juga  menunjukkan  pentingnya  meningkat- 
kan  kualitas  pembangunan  nasional  itu 
sendiri  dari  satu  tahap  ke  tahap  berikumya; 
antara  lain  ditinjau  dari  segi  perencanaan, 
pelaksanaan,  partisipasi,  pendistribusian 
hasil  serta  tanggungjawab,  dan  pengawas- 
annya.  Ditinjau  dari  dimensi  politik,  di- 
namika itu  mengandung  arti  peningkatan 
kualitas  sistem  politik  demokrasi  Panca- 
sila yang  sedang  dibangun  secara  bertahap 
pula.  Bersamaan  dengan  itu  bangsa  kita 
membangun  dirinya  dan  sekaligus  mereali- 
sasikan  tekadnya  untuk  melaksanakan  Pan- 
casila secara  mumi  dan  konsekuen. 

Menjelang  berakhimya  Pelita  V  dan 
juga  Pembangunan  Jangka  Panjang  Tahap 
Pertama  (PJPT-I)  yang  tengah  dilaksana- 
kan sekarang  ini  kita  mencatat  hasil-hasil 
pembangunan  yang  telah  dicapai  di  ber- 
bagai  bidang  kehidupan  bangsa  dan  negara. 
Dunia  mengakui  kemajuan  yang  telah  kita 
capai    seperti    dalam    bidang  ekonomi, 
pertanian,  industri,  transportasi  dan  pari- 
wisata,  pendidikan,  komunikasi  dan  infor- 
masi,  kependudukan  dan  keluarga  beren- 
cana,  kesehatan,  kehidupan  beragama  dan 
berkepercayaan    terhadap    Tuhan  Yang 
Maha  Esa,  kebudayaan,  kestabilan  politik 
dan   HANKAM.    Kita   mengetahui  dan 
mengakui  bahwa  masih  ada  kelemahan  dan 
kekurangan  yang  belum  dapat  dipecah- 
kan  secara  memuaskan,   seperti  kesen- 
jangan  sosial,  kasus-kasus  korupsi  dan 
penyelewengan,     ketertinggalan  dalam 
IPTEK,  masalah  pertanahan  dan  hukum. 
Sungguhpun  begitu,  neraca  pembangunan 
sejauh  ini  jelas  memperlihatkan  bahwa 
keberhasilannya  jauh  lebih  banyak  dari- 
pada  kelemahan  dan  kekurangannya.  Itulah 
sebabnya  mengapa  kita  yakin  bahwa  pada 
akhir  Pelita  V  dan  PJPT-I  kerangka  landas- 
an  pembangunan  sudah  akan  mantap  untuk 
memasuki    Era   Tinggal    Landas  dalam 
PJPT-n. 
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Sebagai  organisasi  sosial  politik  lerbesar 
di  zaman  Orde  Baru  ini,  GOLKAR  ber- 
sama-sama  keluarga  besamya  memainkan 
peranan  yang  sangat  instrumental  dalam 
menyukseskan  pembangunan  nasional  ini 
dari  satu  tahap  ke  tahap  berikutnya.  Mulai 
dari  menghimpun  aspirasi  masyarakat, 
merumuskannya  ke  dalam  rencana  pem- 
bangunan, melaksanakannya,  mengawasi- 
nya,  menikmati  hasil-hasilnya,  sampai 
kepada  memikul  tanggungjawab  terhadap 
kelemahan  dan  kekurangaimya  yang  masih 
ada  dan  perlu  diperbaiki.  Dalam  rangka 
mengembangkan  masukan  untuk  GBHN 
1993,  GOLKAR  semenjak  dua  tahun  yang 
lalu  telah  menghimpun  aspirasi-aspirasi 
yang  hidup  dalam  masyarakat  melalui 
kader-kademya  dari  bawah  sampai  ke  atas. 
Aspirasi-aspirasi  dari  bawah  itu  sedang 
diramu  GOLKAR  menjadi  program-pro- 
gram yang  akan  diperjuangkaimya  dalam 
Sidang  Umum  MPR  1993,  terutama  untuk 
GBHN  1993.  Melalui  itu  GOLKAR  bersa- 
ma-sama  keluarga  besamya  sedang  menyi- 
apkan  diri  dengan  sebaik-baiknya  untuk 
menyumbangkan  pikiran  buat  menyusun 
Rencana  PJPT-II  yang  cermat  dalam  rang- 
ka memenuhi  keinginan  bangsa  kita  untuk 
menjadi  masyarakat  industri  modem  yang 
maju  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 
1945. 

Dari  situ  jelas  terlihat  kebijaksanaan 
politik  GOLKAR  untuk  meneruskan  pem- 
bangunan sebagai  pengamalan  Pancasila 
menuju  masyarakat  industri  modem  yang 
maju.  Itulah  alasan  kedua  bagi  keme- 
nangan  GOLKAR  dalam  Pemilu  1992 
nanti,  yaitu  untuk  menjamin  kesinam- 
bungan  pembangunan  nasional  sebagai 
pengamalan  Pancasila. 

IV 

Ditinjau  dari  segi  politik,  sukscs  pem- 
bangunan nasional  tercermin  dalam  lan- 


dasan  dan  kerangka  sistem  politik  Demo- 
krasi  Pancasila  yang  sudah  berhasil  kita 
bangun  sejauh  ini.  Hal  itu  terlihat  dari 
kehadiran  lembaga-lembaga  politik  yang 
dikehendaki  oleh  UUD  1945,  seperti 
lembaga-lembaga  politik  di  supra  struktur. 
Di  infra  struktur  kita  telah  berhasil 
menyederhanakan  sisiem  kepartaian  dari 
yang  jumlahnya  banyak  (10)  menjadi  tiga 
organisasi  sosial  politik,  yaitu  PPP,  GOL- 
KAR dan  PDL  Kita  juga  telah  berhasil 
melaksanakan  Pemilu  secara  reguler,  dan 
pada  tiap  Pemilu  GOLKAR  berhasil  me- 
menangkan  mayoritas  suara.  Pemilu  telah 
menjadi  titik  awal  dari  siklus  lima  tahunan 
dalam  kehidupan  politik  demokrasi,  yang 
kemudian  diikuti  dengan  Sidang  Umum 
MPR  yang  antara  lain  menghasilkan 
GBHN,  memilih  Presiden/Mandataris  dan 
Wakil  Presiden.  Bersamaan  dengan  itu  kita 
sesimgguhnya  sedang  membangun  dan  me- 
lembagakan  sistem  politik  menjadi  sistem 
politik  Demokrasi  Pancasila  yang  konstitu- 
sional  dan  berdasarkan  hukum  sesuai  de- 
ngan tekad  Orde  Bam. 

Konsensus  nasional  dalam  Sidang 
Umum  MPR  1978  tentang  P-4  merupakan 
terobosan  penting  dalam  kehidupan  politik 
dalam  rangka  memasyarakatkan  dan 
membudayakan  Pancasila  sebagai  pan- 
dangan  hidup  bangsa  dan  ideologi  nasio- 
nal. Konsensus  nasional  yang  dicapai 
melalui  paket  lima  undang-undang  bidang 
politik  tahun  1985  untuk  menjadikan 
Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  dalam 
kehidupan  bcrmasyarakat,  bcrbangsa  dan 
bemegara  merupakan  terobosan  penting 
lain  dalam  kehidupan  politik.  Terobosan 
ini  bukan  saja  penting  dalam  arti  mcng- 
akhiri  pertentangan  ideologi  yang  pernah 
ada  dalam  diri  bangsa,  tetapi  sekaligus 
juga  membcri  rangsangan  baru  bagi  bangsa 
kita  untuk  mcmahami,  mcnghayati,  mem- 
budayakan dan  mcngamalkan  Pancasila. 
Bersamaan  dengan  itu  proses  membangun 
budaya  politik  Demokrasi  Pancasila  mcla- 
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lui  pendidikan  politik  dapat  lebih  diting- 
katkan. 

Meskipun   demikian,   GOLKAR  juga 
tidak  menutup  mata  tentang  masih  adanya 
kelemahan  dan  kekurangan  dalam  sistem 
politik  Demokrasi  Pancasila  yang  sedang 
kita    bangun    dan    lembagakan.  Sesuai 
dengan  pengamatan  masyarakat  GOLKAR 
juga  melihat  bahwa  belum  semua  lembaga 
politik  kita  berfungsi  sebagaimana  mesti- 
nya,    DPR,   misalnya,   meskipun  sudah 
makin  berfungsi  tetapi  masih  perlu  me- 
ningkatkan  kualitas.  Demikian  pula  halnya 
dengan  organisasi-organisasi  sosial  politik 
dan  kemasyarakatan   yang   dinilai  oleh 
banyak  orang,  tenitama  para  pakar,  dalam 
kadar  yang  berbeda-beda  masih  belum 
begitu  mandiri  dan  berfungsi  sebagaimana 
mestinya.  Salah  satu  masalah  berat  yang 
tampak  masih  dihadapi  oleh  orpol  dan 
ormas  ini  adalah  kesulitan  dalam  me- 
ngembangkan  mekanisme  demokrasi  yang 
sesuai  dengan  nilai-nilai  Demokrasi  Panca- 
sila di  dalam  dirinya.  Hal  itu  antara  lain 
berkaitan  erat  dengan  kenyataan  bahwa 
bangsa  kita  masih  dalam  proses  me- 
wujudkan  budaya  politik  Demokrasi  Pan- 
casila di  dalam  dirinya.  Bangsa  kita  yang 
tengah  berada  dalam  masa  transisi  ini 
sedang  mengalami  transformasi  atau  pem- 
baharuan   budaya    politik,    dari  budaya 
politik  lama  menjadi  budaya  politik  bam, 
yaitu  budaya  politik  Demokrasi  Pancasila. 
Itulah  sebabnya  kita  kadang-kadang  masih 
melihat   adanya   sikap   dan  tingkahlaku 
politik  yang  kurang  atau  tidak  sesuai 
dengan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  masya- 
rakat, termasuk  di  kalangan  tokoh  politik 
dan  pemimpin  lairmya. 

Sebagaimana  dapat  dilihat,  kelemahan 
dan  kekurangan  yang  masih  ada  pada 
umumnya  bersifat  kualitaiif.  Sejalan  de- 
ngan itu  masalah  pembangunan  politik 
yang  kita  hadapi  sekarang  dan  di  masa 
dalang  terutama  bersifat  keperluan  untuk 


meningkatkan  kualitas  sistem  politik  De- 
mokrasi Pancasila  secara  bertahap  dan 
bermakna.  Memang  peningkatan  kualitas 
bukannya  tidak  ada.  Kalau  kita  teliti  pe- 
laksanaan  Pemilu  selama  empat  kali  yang 
telah  dilalui  di  zaman  Orde  Baru  ini,  maka 
peningkatan  kualitas  itu  telah  terjadi  secara 
cukup  bermakna.  Dalam  Pemilu  1992  nanti 
GOLKAR  sangat  berkeinginan  untuk  lebih 
meningkatkan  lagi  kualitas  penyelenggara- 
annya.  Itulah  sebabnya  mengapa  GOLKAR 
sejak  awal  sudah  mencanangkan  tekadnya 
untuk  memenangkan  lagi  Pemilu  1992 
secara  lebih  berkualitas. 


V 

Sistem  politik  Demokrasi  Pancasila 
yang  sedang  kita  bangun  mi  dapat  diiba- 
ratkan  sebagai  sistem  politik  demokrasi 
dalam  transisi.  Ini  disebabkan  oleh  sistem 
politik  Demokrasi  Pancasila  yang  masih 
dalam  proses  pelembagaan  untuk  menjadi 
sistem  politik  demokrasi  yang  handal, 
yaitu  sistem  politik  yang  memiliki  kualitas 
kemandirian  yang  tinggi  sehmgga  me- 
mungkinkannya  untuk  berkembang  secara 
terus-menerus.  Kapasitas  dan  kapabilitas 
sistem  politik  Demokrasi  Pancasila  yang 
ting'gi  juga  menumbuhkan  sikap  responsif 
terhadap  aspirasi  masyarakat  yang  terus 
berkembang  dan  tuntutan  zaman  yang  se- 
ring  berubah. 

Yang  menarik  perhatian  ialah,  meskipun 
sistem  politik  Demokrasi  Pancasila  ini  ma- 
sih pada  taraf  transisi  menuju  kemantapan 
atau  kemapanannya,  ia  terbukti  mampu 
berfungsi  sehingga  memungkinkan  terlak- 
sananya  pembangunan  di  segala  bidang, 
termasuk  bidang  politik.  Dengan  segala 
kelemahan  dan  kekurangannya  yang  se- 
kaligus  mencerminkan  kualilasnya  yang 
masih  relatif  rapuh,  sistem  politik  ini 
mcmperlihatkan  perjalanan  cerita  sukses- 
nya  semenjak  Orde  Baru  lahir.  Sambil 
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menyempumakan  dirinya  secara  bertahap, 
sisiem  politik  Demokrasi  Pancasila  yang 
sedang  kila  bangun  ini  sekaligus  berhasil 
melaksanakan  pembangunan  nasional  de- 
ngan  sukses.  Oleh  sebab  itu,  kunci  ke- 
berhasilannya  perlu  dicari  dan  dipelajari. 

Ada  beberapa  anggapan  bahwa  kunci 
keberhasilan  pelaksanaan  pembangunan  na- 
sional ini  terletak  pada  keberhasilan  Orde 
Baru  dalam  menciptakan  dan  memantap- 
kan  Format  Politik  Baru  yang  relevan 
dengan  sistem  politik  Demokrasi  Pancasila 
yang  sedang  dibangun  sehingga  memung- 
kinkannya  bekerja  dengan  baik  dalam 
mendukung  pembangunan  nasional.  Sesuai 
dengan  formula  pembangunan  nasional. 
Format  Politik  Baru  ini  berhasil  men- 
ciptakan, mengembangkan  dan  meman- 
tapkan  suasana  kehidupan  politik  yang 
stabil-dinamis.  Pada  tahap  permulaan 
sewaktu  sistem  politik  itu  masih  sangat 
rapuh,  kestabilan  politik  mendapat  tempat 
yang  dominan  dibandingkan  dengan  di- 
namika  masyarakat.  Semakin  kadar  kera- 
puhannya  berkurang,  dinamika  masyarakat 
makin  mendapat  ruang  gerak  dalam  sistem 
politik,  sejauh  hal  itu  tidak  membahayakan 
kestabilan  politik  yang  diperlukan.  Bila- 
mana  dinamika  masyarakat  memperlihat- 
kan  gejala-gejala  yang  mencemaskan,  ma- 
ka  kestabilan  politik  kembali  kepada 
posisinya  yang  Icbih  dominan.  Dan  seba- 
liknya,  suasana  kehidupan  politik  stabil- 
dinamis  yang  bersifat  elastis  itu  bcrkem- 
bang  menjadi  kondisi  obycktif  politik  baru, 
yang  memungkinkan  bckerjanya  sistem 
politik  Demokra.si  Pancasila  yang  tclah  kita 
bangun  semenjak  Orde  Baru  lahir. 

Untuk  lebih  memahami  makna  positif 
dari  kondisi  obyektif  politik  baru  yang 
dihasilkan  oleh  Format  Politik  Baru,  perlu 
kita  memperbandingkannya  dengan  kondisi 
obyektif  politik  lama  yang  diciptakan  dan 
dikembangkan  oleh  Format  Politik  Lama. 
Pertama,  sistem  banyak  partai  merupakan 


salah  satu  ciri  dari  Format  Politik  Lama, 
baik  di  zaman  Demokrasi  Liberal  maupun 
di  masa  Demokrasi  Terpimpin.  Ciri  kedua 
ialah  bahwa  tidak  ada  satu  partai  pun  yang 
berhasil  menang  dengan  mayorilas  suara 
dalam  Pemilu  yang  pernah  diadakan  (1955) 
atau  memiliki  mayoritas  kursi  di  lembaga 
perwakilan.  Kedua  ciri  tersebut  telah  men- 
ciptakan dan  mengembangkan  ketidak- 
stabilan  politik  yang  diwarnai  oleh  per- 
tentangan  ideologi  dan  politik  yang  tajam. 
Itulah  kondisi  obyektif  kehidupan  politik 
yang  diciptakan  dan  dikembangkan  oleh 
Format  Politik  Lama  yang  mengakibatkan 
sistem  politik  yang  ada  dan  berlaku  pada 
waktu  itu,  Demokrasi  Liberal  dan  Demo- 
krasi Terpimpin,  tidak  mampu  bekerja. 

Berbeda  dengan  Format  yang  lama. 
Format  Politik  Baru  yang  diciptakan  dan 
dimantapkan  oleh  Orde  Baru  ini  telah  ber- 
hasil menyederhanakan  sistem  banyak  par- 
tai menjadi  tiga  organisasi  sosial  politik 
seperti  sekarang  ini.  Hal  itu  sekaligus 
menjadi  ralah  satu  cirinya.  Ciri  keduanya 
adalah  kenyataan  bahwa  salah  satu  dari 
ORSOSPOL  itu,  yaitu  GOLKAR,  berhasil 
keluar  sebagai  pemenang  dengan  mayoritas 
suara  yang  komfortabel  {comfortable  ma- 
jority) dalam  empat  kali  Pemilu  yang  telah 
diselenggarakan  di  zaman  Orde  Baru  ini. 
Di  samping  itu,  GOLKAR  bersama-sama 
keluarga  besarnya  berhasil  pula  memiliki 
mayoritas  kursi  yang  komfortabel  di  MPR 
dan  DPR.  Sebagai  mayoritas  yang  besar 
mereka  berfungsi  sebagai  basis  kekuaian 
yang  menjadi  pcndukung  utama  Presidcn/ 
Mandataris  dengan  kabinetnya.  Kehadiran 
basis  atau  pendukung  utama  yang  kuat 
seperti  itu  menjamin  kehadiran  kestabilan 
politik  yang  dinamis  selama  Orde  Baru  ini. 
Itulah  kondisi  obyektif  politik  baru  yang 
dibawa,  dipclihara  dan  dimantapkan  oleh 
Format  Politik  Baru  yang  sekarang  ini. 

Kcnyalaan  bahwa  Formal  Politik  Baru 
ini  telah  berhasil  menciptakan  dan  me- 
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mantapkan  suasana  kehidupan  polilik  sta- 
bil-dinamis  sebagai  kondisi  obyeklif  polilik 
baru  yang  memungkinkan  bekerjanya  sis- 
tern  polilik   Demokrasi   Pancasila  yang 
sedang  dibangun  kiranya  lidak.  mungkin 
dapal  dibantah  oleh  siapapun.  Bersamaan 
dengan  iiu,  kenyalaan  bahwa  sislem  polilik 
ini  telah  berhasil  membangun  kehidupan 
bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara 
yang  jauh  lebih  baik  dari  zaman-zaman 
sebelum  Orde  Baru  lahir  merupakan  cerila 
sukses  yang  juga  lidak  dapal  dibaniah. 
Logikanya,  Format  Polilik  Baru  ini  memi- 
liki  relevansi  yang  sangal  kuai  dengan 
sislem  polilik  Demokrasi  Pancasila  yang 
sedang  dibangun  yang  lelah  membuklikan 
keberhasilan  bekerjanya  dalam  menyukses- 
kan  pembangunan  nasional  di  segala  bi- 
dang  selama  ini.  Pemanlapan  Format  Poli- 
lik Baru  ini  jelas  merupakan  pilihan  ler- 
baik    untuk    meningkalkan  bekerjanya 
mekanisme  sislem  polilik  Demokrasi  Pan- 
casila yang  sedang  kita  bangun  uniuk 
menyukseskan  PJPT-II  menuju  masyarakal 
industri  modern  yang  maju  berdasarkan 
Pancasila.  Kemenangan  GOLKAR  kembali 
dalam  Pemilu  1992  akan  menjamin  pe- 
manlapan Formal  Polilik  Baru  ini.  Iiulah 
alasan  keiiga  mengapa  GOLKAR  harus 
menang  dalam  Pemilu  1992  nanii  dengan 
suara  dan  kursi  mayoriias  yang  komfor- 
tabel   seperii   alau   sama   dengan  hasil 
Pemilu  1987  yang  lalu. 


VI 

Sebagaimana  dapal  dipahami  dari  se- 
luruh  uraian  di  alas  lekad  GOLKAR  uniuk 
memenangkan  Pemilu  1992  dengan  suara 
dan  kursi  mayoriias  yang  bcsar  bukanlah 
uniuk  kcpenlingannya  sendiri,  melainkan 
uniuk  kcpenlingan  seluruh  rakyal,  bangsa 
dan  negara.  Kemenangan  iiu  dimaksudkan 
uniuk  menjamin  penerusan  rcalisasi  lekad 
Orde  Baru  uniuk  melaksanakan  Pancasila 
dan  UUD  1945  secara  murni  dan  konse- 


kuen.  la  juga  dimaksudkan  uniuk  men- 
jamin kesinambungan  pembangunan  nasio- 
nal sebagai  pengamalan  Pancasila  dalam 
rangka  mewujudkan  masyarakal  induslri 
modem  yang  maju  dalam  Era  Tinggal 
Landas  nanli.  Kemenangan  iiu  diperlukan 
uniuk  semakin  memaniapkan  Formal  Poli- 
lik Baru  yang  lelah  lerbukti  memiliki 
relevansi  yang  sangal  kuat  dengan  sislem 
polilik  Demokrasi  Pancasila  yang  lengah 
dibangun;  kemaniapan  lersebui  merupakan 
sualu  keharusan  dalam  mencipiakan,  me- 
melihara  dan  mengembangkan  kondisi 
obyeklif  polilik  baru  yang  bcrfungsi  positif 
guna  menyukseskan  pembangunan  nasio- 
nal dalam  rangka  mewujudkan  lekad  Orde 
Baru. 

Tekad  GOLKAR  uniuk  menang  secara 
lebih  berkualiias  menyimpulkan  konsis- 
tensi  komiimennya  untuk  meningkalkan 
mulu  sislem  polilik  Demokrasi  Pancasila 
yang  sedang  dibangun  dalam  prosesnya 
menuju  sislem  polilik  yang  maniap  dan 
handal  sehingga  memungkinkannya  ber- 
fungsi  secara  efektif  dalam  PJPT-II  aiau 
Era  Tinggal  Landas  nanli. 

Ada  dua  hal  pokok  yang  sedang  dilaku- 
kan  GOLKAR  uniuk  meningkalkan  mulu 
demokrasi  dalam  kailannya  dengan  le- 
kadnya  memenangkan  Pemilu  1992  secara 
berkualiias.  Periama,  proses  penyeleksian 
calon-calon    GOLKAR    uniuk  menjadi 
wakil-wakil  rakyal  di  MPR,  DPR,  DPRD 
Tingkal  I  dan  DPRD  lingkat  II.  GOLKAR 
mengembangkan  mekanisme  penyeleksian 
yang    demokralis    yang  memungkinkan 
kalangan  Keluarga  Besar  GOLKAR  me- 
ngajukan  calon-calon  yang  dianggapnya 
panias  masuk  ke  dalam  proses  penye- 
leksian. Sejumlah  kriieria  obyeklif  dipakai 
dalam  proses  seleksi  di  samping  kriieria 
siandar  sepcrii  PDLT.  Di  samping  itu, 
GOLKAR    juga    membcrikan  perhaiian 
peniing  kepada  generasi   muda,  wanita, 
ccndekiawan  kelompok  siraiegis  lainnya,' 
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aspirasi  masyarakal  setempal  di  mana  si 
calon  akan  dipasang.  Melalui  itu  semua 
GOLKAR  akan  dapat  mencalonkan  tokoh- 
tokohnya  yang  betul-betul  kapabel  dan 
representatif. 

Makna  kapabel  dan  representatif  ini 
terutama  diukur  melalui  dua  kriteria  po- 
kok,  di  samping  kriteria-kriteria  lain  yang 
telah  dikemukakan  Sebelumnya.  Pertama, 
untuk  MPR  dan  DPR,  si  calon  perlu 
memiliki  wawasan  nasional  yang  mantap, 
terutama  karena  MPR  dan  DPR  mengolah 
masalah-masalah  yang  bersifat  nasional.  Di 
situ  kadar  kapabilitasnya  menjadi  pusat 
perhatian.  Kedua,  si  calon  perlu  mempu- 
nyai  p)engetahuan  yang  dalam  tentang  ma- 
syarakat  setempat  yang  akan  diwakilinya. 
Melalui  itu  dia  diharapkan  akan  dapat 
menyerap  aspirasi  masyarakat  yang  diwa- 
kilinya. Di  situ  kadar  representatifnya  yang 
menjadi  perhatian.  Bilamana  dalam  diri 
seorang  calon  terdapat  kombinasi  yang 
baik  dari  kedua  kriteria  ini,  maka  dia 
diperkirakan  akan  dapat  meramu  aspirasi 
masyarakat  setempat  yang  diwakilinya  ke 
dalam  kepentingan  nasional  melalui  wa- 
wasan nasional  yang  dimilikinya.  Dengan 


demikian  kepentingan  nasional  yang  bcr- 
hasil  dirumuskannya  bersama-sama  dengan 
wakil-wakil  rakyat  yang  lain  akan  memi- 
liki relevansi  yang  kual  bukan  saja  dalam 
ruanglingkup  nasional,  tetapi  juga  dalam 
ruanglingkup  masyarakat  setempat  yang 
diwakilinya.  Maka  menjadilah  dia  tokoh 
nasional  yang  sekaligus  representatif  bagi 
masyarakat  setempat  yang  diwakilinya. 

Memang  tidak  mungkin  semua  calon 
GOLKAR  akan  dapat  memenuhi  kedua 
kriteria  pokok  itu  dengan  baik  dan  me- 
muaskan.  Yang  ingin  dikemukakan  GOL- 
KAR ialah  agar  rakyat  tahu  bahwa  di 
samping  kriteria-kriteria  lain,  kedua  kri- 
teria itu  juga  dipakai  dalam  proses  me- 
nyeleksi  calon.  Dari  situ  terlihat  kesung- 
guhan  upaya  GOLKAR  untuk  meningkat- 
kan  kualitas  demokrasi  kita. 

Upaya  lain  untuk  tujuan  yang  sama 
ialah  komitmen  GOLKAR  untuk  ikut  me- 
ningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  Pemi- 
lu  1992.  GOLKAR  ingin  menang  karena 
kekuatan  kualitas  diri  dan  pengabdiannya 
kepada  masyarakat,  bangsa  dan  negara  da- 
lam Pemilu  yang  berkualitas  pula. 


Program  Perjuangan  PPP 
dalam  Kampanye  Pemilu  1992 


Ismail  Hasan  Metareum 


I 


Para  pengamat  politik  menyatakan, 
Pemilihan  Umum  tahiin  1992 
mimgkin  merupakan  masa  yang  pa- 
ling knisial  bagi  Partai  Persatuan  Pem- 
bangunan.  Dalam  arti,  bahwa  proses-proses 
sosial  politik  dan  ekonomi  sebagai  akibat 
dari  perubahan-perubahan  struktural  ma- 
syarakat  yang  berlangsung  selama  hampir 
satu  dekade  ini  telah  melahirkan  dampak- 
bagi  orientasi  politik  masyarakat.  Kemam- 
puan  Partai  Persatuan  Pembangunan  untuk 
mempertahankan  eksistensi  dirinya  sangat 
tergantung  pada  sejauh  mana  Partai  ber- 
lambang  Bintang  ini  beradaptasi  pada 
perubahan-perubahan  itu  dan  sampai  seja- 
uh mana  maksimalisasi  daya  interennya 
untuk  mengatasi  persoalan-persoalan  terse- 
but. 

Perubahan-perubahan  yang  terjadi  akibat 
proses  pembangunan,  terutama  pemba- 
ngunan ekonomi  itu  bersifat  struktural  dan 
dalam  beberapa  hal,  perubahan-perubahan 
itu  relatif  menghapuskan  akar-akar  kebcr- 
adaan  Partai  Persatuan  Pembangunan. 
Pembangunan  ekonomi  yang  dilaksanakan 


Orde  Baru  ini  telah  memunculkan  per- 
geseran-pergeseran  konfigurasi  kekuatan- 
kekuatan  yang  menentukan  di  dalam  ma- 
syarakat, sehingga  berpengaruh  terhadap 
keberadaannya  di  masa  depan. 

Konstatasi  di  atas  amat  relevan  sebagai 
asumsi  dasar  bagi  Partai  Persatuan  Pem- 
bangunan untuk  menentukan  jatidiri,  fungsi 
dan  perannya  dalam  pembangunan,  yang 
terefleksi  ke  dalam  program  perjuangan 
yang  akan  ditampilkan  kepada  masyarakat 
melalui  kegiatan  Kampanye  Pemilihan 
Umum  yang  akan  datang. 

Memasuki  masa  kampanye  yang  tinggal 
beberapa  bulan  lagi,  setiap  Organisasi 
Peserta  Pemilu  (OPP),  yakni  Partai  Per- 
satuan Pembangunan,  Golongan  Karya  dan 
Partai  Demokrasi  Indonesia  dituntut  untuk 
melakukan  persiapan  yang  matang  dalam 
berbagai  hal,  baik  konsep-konsep  yang 
akan  ditawarkan  kepada  masyarakat,  ke- 
mantapan  dan  kcsiapan  aparat  pelaksana 
teknis  Pemilu,  maupun  perlengkapan  dan 
fasililas  yang  diperlukan  dalam  pelak- 
sanaan  Pemilu,  sehingga  kegiatan  Kampa- 
nye sebagai  lahapan  kedelapan  dari 
rangkaian  kegiatan  Pemilu  1992,  diharap- 
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kan  dapat  berjalan  lancar,  sesuai  dengan 
peraturan  perundang-undangan  yang  berla- 
ku. 

Kegiatan  kampanye  merupakan  tahapan 
yang  sangat  penting  bagi  setiap  OPP  dalam 
upaya  menarik  simpati  dan  dukungan 
masyarakat  untuk  meraih  perolehan  suara 
yang  sebesar-besamya  pada  pelaksanaan 
Pemilihan  Umum.  Urgensi  kampanye  bagi 
Partai  Persatuan  Pembangunan,  kecuali 
merupakan  arena  promosi  gagasan  dan 
program  perjuangan  Partai  dalam  mengan- 
tisipasi  perkembangan  masyarakat  untuk 
kurun  waktu  lima  tahun  mendatang,  juga 
sekaligus  sebagai  sarana  silaturrahmi  dan 
komunikasi  langsung  dengan  para  warga 
dan  massa  pendukung  Partai. 

Oleh  karena  itu,  maka  sejak  dini  Partai 
Persatuan  Pembangunan  memandang  perlu 
mengemukakan  beberapa  konsepsi  strategis 
lentang  program  perjuangan  Partai  untuk 
ditampilkan  dalam  Kampanye  Pemilu  1992 
yang  akan  datang.  Sudah  barang  pasti,  pro- 
gram perjuangan  yang  menjadi  tema  dan 
materi  kampanye  adalah  program  per- 
juangan Partai  yang  berhubungan  dengan 
pembangunan  nasional  sebagai  pengamalan 
Pancasila. 

Program  perjuangan  sebagaimana  di- 
maksud  merupakan  basil  keputusan  Muk- 
tamar  II  Partai  Persatuan  Pembangunan 
tahun  1989  yang  disesuaikan  dengan  tun- 
tutan  perkembangan  masyarakat  yang  cen- 
derung  semakin  maju,  kritis  dan  kualitatif. 

Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  alas, 
tulisan  ini  mcncoba  memberikan  gambaran 
tentang  "Program  Perjuangan  PPP  dalam 
Kampanye  Pemilu  1992"  secara  sederha- 
na,  yang  dalam  pemaparannya  akan  di- 
awali  dengan  uraian  mengcnai  apa  dan 
siapa  Partai  Persatuan  Pembangunan, 
proyeksi  masalah  yang  dihadapi  bangsa  di 
masa  depan,  lerakhir  Program  yang  hcndak 


ditawarkan  dalam  kegiatan  Kampanye 
Pemilihan  Umum. 


n 

Untuk  dapat  memahami  Partai  Persatuan 
Pembangunan  diperlukan  pendekatan  dan 
pemahaman,  yang  mencakup  hal-hal  se- 
bagai berikut: 

Pertama,  Pancasila  sebagai  asas  per- 
juangan. Pancasila  sebagai  satu-satunya 
asas  ditetapkan  oleh  Muktamar  I  bulan 
Agustus  1984,  sebelum  lahirnya  Undang- 
undang  yang  menetapkan  Pancasila  sebagai 
satu-satunya  asas.  Dengan  demikian,  pe- 
nerimaan  Pancasila  sebagai  satu-satunya 
asas  dalam  bermasyarakat,  berbangsa  dan 
bemegara  bukanlah  karena  adanya  Un- 
dang-undang,  tetapi^  berdasarkan  atas  ke- 
sadaran  dari  tokoh-tokoh  dan  warga  Partai 
Persatuan  Pembangunan  terhadap  Panca- 
sila. Kesadaran  yang  demikian  itu  sangat 
penting,  terutama  dalam  proses  pelem- 
bagaan  dan  pelaksanaan  Pancasila  secara 
lebih  kongkret  di  tengah-tengah  kehidupan 
masyarakat  dalam  berbagai  dimensinya. 

Partai  Persatuan  Pembangunan  selanjut- 
nya  berkeinginan  untuk  mewujudkan  Pan- 
casila secara  nyata  dan  terasa  dalam  ke- 
hidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan 
bernegara,  serta  berusaha  dengan  sungguh- 
sungguh  mewujudkan  Pembangunan  Na- 
sional benar-benar  sebagai  pengamalan 
Pancasila. 

Dengan  pandangan  tersebut,  Partai  Per- 
satuan Pembangunan  senantiasa  dan  akan 
terus  berusaha  mcnggunakan  parameter 
ideologis  untuk  menilai  dan  menguji,  apa- 
kah  seluruh  aktiviias  pembangunan  bcnar- 
benar  dilaksanakan  sesuai  dengan  parame- 
ter ideologi  Pancasila. 

Partai  Persatuan  Pembangunan  karena- 
nya  akan  berusaha  untuk  mencegah  dilak- 
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sanakannya  program  dan  kegiatan  pemba- 
ngunan  yang  bertentangan  dengan  para- 
meter ideologis  tersebut,  yakni  nilai-nilai 
Pancasila. 

Di  samping  itu,  Partai  Persatuan  Pem- 
bangunan  ingin  tetap  dengan  gigih  mem- 
pertahankan  dan  membela  kemurnian  Pan- 
casila dan  akan  berusaha  dengan  sekuat 
tenaga  menghadapi  siapa  pun  yang  men- 
coba  mengebiri,  memanipulasi  serta 
menyalahgimakan  Pancasila  sebagai  alat 
untuk  kepentingan  subyektif  golongaimya. 

Kedua,  Tujuan  Partai  Persatuan  Pemba- 
ngunan.  Sesuai  dengan  UU  No.  3  tahun 
1975  Jo.  UU  No.  3  tahun  1985,  serta  ke- 
tentuan  yang  termuat  dalam  AD-ART, 
Partai  Persatuan  Pembangunan  bertujuan 
untuk: 

(1)  Mewujudkan  cita-cita  bangsa  sebagai- 
mana  dimaksud  dalam  Undang-Un- 
dang  Dasar  1945; 

(2)  Menciptakan  masyarakat  yang  adil 
dan  makmur,  spiritual  dan  material 
berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- 
Undang  Dasar  1945  dalam  wadah 
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia; 

(3)  Mengembangkan  kehidupan  demokra- 
si  Pancasila. 

Ketiga,  Fungsi  Partai  Persatuan  Pemba- 
ngunan. Sebagai  kekuatan  sosial  politik, 
Partai  Persatuan  Pembangunan  berfungsi 
untuk: 

(1)  Menyalurkan  aspirasi  rakyat  secara 
sehat; 

(2 )  Mewujudkan  hak-hak  politik  rakyat; 

(3)  Membina  anggota-anggotanya  menja- 
di  warganegara  Republik  Indonesia 
yang  bermoral  Pancasila  dan  setia 
terhadap  Undang-Undang  Dasar 
1945; 


(4)    Mendidik  kesadaran  politik  rakyat. 

Keempat,  Usaha  Partai  Persatuan  Pem- 
bangunan. Untuk  mencapai  tujuan  Partai 
Persatuan  Pembangunan,  dilakukan  ber- 
bagai  usaha,  antara  lain; 

(1)  Membangun  manusia  Indonesia  se- 
utuhnya  dan  seluruh  masyarakat  In- 
donesia menuju  terwujudnya  manu- 
sia Pancasila  yang  beriman,  bertaqwa, 
taat  beribadah  kepada  Allah  Subha- 
nahu  Wa  Ta'ala,  serta  sejahtera  lahir 
dan  batin; 

(2)  Meningkatkan  kesadaran  rakyat  akan 
hak  dan  kewajibannya  selaku  warga- 
negara dari  negara  hukiun  yang  mer- 
deka,  berdaulat,  bersatu  dan  demo- 
kratis; 

(3)  Menggairahkan  partisipasi  seluruh 
rakyat  dalam  pembangunan  nasional, 
serta  mengusahakan  adanya  keseim- 
bang^  antara  pembangunan  spiritual 
dan  material; 

(4)  Memperjuangkan  terbentuknya  perun- 
dang-undangan  nasional  yang  sesuai 
dengan  tuntutan  pembangunan  dan 
tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat, 
serta  dinamika  yang  berkembang  da- 
lam masyarakat  berdasarkan  Pancasila 
dan  Undang-Undang  Dasar  1945; 

(5)  Mewujudkan  terciptanya  stabilitas  na- 
sional yang  sehat  dan  dinamis,  se- 
hingga  mampu  menunjang  pemba- 
ngunan di  segala  bidang; 

(6)  Mendorong  agar  perekonomian  nasio- 
nal disusun  bersama  berdasarkan  asas 
kekeluargaan,  sehingga  tercapai  ting- 
kat kemakmuran  dan  kesejahleraan 
rakyat  yang  adil  dan  merata; 

(7)  Memberantas  paham  komunisme/mar- 
xisme/leninisme  dan  paham-paham 
Iain  yang  bertentangan  dengan  Panca- 
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sila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945. 

Kelima,  Prinsip  Perjuangan  Parlai  Per- 
saiuan  Petnbangunan.  Untuk  meraih  ter- 
capainya  lujuan  Partai  Persatuan  Pcmba- 
ngunan  dan  dalam  upaya  mengembangkan 
berbagai  usaha  dan  kegiatan  pembangunan, 
Partai  Persatuan  Pembangunan  senantiasa 
berpegang  pada  prinsip-prinsip  perjuangan, 
sebagai  berikut: 

(1)  Prinsip  Ibadah.  Dengan  prinsip  ini 
diharapkan  tampil  dan  berkembang 
pejuang-pejuang  Partai  yang  ikhlas 
berkorban,  memiliki  dedikasi  yang 
tinggi,  memiliki  moralitas  dan  akhlak 
yang  mulia,  bersih,  jujur,  tidak  mate- 
rialistik,  menghindari  diri  dari  peri- 
laku  yang  tidak  sesuai  dengan  moral 
agama; 

(2)  Prinsip  Kebenaran,  Kejujuran  dan 
Keadilan.  Prinsip  ini  sangat  diper- 
lukan  bagi  terciptanya  kehidupan 
bermasyarakat,  berbangsa  dan  berne- 
gara.  Dengan  kejujuran,  segala  aturan 
akan  dapat  terlaksana  dan  berjalan 
baik,  serta  akan  menimbulkan  kehar- 
monisan,  keserasian,  ketenteraman 
dan  sekaligus  akan  menghilangkan 
keresahan  dan  konflik; 

(3)  Prinsip  Musyawarah.  Suatu  prinsip 
yang  sangat  penting,  tidak  hanya  da- 
lam setiap  pcngambilan  keputusan, 
tetapi  juga  dalam  mcmelihara  saling 
pengertian,  yang  akan  menjamin  ke- 
mantapan  pclaksanaan  scsualu  tugas. 
Dengan  prinsip  ini  juga  dikembang- 
kan  sikap  saling  mcnghargai  pendapat 
satu  dengan  lainnya,  sehingga  kepu- 
tusan yang  diambil  mendorong  tim- 
bulnya  rasa  penuh  tanggung  jawab. 

(4)  Prinsip  Persamaan  dan  Kebersamaan. 
Dengan  prinsip  ini,  suasana  kekeluar- 
gaan  dan  kegotong-royongan  dalam 
seluruh  dimensi   kehidupan  bangsa 


akan  tetap  tcrpclihara;  dan  tampilnya 
keangkuhan  golongan,  perlakuan  dis- 
kriminatif,  saling  curiga  dapat  dice- 
gah; 

(5)  Prinsip  Konsistensi.  Dengan  prinsip 
ini,  tetap  terpelihara  kesetiaan,  loyali- 
tas,  kontinuitas,  dan  keterkailan  selu- 
ruh warga  Partai  Persatuan  Pemba- 
ngunan terhadap  cita-cita  perjuangan. 
Dengan  prinsip  ini  pula,  pengabdian 
yang  berkclanjutan,  berwawasan  ke 
depan,  serta  upaya  kemantapan  peng- 
abdian yang  terns  menerus  bagi  ke- 
majuan  Partai,  bangsa  dan  negara  da- 
pat berkembang; 

(6)  Prinsip  Bcrbuat  Kebajikan.  Dengan 
prinsip  ini,  dikembangkan  dasar  pe- 
mikiran  untuk  mewujudkan  pcrbuatan 
yang  baik,  berfaedah,  serta  mencegah 
segala  perbuatan  yang  lercela.  Prinsip 
ini  juga  menjadi  landasan  perjuangan 
dalam  melaksanakan  fungsi  dan  peran 
Partai  dalam  menyerap  dan  mem- 
perjuangkan  aspirasi  rakyat,  serta 
melaksanakan  kontrol  sosial. 


Ill 

Proyeksi  masalah  dan  taniangan  bangsa 
di  masa  depan  berkisar  pada  bidang-bidang 
yang  meliputi: 

(1)  Bidang  ideologi.  Sebagai  salah  satu 
dari  lima  bidang  yang  menjadi  perjuangan 
Partai  Persatuan  Pembangunan,  dewasa  ini 
masih  tetap  menjadi  pcrhatian  kita  ber- 
sama,  adalah  bidang  ideologi,  meskipun 
secara  formal  lelah  selcsai  pcnataannya 
melalui  penetapan  Pancasila  sebagai  saiu- 
satunya  asas  bagi  semua  organisasi  politik 
dan  kemasyarakatan. 

Pancasila  sebagai  ideologi  tcrbuka,  pada 
masa-masa  mcndatang  yang  diiandai  de- 
ngan kemajuan  sains  dan  tcknologi,  akan 


412 


ANALISIS  CSJS,  1991-5 


menghadapi  tiga  masalah  mendasar,  seba- 
gai  berikut: 

Pertama,  masalah  kontinuitas.  Sebagai 
ideologi,  Pancasila  akan  diuji  oleh  per- 
jalanan  sejarah,  apakah  akan  tetap  survive, 
berkesinambimgan  dan  mampu  memenuhi 
tuntutan-tuntutan  masa  depan  atau  se- 
baliknya.  Untuk  kelanggengan  Pancasila, 
maka  menjadi  kewajiban  bagi  setiap  war- 
ganegara  untuk  mempertahankan,  mengha- 
yati  dan  mengamalkannya. 

Kedua,  masalah  institusionalisasi.  Pe- 
lembagaan  Pancasila  sebagai  ideologi  ter- 
jadi  dalam  jalinan  resiprokal  (bersifat 
saling  berbalasan)  di  antara  proses  penda- 
laman  ideologi  dan  proses  pemantapan 
kehidupan  kebangsaan  dan  kenegardan. 
Jika  kedua  proses  tersebut  tidak  selaras,. 
maka  upaya  institusionalisasi  ideologi  Pan- 
casila tidak  akan  dapat  terwujud. 

Ketiga,  masalah  akulturalisasi.  Di  te- 
ngah-tengah  keragaman  ideologi  dunia  dan 
pengaruh  globalisasi  di  masa  depan,  Pan- 
casila hanislah  lebih  mampu  tumbuh 
semakin  jelas  dan  kokoh  di  bumi  Indo- 
nesia. 

(2)  Bidang  politik.  Dengan  selesainya 
penataan  di  bidang  ideologi,  yang  ditandai 
dengan  diterimanya  Pancasila  sebagai  satu- 
satunya  asas  oleh  semua  organisasi  politik 
dan  kemasyarakatan,  belum  berarti  pena- 
taan di  bidang  politik  serta-merta  selesai. 
Proses  pembangunan  politik  di  Indonesia 
akan  tetap  menghadapi  masalah  dan  tan- 
tangan,  temtama  yang  paling  menonjol 
adalah: 

Pertama,  masalah  operasionalisasi  Sis- 
tem  Politik  Demokrasi  Pancasila,  Sistem 
Politik  Demokrasi  Pancasila  pada  era  pasca 
'asas  tunggal',  seharusnya  lebih  bersifat 
mendidik,  peka  terhadap  masalah  masya- 
rakat  dan  mampu  mengartikulasikan  aspi- 
rasi  masyarakat.  Persoalannya  adalah  ba- 


gaimana  mengembangkan  sistem  politik 
yang  demikian,  sehingga  memungkinkan 
tersalurnya  tuntutan-tuntutan  mobilitas  ver- 
tikal  dan  horizontal. 

Kedua,  masalah  pengembangan  solida- 
ritas  sosial.  Akibat  surutnya  beban  ideo- 
logis  dalam  tataran  politik  formal  pasca 
'asas  tunggal',  maka  bukan  mustahil 
muncul  masalah  "interest"  dalam  penger- 
tian  sosiologis  maupun  sosial-ekonomi  di 
masa  mendatang,  Fenomena  tersebut  telah 
nampak  saat  ini,  dengan  adanya  kesen- 
jangan  sosial,  baik  antar-golongan  maupun 
antar-daerah,  yang  pada  gilirannya  dapat 
mengancam  persatuan  dan  kesatuan  bang- 
sa. 

Ketiga,  masalah  pengembangan  keman- 
dirian  masyarakat.  Kemandirian  masyara- 
kat dalam  arti  ideologis  dan  politis  se- 
makin diperlukan  dalam  upaya  menangkal 
usaha-usaha  infiltrasi  ideologi  asing,  mun- 
culnya  konflik-konflik  dan  kerawanan 
ideologis  bukan  tidak  mungkin  akan  terjadi 
di  masa  mendatang,  apabila  pengaruh 
global  tidak  mampu  diantisipasi  dan  di- 
tangkal  secara  tepat. 

(3)  Bidang  ekonomi.  Kesenjangan  antara 
golongan  yang  kaya  dan  yang  miskin 
makin  tampak,  akibat  kebijakan  pemba- 
ngunan ekonomi  yang  cenderung  mengarah 
pada  korporatisme,  yakni  interaksi  antara 
pejabat  tinggi  birokrasi  dengan  sejumlah 
kecil  Kelompok  Kepentingan  yang  kuat 
dan  biasanya  diwakili  oleh  kelompok  bis- 
nis,  yang  menghasilkan  suatu  kebijakan 
pemerintah.  Dalam  sistem  politik  dan 
pemerintahan  yang  korporatis  ini,  hanya 
menguntungkan  kelompok  tertentu.  Oleh 
karena  itu,  masalah  yang  paling  mendesak 
untuk  saat  ini  dan  mendatang  adalah: 

Pertama,  pelaksanaan  Demokrasi  Ekono- 
mi. Sesungguhnya,  demokrasi  ekonomi 
dapat  dikatakan  ada  dalam  suatu  negara 
secara  mantap,  jika  sebagian  terbesar  rak- 
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yat  di  negara  yang  bersangkutan  berpe- 
luang  besar  untuk  bermaiapencarian  atau 
untuk  mencari  nafkah  yang  dapat  mem- 
berikan  pendapatan  yang  cukup  untuk  me- 
menuhi  kebutuhan  sampai  tingkat  yang 
wajar,  lermasuk  kebutuhan  untuk  berusaha 
meraih  kemajuan  yang  dikehendaki. 

Kedua,  masalah  distribusi  pendapatan. 
Apabila  sistem  yang  diperlakukan  cen- 
derung  korporatis,  maka  distribusi  penda- 
patan masyarakat  tidak  akan  pemah  me- 
rata.  Apalagi  apabila  sistem  ekonomi 
hanya  menggunakan  mekanisme  harga  pa- 
sar,  persaingan  sempuma,  persaingan 
mumi  dan  cenderung  monopolistik,  maka 
tidak  akan  menjamin  tingkat  pendapatan 
rakyat  secara  wajar.  UUD  1945  meng- 
hendaki  agar  perekonomian  disusun  seba- 
gai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas 
kekeluargaan. 

(4)  Bidang  sosial-budaya.  Sebagai  tan- 
tangan  masa  depan  yang  tampak  pada 
fenomena  sekaligus  masalah-masalah  baru, 
akibat  keberhasilan  pembangunan,  maka 
yang  harus  mendapat  perhatian,  antara  lain 
adalah: 

Pertama,  masalah  sumberdaya  manusia, 
yang  ditandai  dengan  hadirnya  golongan 
menengah  di  tengah-tengah  masyarakat, 
yang  saat  ini  memainkan  peran  penting 
dan  menentukan  dalam  lingkup  kehidupan 
sosio-ekonomi  masyarakat. 

Kedua,  masalah  dcmokratisasi  pendidik- 
an.  Pemerataan  kesempalan  untuk  men- 
dapatkan  pendidikan  masih  belum  dirasa- 
kan  tcrlampau  jauh,  bahkan  pendidikan 
semakin  mahal  bagi  sebagian  terbesar  ma- 
syarakat. 

Ketiga,  masalah  kesadaran  dan  pcne- 
gakan  hukum.  Tuntutan  kcadilan,  tcrmasuk 
kcadilan  di  bidang  hukum  semakin  hari 
semakin  mcnggcma,  seiring  dengan  pesat- 
nya  dcrap  pembangunan.  Hal  ini  menun- 


jukkan  bahwa  ketimpangan  sosial  masih 
terus  berlanjut,  akibat  kurangnya  kesadaran 
hukum  dan  lemahnya  penegakan  hukum 
secara  efektif. 

(5)  Bidang  kehidupan  beragama.  Jika 
diukur  dari  ritual-ritual  yang  tampak  seba- 
gai bagian  dari  kehidupan  sosial  budaya, 
perkembangan  kehidupan  beragama  telah 
menunjukkan  perkembangan  yang  sangat 
pesat.  Semua  agama  yang  hidup  di 
Indonesia  menunjukkan  gejala  kebang- 
kitan,  tetapi  ironisnya,  bersamaan  dengan 
itu,  penyalahgunaan  wewenang,  korupsi, 
semangat  egoisme,  materialisme  tetap 
menggebu-gebu,  seakan-akan  tidak  tersen- 
tuh  oleh  kehidupan  beragama  yang  sedang 
bangkit. 

(6)  Bidang  Hankam.  Stabilitas  nasional 
yang  mantap  dan  dinamis  telah  mem- 
berikan  andil  amat  besar  dalam  mengawal 
sukses  pembangtman  Orde  Baru  dalam 
pembangunan  jangka  panjang  tahap 
pertama.  Stabilitas  ini  harus  tetap  terpe- 
lihara,  tanpa  mengganggu  proses  demo- 
kratisasi  dan  tumbuhnya  prakarsa  serta 
kreativitas  masyarakat  yang  sedang 
berlangsung. 

Kecuali  itu,  gencamya  arus  globalisasi 
informasi  dan  ekonomi,  semakin  canggih- 
nya  sains  dan  teknologi,  dan  berakhimya 
pcrang  dingin,  merupakan  fenomena-feno- 
mena  yang  mesti  harus  diantisipasi,  se- 
hingga  masyarakat,  terutama  ABRI  sebagai 
kekuatan  inti  pertahanan-keamanan  negara 
dapat  lebih  siaga  menghadapinya. 


IV 

Sebagaimana  telah  dipaparkan  di  muka, 
bahwa  Muktamar  II  Partai  Persaluan 
Pembangunan  tahun  1989  yang  lalu  telah 
menghasilkan  beberapa  keputusan,  antara 
lain.  Program  Perjuangan  Partai  Persatuan 
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Pembangunan  Periode  1989-1994.  Kepu- 
tusan  Muktamar  tersebut  merupakan  kon- 
septualisasi  dan  perjuangan  Partai  Persa- 
luan  Pembangunan  yang  bersifat  integral, 
untuk  jangka  waktu  lima  tahun  mendatang. 

Program  Perjuangan  sebagai  kristalisasi 
usaha  Partai  yang  harus  dilaksanakan,  se- 
suai  dengan  tuntutan,  kehendak  dan  aspi- 
rasi  masyarakat.  Untuk  itu,  diperlukan 
program  yang  rasional,  berkualitas,  dan 
sistematis,  sejalan  dengan  tuntutan  GBHN, 
yang  mengisyaratkan  agar  semua  kekuatan 
sosial  politik  dan  organisasi  kemasya- 
rakatan  lebih  berorientasi  pada  program 
pembangunan. 

Dalam  kaitan  itu,  seharusnya  tidak  akan 
ada  lagi  organisasi  kekuatan  sosial  politik 
yang  dalam  mengusahakan  perolehan  sim- 
pati  dan  kepercayaan  rakyat,  selalu  hanya 
membangkitkan  hubungan  emosional  serta 
jaring-jaring  primordialisme,  apalagi  meng- 
andalkan  kharisma  tokoh  legendaris  atau- 
pun  topangan  birokrasi,  melainkan  harus 
bertumpu  pada  program  masing-masing 
yang  "marketable"  dan  dapat  ditawarkan 
kepada  masyarakat,  sehingga  Muktamar  n 
Partai  Persatuan  Pembangunan  memutus- 
kan  menetapkan  perlunya  program  yang 
lebih  aspiratif,  akomodatif  dan  kompre- 
hensif  dalam  kehidupan  masyarakat. 

Selain  bersungguh-sungguh  dalam  mem- 
bangun,  Partai  Persatuan  Pembangunan 
juga  menata  kehidupan  Partai  secara  mo- 
dem melalui  pengembangan  budaya  kon- 
stitusional  dalam  tatanan  kehidupan  politik 
nasional,  serta  dalam  memperjuangkan 
aspirasi  masyarakat,  program  Partai  Per- 
satuan Pembangunan  berjalan  selaras 
dengan  derasnya  arus  modemisasi  Indo- 
nesia. 

Untuk  merumuskan  program-program 
yang  hendak  dijadikan  maleri  kampanye, 
Partai  Persatuan  Pembangunan  bertitik 
tolak  dari  tema  sentral  Partai  pada  Pemilu 


1992  dan  Sidang  Umum  MPR  1993,  yaitu 
"Peningkatan  Kualitas  Pembangunan  yang 
Berwawasan  Kebenaran,  Keadilan  Sosial 
dan  Demokrasi,  dalam  rangka  menyong- 
song  era  Kebangkitan  Nasional  Kedua." 

Kecuali  itu,  juga  didasarkan  pada  arah 
perjuangan  Partai  Persatuan  Pembangunan, 
yakni  terwujudnya  suatu  masyarakat  yang 
adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila 
yang  kita  harapkan  mendapatkan  keridlaan 
Allah  Yang  Maha  Kuasa. 

Adapun  sasaran  perjuangan  Partai 
Persatuan  Pembangunan,  sebagai  berikut; 

(1)  Mantapnya  Partai  Persatuan  Pemba- 
ngunan sebagai  Partai  Politik  yang 
sehat,  bersatu,  mandiri,  berkualitas 
dan  berkemampuan  menjalankan 
fungsinya  dalam  kehidupan  politik 
nasional; 

(2)  Meningkamya  peranan  Partai  Persa- 
tuan Pembangunan  sebagai  kekuatan 
sosial  politik  dalam.  Pembangunan 
Nasional  dan  dalam  mengembangkan 
kehidupan  Demokrasi  Pancasila; 

(3)  Kukuhnya  keutuhan  dan  kekompakan 
Partai  Persatuan  Pembangunan  dalam 
rangka  menunjang  Ketahanan  Nasio- 
nal yang  disemangati  oleh  Wawasan 
Nusantara; 

(4)  Meningkatnya  citra  Partai  Persatuan 
Pembangunan  dalam  mengemban 
amanat  penderitaan  rakyat  dan  me- 
nyalurkan  aspirasi  rakyat; 

(5)  Tetap  tegak  dan  uluhnya  negara  kesa- 
luan  Republik  Indonesia  berdasarkan 
Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 
1945; 

(6)  Suksesnya  Pembangunan  Nasional 
sebagai  pengamalan  Pancasila  menuju 
terwujudnya    masyarakat    adil  dan 
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makmur  yang  diridlai  Allah  Yang 
Maha  Kuasa; 

(7)  Keberhasilan  Partai  Persatuan  Pemba- 
ngunan  dalam  Pemilihan  Umum 
1992; 

(8)  Keberhasilan  Partai  Persatuan  Pemba- 
ngunan  dalam  memperjuangkan  aspi- 
rasi  rakyat  Indonesia. 

Oleh  karena  itu,  program-program  yang 
ditawarkan  dalam  kampanye  nanti  adalah 
meliputi  bidang-bidang  kehidupan,  sebagai 
berikut: 

Pertama,  bidang  kehidupan  beragama. 
Partai  Persatuan  Pembangunan  berupaya 
agar  pendidikan  agama  merupakan  bagian 
integral  dan  penting  dalam  Sistem  Pen- 
didikan Nasional.  Dan  perjuangan  itu  telah 
berhasil  dimuat  dalam  Undang-undang 
tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. 

Partai  Persatuan  Pembangunan  mendo- 
rong  terlaksananya  proses  sosialisasi  dan 
intemalisasi  ajaran  agama  sejak  dini  dalam 
kehidupan  masyarakat,  terutama  bagi  ge- 
nerasi  muda,  sebagai  sumberdaya  insani 
pembangunan  dan  generasi  penerus  per- 
juangan bangsa. 

Kecuali  itu,  Partai  Persatuan  Pemba- 
ngunan juga  mendorong  berkembangnya 
proses  kontekstualisasi  pemahaman  ajaran 
agama  secara  komprehensif,  yang  pada 
gilirannya  mampu  mewujudkan  iklim  ke- 
hidupan beragama  yang  kondusif  bagi 
pembangunan  bangsa  dan  negara. 

Kedua,  bidang  Idcologi.  Untuk  menja- 
wab  tiga  masalah  mendasar  di  bidang 
ideologi,  Partai  Persatuan  Pembangunan 
berupaya  meningkatkan  usaha  pcmasyara- 
katan  dan  pembudayaan  nilai-nilai  Pan- 
casila  dalam  kehidupan,  baik  di  lingkungan 
anggota  Partai,  maupun  anggota  masya- 
rakat pada  umumnya,  sesuai  dengan  ke- 
unggulan  komparaiif  yang  dimiliki.  Kcmu- 


dian,  secara  sungguh-sungguh  menjadikan 
Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  Partai 
Persatuan  Pembangunan,  yang  menjiwai 
kehidupan  Partai  dan  diaktualisasikan  da- 
lam kebijakan  dan  pelaksanaan  program- 
program  Partai. 

Dalam  hubungan  ini,  Partai  Persatuan 
Pembangunan  akan  terus  mengembangkan 
pemikiran-pemikiran  ke  arah  terwujudnya 
proses  transformasi  pembangunan  ideologi 
dari  fase  struktural-institusional  memasuki 
fase  kultural.  Dengan  demikian,  bangsa 
Indonesia  akan  mcmiliki  ketahanan  ideo- 
logis  yang  handal  dan  Pancasila  sebagai 
ideologi  nasional  akan  tetap  kokoh  dan 
mampu  menjawab  tuntutan  zaman. 

Ketiga,  bidang  Politik.  Dalam  mengha- 
dapi  kecenderungan  politik  masa  depan 
yang  bertumpu  pada  masalah-masalah  so- 
sial-budaya,  Partai  Persatuan  Pembangunan 
berusaha  semaksimal  mungkin  meningkat- 
kan kemandirian  dan  kualitas  Partai,  baik 
kualitas  sumberdaya  manusianya,  kualitas 
lingkungannya,  kualitas  kelembagaannya, 
maupun  kualitas  fungsi  dan  perannya,  me- 
lalui  peningkatan  dan  pengembangan  upa- 
ya-upaya  konsolidasi,  kaderisasi  dan  par- 
tisipasi. 

Unluk  itu,  proses  kaderisasi  dan  so- 
sialisasi politik  terus  dikembangkan  dalam 
upaya  meningkatkan  kesadaran  dan  tang- 
gung  jawab  politik  masyarakat,  untuk  lebih 
memacu  pertumbuhan  dan  perkembangan 
Sistem  Politik  Demokrasi  Pancasila  yang 
pada  gilirannya  mampu  mcmberikan  akses 
bagi  peningkatan  kualitas  kehidupan  ma- 
syarakat Indonesia. 

Kecuali  itu,  Partai  Persatuan  Pemba- 
ngunan akan  torus  berupaya  untuk  mcng- 
ikuti  dan  mcngcnali  pola  pcrubahan  ma- 
syarakat yang  tcrjadi  dari  waktu  ke  waktu, 
scrta  mengembangkan  pemikiran-pemikir- 
an  ke  arah   peningkatan  kualitas  pcm- 


416 


ANALISIS  CSIS,  1991-5 


bangunan  politik  di  Indonesia  pada  masa 
yang  akan  datang,  melalui  peningkatan 
kualitas  kepemimpinan  dan  lain-lainnya. 

Dalam  kaitan  ini,  Partai  Persatuan  Pem- 
bangunan  telah  memperjuangkan  secara 
gigih  dipulihkannya  hak-hak  politik  rakyat, 
termasuk  hak  Pegawai  Negeri  untuk  me- 
nentukan  pilihan  politik  sesuai  dengan 
aspirasinya;  mantapnya  kehidupan  politik 
yang  demokratis,  konstitusional  dan  ber- 
dasarkan   hukum;    terlaksananya  Pemilu 
dengan  asas  Luber  dan  diselenggarakan  se- 
cara jujuT  dan  adil;  terwujudnya  pemerin- 
tahan  yang  bersih  dan  berwibawa,  melalui 
peningkatan  pengawasan  sosial  dan  peran- 
an  DPR;  meningkatnya  kegiatan  pendidik- 
an  politik  rakyat  dan  partisipasi  rakyat 
dalam  pembangunan;  serta  berkembangnya 
kehidupan   demokrasi    Pancasila,  sesuai 
dengan  asas  Pancasila  dan  UUD  1945. 

Keempat,  bidang  Ekonqmi.  Partai  Per- 
satuan Pembangunan  mendorong  terwu- 
judnya pembangunan  ekonomi  yang  ber- 
orientasi  kepada  kepentingan  rakyat;  me- 
ningkatnya kemampuan  golongan  ekono- 
mi lemah;  semakin  terbukanya  kesempatan 
berusaha  dan  kesempatan  memperoleh  la- 
pangan  kerja;  serta  terns  mendorong  tum- 
buhnya  etos  kerja  yang  kondusif  bigi 
peningkatan  produktivitas  nasional  untuk 
lebih  meningkatkan  pemerataan.  Meskipun 
wakil-wakil  Fraksi  Persatuan  Pembangun- 
an dalam  Badan  Pekerja  MPR  tahun  1977/ 
1978  telah  memperjuangkan  diutamakan- 
nya  pemerataan,  tetapi  hanya  menghasilkan 
rumusan  yang  tidak  menjamin  terlaksa- 
nanya pemerataan  tersebut,  dari  waktu  ke 
waktu. 

Kecuali  itu,  Partai  Persatuan  Pemba- 
ngunan juga  mendorong  berkembangnya 
pemikiran-pemikiran  ke  arah  terwujudnya 
peranan  pemerintah  yang  bersikap  tut  wuri 
handayani  dalam  perekonomian  bangsa 
dan  negara  Indonesia,  dan  mendorong  terns 


menerus  tumbuhnya  Koperasi  dan  sektor 
swasta  yang  lemah  secara  proporsional 
dalam  perekonomian  bangsa, 

Kelima,  bidang  Sosial-budaya.  Partai 
Persatuan  Pembangunan  dalam  mengha- 
dapi  masalah-masalah  sosial-budaya,  ber- 
usaha mendorong  terwujudnya  sumberdaya 
manusia  yang  berkualitas,  melalui  program 
kaderisasi   yang  sistematis,  terarah  dan 
berkesinambungan  di  lingkungan  Partai; 
terciptanya  iklim  yang  kondusif  bagi  ber- 
kembangnya ilmu  pengetahuan  dan  tekno- 
logi;  terjangkaunya  biaya  dan  kesempatan 
untuk  memperoleh  pendidikan,  terutama 
bagi  masyarakat  yang  berada  di  daerah 
terpencil;  dan  terciptanya  peraturan  per- 
undangan  yang  telah  memungkinkan  pro- 
ses demokratisasi  pendidikan  berlangsung. 

Kecuali  itu,  Partai  Persatuan  Pemba- 
ngunan juga  mendorong  meningkamya 
kesadaran  hukum  di  berbagai  lapisan  ma- 
syarakat, baik  di  daerah  pedesaan  maupun 
perkotaan;  makin  tegaknya  hukum  dan 
keadilan  dalam  kehidupan  kebangsaan  dan 
kenegaraan;  serta  berkembangnya  pemikir- 
an-pemikiran ke  arah  pertumbuhan  go- 
longan menengah  yang  semakin  membesar 
dalam  strata  sosial-ekonomi  di  Indonesia. 

Keenam,  bidang  Hankam.  Partai  Persa- 
tuan Pembangunan  sebagai  kekuatan  sosial 
politik  mendorong  terlaksananya  sistem 
pertahanan  dan  keamanan  rakyat  semesia 
(Hankamrata)  dalam  mempertahankan  dan 
memelihara  Negara  Republik  Indonesia.  Di 
samping  itu,  peranan  Dwi-fungsi  ABRI 
hams  lebih  berperan  dalam  mendorong 
pertumbuhan  kehidupan  politik  yang  sehat, 
di  bidang  kehidupan  kebangsaan  dan  ke- 
negaraan, dan  melihat  segala  golongan 
dalam  masyarakat  sebagai  saudara-saudara 
sebangsa  yang  mempunyai  hak  dan  ke- 
dudukan  yang  sama. 

Partai  Persatuan  Pembangunan  berkeya- 
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kinan,  bahwa  ABRI  dalam  sislem  keterir 
taraan  Indonesia  adalah  tentara  kebangsaan 
yang  berwatak  kerakyatan.  Oleh  karena  itu, 
ABRI  diharapkan  tetap  manunggal  dengan 
rakyat  karena  kekuatan  ABRI  sesung- 
guhnya  terletak  pada  kemanunggalan  ter- 
sebut;  melindungi  rakyat  dari  segala 
gangguan,  baik  yang  berasal  dari  luar 
maupun  dalam  negeri;  serta  berada  di  atas 
semua  golongan  dan  lidak  berpihak  pada 
golongan  manapun,  kecuali  pada  kepen- 
lingan  rakyat. 

Untuk  menghadapi  dampak  negatif  glo- 
balisasi,  maka  Partai  Persatuan  Pemba- 
ngunan  mendorong  terwujudnya  ABRI 
yang  kokoh  dan  berkemampuan  meng- 
hadapi berbagai  tantangan  yang  disebabkan 
oleh  perkembangan  sains  dan  teknologi 
persenjataan  mutakhir.  Kecuali  itu,  Partai 
Persatuan  Pembangunan  juga  mendorong 
dimasyarakatkan  dan  digalakkannya  pelak- 
sanaan  Pendidikan  Pendahuluan  Bela  Ne- 
gara,  dan  Rakyat  Terlatih  sebagai  upaya 
persiapan  pelaksanaan  sepenuhnya  Sistem 
Pertahanan  dan  Keamanan  Rakyat  Semes- 
ta. 

Dalam  hubungan  ini,  Partai  Persatuan 
Pembangunan  menyampaikan  penghargaan 
dan  terima  kasih  kepada  ABRI  atas  pres- 
,'tasi  yang  telah  ditunjukkan  selama  ini, 
dalam  melaksanakan  fungsinya  sebagai  sta- 
bilisator,  dinamisator  dan  modernisator 
kehidupan  bangsa. 

Dalam  menghadapi  pelaksanaan  Pemilu 
1992,  ABRI  diharapkan  dapat  lebih  me- 
ningkatkan  kualitas  perannya  dan  bersikap 
equidistant,  yakni  menempatkan  diri  pada 
jarak  yang  sama  di  antara  semua  organisasi 


kekuatan  sosial  politik  yang  menjadi  Orga- 
nisasi Peserta  Pemilu  (OPP)  pada  tahun 
1992. 

Partai  Persatuan  Pembangunan  dalam 
melaksanakan  fungsi  dan  perannya  sebagai 
wadah  artikulasi  kepentingan  rakyat  me- 
rasa  banyak  menghadapi  kendala,  baik 
yang  bersifat  struktural  maupun  kultural. 
Rekayasa  politik  yang  dilakukan  selama 
pemerintahan  Orde  Baru  terhadap  orga- 
nisasi kekuatan  sosial  politik,  menunjukkan 
hasil  yang  tidak  selalu  menggembirakan. 
Hal  ini  ditandai  dengan  semakin  me- 
nguatnya  kekuatan  supra-struktur  politik 
yang  cenderung  dominan  dalam  kehidupan 
kemasyarakatan.  Sementara  kekuatan  infra- 
struktiu-,  terutama  Partai  Politik  mengalami 
proses  marjinalisasi.  Itulah  yang  menjadi 
kendala  struktural  Partai  saat  ini. 

Kemudian,  kendala  kultural  yang  diha- 
dapi  Partai  Persatuan  Pembangunan  adalah 
masih  berkembangnya  budaya  politik  yang 
tidak  kordusif  bagi  pengembangan  iklim 
politik  yang  demokratis,  emansipatif  dan 
partis  ipatif. 

Oleh  sebab  itu  Pemilu  1992  diharapkan 
dapat  membawa  perubahan-perubahan, 
hingga  terciptanya  pelaksanaan  sistem 
politik  yang  memberikan  lebih  banyak  pe- 
luang  bagi  fungsi  dan  peranan  kekuatan 
infra-struktur  politik  yang  wajar  dan  pro- 
porsional.  Kecuali  itu,  iklim  politik  yang 
akan  datang  diharapkan  dapat  berkembang 
secara  lebih  demokratik  dalam  suasana 
kekeluargaan  dan  kebersamaan,  menuju 
terwujudnya  masyarakat  yang  adil  dan 
makmur  berdasarkan  Pancasila. 


Kampanye  dan  Perjuangan  PDI 
dalam  Pemilu  1992 


Soerjadi 


Pendahuluan 

B erbicara  tentang  kampanye  dan  per- 
juangan PDI  dalam  Pemiiu  1992, 
satu  hal  pertama  yang  perlu  dike- 
mukakan  adalah  apa  dan  siapa  sebenamya 
PDI  itu  dalam  konteks  sistem  politik  di 
Indonesia.  Selanjutnya  perlu  dipahami  pula 
arti  penting  dan  strategisnya  Pemilu  dan 
kampanye  1992.  Kemudian,  berdasarkan 
kedua  hal  tersebut  akan  dikemukakan 
program-program  perjuangan  PDI  dalam 
menghadapi  Pemilu  1992  yang  akan  da- 
tang. 

Bagian  pertama  dari  tulisan  ini  akan 
memberikan  uraian  mengenai  hakikat  dan 
jati  diri  PDI.  Selanjutnya  pada  bagian 
kedua  akan  dikemukakan  arti  penting  dan 
strategisnya  kampanye  dan  Pemilu  1992. 
Dalam  bagian  ini  pula  akan  diulas  medan 
juang  PDI  dalam  menghadapi  kampanye 
dan  Pemilu  1992.  Selanjutnya,  pada  bagian 
ketiga  akan  dikemukakan  program-program 
perjuangan  PDI  dalam  rangka  menyambut 
kampanye  dan  Pemilu  1992.  Tulisan  ini 
akan  diakhiri  dengan  beberapa  Catalan  pe- 
nutup  sebagai  kesimpulan. 


PDI:  Hakikat,  Eksistensi  dan  Jati 
Dirinya 

PDI  adalah  sebuah  Partai  Politik  yang 
lahir  pada  tanggal  10  Januari  1973  dalam 
rangka  pembaharuan  struktur  dan  kehidup- 
an  politik  menuju  sistem  kepartaian  yang 
terbuka  untuk  semua  warga  negara  tanpa 
perbedaan  suku,  ketuninan,  dan  agama, 
sebagai  pelaksanaan  dari  Ketetapan  MPRS 
No.  XXII/MPRS/1966  tentang  Kepartaian, 
Keormasan  dan  Kekaryaan.  PDI  merupa- 
kan  hasil  fusi  dari  lima  partai,  yaitu  PNI, 
Partai  Katolik,  Parkindo,  Murba,  dan 
IPKI.' 

Karena  PDI  adalah  partai  terbuka,  maka 
setiap  warga  negara  Indonesia  tanpa  dibe- 
dakan  asal  usulnya  dapat  diterima  menjadi 
anggota.  Persyaratan  untuk  menjadi  ang- 
gota  adalah:  warga  negara  Indonesia,  dan 
yang  bersangkutan  harus  mengajukan  per- 


'Lihat  Dcklarasi  Pembcntukan  Partai  Demokrasi 
Indonesia  dalam  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran 
Rumah  Tangga  PDI  (Jakarta:  DPP  PDI,  1989).  Lihai 
juga  dalam  buku  yang  sama,  25-27. 
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mintaan  kepada  pengiinis  di  mana  mereka 
tinggal,  serta  menyetujui  Piagam  dan 
Program  Perjuangan  Partai,  AD/ ART  serta 
peraturan-peraturan  organisasi  PDI.^ 

Pada  dasamya  kelima  Partai  Politik 
yang  berfusi  tersebut  memiliki  latar  bela- 
kang  sejarah  dan  jati  diri  yang  satu  sama 
lain  berbeda.  Meskipun  demikian,  karena 
tuntutan  perjuangan  Bangsa  yang  digerak- 
kan  oleh  semangat  Orde  Baru,  demi  ke- 
pentingan  nasional  maka  kelima  Partai 
Politik  itu  sepakat  untuk  melebur  diri 
menjadi  Partai  Demokrasi  Indonesia  dalam 
jangka  waktu  yang  tidak  ditentukan  lama- 
nya.' 

Dengan  latar  belakang  itu,  dapat  dika- 
takan  bahwa  PDI  adalah  anak  kandung 
Orde  Baru  yang  bertekad  melaksanakan 
Pancasila  dan  UUD  1945  secara  mumi  dan 
konsekuen  serta  melaksanakan  pembangun- 
an  nasional  di  segala  bidang  untuk 
mengemban  Amanat  Penderitaan  Rakyat. 
PDI,  sebagai  sarana  dan  penegak  Demo- 
krasi Pancasila,  menjadi  wadah  pemersatu 
dan  sarana  perjuangan  rakyat  imtuk  secara 
sadar  menggimakan  kedaulatan  dan  hak 
berorganisasi  serta  secara  tertib,  tenteram, 
bebas  dan  terbuka  menyalurkan  aspirasinya 
dalam  rangka  menunaikan  hak  dan  ke- 
wajiban  serta  tanggung  jawabnya  untuk 
mempertahankan,  menegakkan  dan  mengisi 
kemerdekaan  Bangsa  dan  Negara  Kesatuan 
Republik  Indonesia.* 

Sebagai  konsekuensinya,  PDI  sepcnuh- 
nya  melaksanakan  fungsi   partai  dalam 


^Untuk  mengetahui  lebih  jclas  syarat-syarat  men- 
jadi anggota  PDI  lebih  lanjut  lihat  Anggaran  Dasar 
PDI  PasaJ  6  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  PDI  Pasal 
2  s/d  15. 

^Lihat  ADIART  PDI,  Pasal  2 

^Lihat  Keputusan  Kongres  Ke  III  PDI  di  Jakarta, 
15-18  April  1982,  No.  VIII/KPTS/Kongres  IlI/I'DI/ 
IV/1986  tcntang  Piagam  Perjuangan  Partai  Demokrasi 
Indonesia,  Lampiran  I,  I.  A. 


alam  Demokrasi  Pancasila,  yaitu  sebagai: 
(1)  penghimpun,  perumus  dan  penyalur 
hasrat  dan  tekad  Rakyat;  (2)  pendidik  dan 
pembina  rakyat  untuk  mempertinggi  akhlak 
dan  kecerdasarmya,  memperdalam  kesa- 
daran  akan  hak  dan  kedaulatannya  serta 
meningkatkan  rasa  tanggimg  jawabnya 
akan  beban  dan  kewajiban  yang  timbul 
sebagai  akibat  dan  imbangan  hak  dan 
kedaulatan  tersebut;  (3)  pengerah  dan 
penggerak  Rakyat  untuk  mewujudkan  par- 
tisipasi  yang  bergairah  dan  ikhlas  dalam 
segala  usaha  dan  kegiatan  pembangunan 
serta  proses  politik  bangsa  Indonesia;  dan 
(4)  penyelenggara  seleksi  wakil/pimpinan 
politik  untuk  memantapkan  pelaksanaan 
kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  ke- 
bijaksanaan  dalam  permusyawaratan/per- 
wakilan.^ 

Sesuai  dengan  nama  dan  latar  belakang 
sejarah  kelahiran  serta  sistem  keanggota- 
annya,  maka  PDI  sebagai  partai  politik 
yang  bernafaskan  demokrasi  akan  selalu 
memperjuangkan  pelaksanaan  demokrasi 
Pancasila,  yaitu  demokrasi  yang  mencakup 
bidang  politik,  ekonomi,  sosial  budaya  dan 
pertahanan  keamanan. 

Sejalan  dengan  hakikat  PDI  sebagai 
partai  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  berjuang 
untuk  rakyat,  maka  dengan  tegas  PDI 
memperjuangkan  dan  selalu  memihak  ke- 
pada kepentingan  rakyat,  lebih-lebih  rakyat 
kecil  dalam  perjuangannya  mempcrbaiki 
nasibnya,  mengangkat  harkat,  martabat  dan 
derajatnya  ke  tahapan  kehidupan  yang 
layak  bagi  kemanusiaan. 

Sesuai  dengan  sifat  ketcrbukaannya, 
PDI  adalah  Partai  yang  berwawasan  ke- 
bangsaan'  yang  lazim  dikcnal  dengan  Wa- 

^Lihat  Lampiran  I.  Keputusan  No.  VIII/KPTS/ 
KONGRFiS  III/PDI/IV/1986,  ibid. 

^Lihat  lampiran  I  Keputusan  Kongres  Kc  III  PDI 
di  Jakarta.  15-18  April  1986.  No.  VIll/KPTS/KONG- 
RliS  ni/PDI/lV/1986  tcntang  Piagam  Perjuangan 
Partai  Demokrasi  Indonesia. 
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wasan  Nusantara,  yaitu  Indonesia  dalam 
pengertiannya  yang  seluas-Iuasnya:  sebagai 
satu  kesatuan  geografis,  geopolitik,  geo- 
ekonomi,  geososio-budaya  maupun  geos- 
trategis.  Karena  itu  PDI  akan  selalu 
mengatasi  setiap  ancaman  terhadap  kepen- 
tingan  dan  integritas  bangsa  dan  negara 
Indonesia,  dan  akan  memperjuangkan  hi- 
langnya  setiap  bentuk  kesenjangan  baik 
bidang  ekonomi,  politik  maupun  sosial 
budaya.  Sebab  hal-hal  demikian  berten- 
tangan  dengan  semangat  dan  Wawasan 
Nusantara  serta  tidak  sesuai  dengan  se- 
mangat kebangsaan  dan  cita-cita  demokrasi 
Pancasila. 

Kedudukan,  Fungsi,  Hak  Dan 
Kewajiban  PDI 

Sesuai  dengan  peraturan  perundangan 
yang  berlaku,  PDI  mempunyai  kedudukan, 
fungsi,  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dan 
sederajat  dengan  PPP  maupun  GolkarJ 
Baik  PDI,  PPP,  Golkar,  dan  juga  ABRI, 
kesemuanya  adalah  modal  dasar  pemba- 
ngunan  nasional  yang  sangat  penting  pe- 
ranannya  dalam  kehidupan  bermasyarakat, 
berbangsa  dan  bemegara.^ 

Fungsinya  adalah  sebagai  penyalur  pen- 
dapat  dan  aspirasi  masyarakat  secara  sehat 
dan  mewujudkan  hak-hak  politik  rakyat 
dengan  melaksanakan  komunikasi  sosial 
timbal  balik,  merumuskan  gagasan-gagasan 
atau  pemikiran  yang  berguna  bagi  keber- 
hasilan  pembangunan  yang  diperjuangkan 
secara  tertib  dan  teratur  sesuai  dengan 
peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Ke- 
cuali  itu  juga  berfungsi  sebagai  wadah 


■^Lihat  Pasal  1  UU  No.  3/1975  sebagaimana  telah 
diubah  dengan  UU  No.  3/1985  tentang  Partai  Politik 
dan  Golongan  Karya. 

^Tap  II/MPR/1988  tentang  GBHN,  Bab  IV.D. 
sub  bidang  Politik,  butir  1,  huruf  f  dan  Bab  II.  D. 
butir  I,  huruf  g  dan  h. 


pendidikan  kesadaran  politik  rakyat,  agar 
mereka  menjadi  warga  negara  Republik 
Indonesia  yang  bermoral  Pancasila,  setia 
terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945, 
sadar  akan  hak  dan  kewajibannya  sebagai 
warga  negara  serta  mempunyai  wawasan 
dan  disiplin  nasional  untuk  memperkokoh 
persatuan  dan  kesatuan  bangsa.' 

Hak-haknya  antara  lain  adalah  menjadi 
Organisasi  Peserta  Pemilu  (OPP)^°  dengan 
segenap  konsekuensinya.  Di  antaranya 
ialah  mengajukan  calon-calon  anggota  lem- 
baga  permusyawaratan  dan  perwakilan  rak- 
yat yang  akan  dipilih  dalam  Pemilu  untuk 
merumuskan  dan  menetapkan  kebijaksa- 
naan-kebijaksanaan  nasional  serta  mengon- 
trol  pelaksanaannya.  Kecuali  itu  berkam- 
panye  untuk  mendapatkan  simpati  dan 
dukungan  yang  sebanyak-banyaknya  dari 
para  pemilih. 

Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di 
atas  dapat  dikatakan  bahwa  yang  mem- 
bedakan  PDI  dengan  yang  lainnya  pada 
dasamya  bukan  ideologi  melainkan  peri- 
laku  politiknya  dan  aksentuasi  program- 
program  perjuangaimya. 

Sesuai  dengan  pengertian  teoritis  bahwa 
partai  politik  merupakan  sekumpulan  war- 
ga negara  yang  tergabung  dalam  suatu 
kesatuan  organisasi  yang  memiliki  orien- 
tasi,  nilai-nilai  dan  cita-cita  yang  sama 
untuk  memperoleh  kekuasaan  politik  dan 
kedudukan  politik,"  maka  perjuangan  PDI 


'Lihat  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  19/ 
1986  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  No.  3/ 
1975  tentang  Partai  Politik  dan  Golongan  Karya 
sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  3/1985. 

'°Lihat  Pasal  7  PP  No.  19/1986  tentang  Pelak- 
sanaan UU  No.  3/1985  mengenai  Partai  Politik  dan 
Golongan  Karya. 

'•Lihat  Miriam  Budiardjo,  Dasar-dasar  Ilmu 
Politik  (Jakarta:  PT  Gramcdia.  1977),  hal.  160-161. 
Lihat  juga  Wirjono  Prodjodikoro,  Asas-asas  Ilmu 
Negara  dan  Politik  (Bandung:  PT  Ercsco,  1981).  100. 
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untuk  mencari  dukungan  rakyat  pemilih 
dalam  Pemilu  akan  selalu  dilakukan  de- 
ngan  menjunjung  tinggi  asas  kejujuran 
serta  sportivitas.  Kedudukan  atau  kursi 
yang  diperoleh  di  lembaga-lembaga  negara 
tidak  dimaksudkan  untuk  kepentingan  pri- 
badi  atau  Partai,  tetapi  untuk  memper- 
juangkan  kepentingan  umum  yaitu  ke- 
pentingan bangsa  dan  negara. 

Makna  Strategis  Kampanye  dan 
Pemilu  1992 

Seperti  diketahui,  pada  tahun  1992 
mendatang  akan  dilaksanakan  Pemilu  yang 
ke-5  dalam  masa  Orde  Baru.  Telah  men- 
jadi  kelaziman  bahwa  setiap  kali  menje- 
lang  diselenggarakannya  Pemilu  selalu 
didahului  dengan  suatu  kampanye. 

Dalam  suatu  negara  demokrasi,  Pemilu 
memiliki  arti  yang  sangat  penting  dan 
strategis,  sebab  Pemilu  diartikan  sebagai 
lambang  dan  sekaligus  tolok  ukur  dari 
demokrasi  itu  sendiri.'^  Setiap  negara  yang 
mengaku  menganut  demokrasi  selalu  me- 
nyelenggarakan  Pemilu,  tetapi  tidak  semua 
negara  yang  menyelenggarakan  Pemilu 
mesti  negara  demokratis.  Banyak  negara 
yang  tidak  demokratis  menyelenggarakan 
Pemilu  hanya  untuk  mendapatkan  legali- 
sasi  kekuasaannya. 

Dalam  konteks  sistem  politik  di  Indo- 
nesia, Pemilu  adalah  sarana  pelaksanaan 
asas  kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan 
setiap  lima  tahun  sekali.  Berbeda  dengan 
di  banyak  negara  lain,  penyelenggara  Pe- 
milu di  Indonesia  ialah  Presiden/Manda- 
taris  MPR  dengan  memberikan  peranan 
kepada  Organisasi  Peserta  Pemilu  (OPP) 


'^Lihat  Miriam  Budiardjo,  "Sistem  Pemilu  dan 
Pembangunan  Politik"  (Malcalah  disampaikan  pada 
Seminar  Nasional  VI  dan  Kongrcs  Nasional  II 
Asosiasi  Dmu  Politik  Indonesia  di  Jakarta,  11-15 
Febniari  1991).  2. 


dalam  kegiatan  pelaksanaan  dan  penga- 
wasan  dari  tingkat  pusat  sampai  ke  daerah. 
Pemungutan  suara  dilaksanakan  secara  se- 
rentak  di  seluruh  wilayah  Negara  Republik 
Indonesia  dengan  asas  langsung,  umum, 
bebas  dan  rahasia.'^ 

Tujuan  Pemilu  ialah  untuk:  (1)  memilih 
wakil-wakil  Rakyat  yang  bertanggung  ja- 
wab  untuk  memperjuangkan  kepentingan 
rakyat  dalam  pembangunan  nasional  guna 
memenuhi  dan  mengemban  Amanat  Pen- 
deritaan  Rakyat;^*  (2)  menumbuhkan  kehi- 
dupan  politik  yang  demokratis,  stabil, 
dinamis,  efektif  dan  efisien  sehingga  dapat 
memperkuat  kehidupan  konstitusional,  me- 
wujudkan  pemerintahan  yang  bersih,  ber- 
kemampuan  dan  berwibawa.  Kecuali  itu 
juga  beriujuan  agar  DPR  dapat  melaksa- 
nakan  pengawasan  yang  efektif  dan  demi 
terwujudnya  kesadaran  dan  kepastian  hu- 
kum  dalam  masyarakat  yang  semakin 
mantap. 

Sebagai  tahapan  dari  proses  demokrasi 
Pancasila,  setelah  Pemilu  akan  dilaksana- 
kan Sidang  Umum  MPR  untuk  mengambil 
keputusan  politik  rakyat  dalam  bentuk 
program-program  pembangunan  nasional 
untuk  masa  lima  tahun  berikumya  sebagai 
upaya  meningkatkan  taraf  hidup  Rakyat. 
Kecuali  itu,  juga  untuk  memilih  Presiden 
dan  Wakil  Presiden  yang  dilugaskan  me- 
mimpin  pelaksanaan  kehendak  Rakyat 
tersebut. 

Berbeda  dengan  Pemilu-Pemilu  sebe- 
lumnya,  Pemilu  1992  mempunyai  arti  yang 


'^Lihat  Kcictapan  MPR  No.  II/MPR-RI/1988 
tentang  GBHN,  sub  bidang  Politik.  bulir  1,  huruf  c. 
dan  Tap  No.  ni/MPRyi988  tentang  Pcmilihan  Umum. 
Lihat  pula  UU  No.  1/1985  tentang  Pemilihan  Umum, 
Pasal  1,  8,  dan  13  a. 

"•Lihat  Pasal  1  UU  No.  1/1985  tentang  Pcmilihan 
Umum  sebagai  perubahan  kc-3  terhadap  UU  No.  15/ 
1969  tentang  hal  yang  sama.  Lihat  juga  Pcnjelasan 
Umum  butir  2,  Tujuan  Pemilihan  Umum. 
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sangat  strategis  bagi  perjalanan  kehidupan 
masyarakat,  bangsa  dan  negara  Indonesia, 
tidak  saja  untuk  rentang  waktu  lima  tahun 
berikutnya,  tetapi  lebih  dari  itu,  untuk 
masa  25  tahun  berikutnya  dalam  Pem- 
bangunan  Jangka  Panjang  Tahap  n  yang 
akan  mengantar  bangsa  Indonesia  mema- 
suki  era  tinggal  landas  agar  dapat  ikut 
serta  dalam  percaturan  global  secara  lebih 
berarti  di  abad  ke-XXI, 

Sasaran  utama  pembangunan  jangka 
panjang  25  tahun  kedua  adalah  terciptanya 
kualitas  manusia  dan  kualitas  masyarakat 
Indonesia  yang  maju  dalam  suasana  ten- 
teram  dan  sejahtera  lahir  maupun  batin, 
dalam  tata  kehidupan  masyarakat,  bangsa 
dan  negara  yang  berdasarkan  Pancasila." 
Sasaran  utama  ini  hams  dapat  dijabarkan 
dan  dirumuskan  serta  ditetapkan  oleh  MPR 
pada  SU-nya  tahun  1993  dalam  bentuk 
garis-garis  besar  haluan  negara. 

Kampanye  Pemilu,  sebagai  sarana  ke- 
giatan  OPP  untuk  memperoleh  suara  se- 
banyak-banyaknya  dalam  Pemilu,  dilaksa- 
nakan  dengan  menawarkan  program-pro- 
gram yang  disusun  oleh  Partai  dalam 
rangka  mengisi  Pembangunan  Nasional 
selama  lima  tahun  berikumya.  Bagi  PDI, 
kampanye  juga  akan  dipergunakan  sebagai 
sarana  pendidikan  politik  bagi  rakyat  se- 
cara terbuka  dan  langsung,  karena  pada 
saat  itu,  pada  umumnya  rakyat  dapat 
secara  bebas  mendengarkan  dan  menilai 
program-program  OPP  yang  melakukan 
kampanye.  Jadi  bukan  seperti  yang  terjadi 
selama  ini,  kampanye  lebih  diartikan  seba- 
gai rapat  Organisasi  yang  hanya  dihadiri 
oleh  warga  Partainya  karena  rakyat  pada 
umumnya  dibatasi  kebebasannya  dengan 
segala  cara  untuk  mendengarkan  kampanye 
PDI,  atau  sebaliknya  mereka  dimobilisasi 


l^Lihat  Ketctapan  MPR  No.  n/MPR/1988  lentang 
GBHN.  Bab  IV.  POLA  UMUM  PELITA  KELIMA 
A.  PENDAIIULUAN,  butir  2. 


dengan  berbagai  cara  untuk  mendengarkan 
kampanye  OPP  yang  lainnya. 

Seharusnya  kampanye  merupakan  sara- 
na OPP  untuk  mengkomunikasikan  cita- 
cita  dan  program  perjuangannya  mengenai 
kehidupan  masyarakat  dan  negara  yang 
diinginkan  di  masa  mendatang  melalui 
pelaksanaan  sistem  politik,  sistem  ekono- 
mi,  dan  sistem  sosio-budaya  serta  sistem 
pertahanan  keamanan.  Sesuai  dengan  sifat 
Pemilu  1992  yang  mempunyai  arti  khusus, 
maka  kampanye  Pemilu  1992  seharusnya 
mengandung  tujuan  setidak-tidaknya  untuk 
mencapai  dua  hal.  Pertama,  memuat  suatu 
penilaian  mengenai  apa  yang  telah  dicapai 
dan  apa  yang  tidak  atau  belum  dicapai 
dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional 
periode  sebelunmya.  Kedua,  menawarkan 
program-program  dan  gagasan-gagasan  ke- 
pada  masyarakat  pemilih  mengenai  masya- 
rakat,  bangsa   dan   negara   yang  ingin 
dicapai  pada  periode  berikumya.  Dengan 
kata  lain,  kampanye  Pemilu  1992  hams 
dapat  dipergunakan  sebagai  momentum 
untuk  melakukan  mawas  diri  dan  sekaligus 
memantapkan  langkah-langkah  perjuangan 
ke  depan  demi  tercapainya  cita-cita  Prok- 
lamasi  Kemerdekaan  17  Agustus  1945  dan 
amanat  Rakyat  bahwa  pembangunan  na- 
sional mempakan  pembangunan  manusia 
Indonesia   seutuhnya   dan  pembangunan 
SQlumh  masyarakat  Indonesia  atau  sebagai 
pengamalan  Pancasila. 

Dalam  medan  dan  semangat  seperti 
itulah  PDI  mempersiapkan  diri  memasuki 
arena  kampanye  dan  Pemilu  1992  serta 
SU-MPR  1993  mendatang. 

Refleksi  Perjalanan  Kehidupan 
Bangsa  dan  Negara  Selama  25 
Tahun  Terakhir 

Penilaian  atas  perjalanan  kehidupan 
bermasyarakat,  berbangsa  dan  bemegara 
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selama  sekitar  25  lahun  terakhir  ini  akan 
mencakup  dua  hal  sckaligus,  yaitu  peni- 
laian  yang  bersifat  umum  dan  yang  bersifat 
lebih  khusus,  yaitu  lentang  prakiek  pe- 
laksanaan  sistem  polilik  berdasarkan  atur- 
an-aturan  demokrasi  Pancasila.  Sehubung- 
an  dengan  ini  diperlukan  tolok  ukur  ter- 
tentu. 

Ada  dua  hal  yang  dapat  dikemukakan 
sebagai  pedoman  penilaian  tersebut.  Per- 
tama,  keyakinan  PDI  "bahwa  tidak  ada 
program  yang  lahir  tanpa  ide,  cita-cita  dan 
tujuan  hidup,  sehingga  sesungguhnya  tidak 
ada  program  yang  lahir  tanpa  ideologi. 
Bagi  PDI  landasan  idiil  tersebut  adalah 
Pancasila.  Sebab  Pancasila  mampu  menja- 
wab  setiap  tantangan  dan  hambatan  serta 
juga  yang  merupakan  produk  fundamental 
dan  normatif  uniuk  kehidupan  Negara  dan 
mentalitas  serla  martabat  Bangsa,  seperti 
yang  termaktub  dalam  Pembukaan  UUD 
1945.  Karena  itu,  PDI  menyadari  dan 
menghayali  betapa  pentingnya  landasan 
idiil  itu  karena  dengan  jelas  memberikan 
arah  dan  tujuan  yang  pasti."'^ 

Kedua,  konsensus  nasional  bahwa  pem- 
bangunan  nasional  adalah  pembangunan 
manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pemba- 
ngunan seluruh  masyarakat  Indonesia"  dan 
bahwa  pembangunan  nasional  merupakan 
pengamalan  semua  sila  dari  Pancasila  se- 
cara  bulat  dan  utuh." 

Atas  dasar  keyakinan,  penghayatan  dan 
pengamalan  ideologi  perjuangan  tersebut, 
maka  Pancasila  harus  kita  tempatkan  se- 
bagai tolok  ukur  untuk  menilai  pciak- 


'^Lihat  Lampiran  1  Kq)utusan  Kongres  Kc  III 
PDI  No.  VIII/KPTS/Kongres  ni/PDI/IV/1986  tcntang 
Piagam  Perjuangan  Partai  Demokrasi  Indonesia,  Ro- 
mawi  I.  B.  1.  Landassm  Idiil  Perjuangan  PDI. 

"Lihat  Tap  MPR  No.  II/MPRyi988  tentang 
GBHN.  Bab  II.  B. 

'«Ibid.,  Bab  IV.  POLA  UMUM  PI-LITA  KE- 
LIMA.  A.  5. 


sanaan  pembangunan  nasional  yang  telah 
kita  laksanakan  selama  seperempat  abad 
ini  maupun  untuk  penyusunan  program 
perjuangan  dalam  masa  25  tahun  kc  depan. 
Sehubungan  dengan  itu,  yang  menjadi 
pertanyaan  adalah:  apakah  yang  telah  kita 
capai  selama  lebih  kurang  25  tahun  ini 
telah  benar-benar  merupakan  pengamalan 
Pancasila;  dan  apakah  kenyataan  hidup  dan 
kondisi  kehidupan  yang  merupakan  produk 
pjembangunan  nasional  selama  ini  telah 
benar-benar  mencerminkan  nilai-nilai  Pan- 
casila. 

Meski  harus  diakui  bahwa  berkat  kerja 
keras  selama  sekitar  25  tahun,  pemba- 
ngunan ini  memang  telah  menghasilkan 
sedemikian  banyak  kemajuan  dan  kenik- 
matan  yang  pantas  kita  syukuri,  tetapi  rasa 
syukur  itu  seharusnya  tidak  membuat  kita 
menutup  mata  terhadap  kekurangan-ke- 
kurangan  dan  kelemahan  yang  masih  me- 
lekat  dalam  diri  Bangsa  dan  Negara  kita. 
Sebab  Ketetapan  MPR  No.  n/MPR-RI/ 
1988  lentang  GBHN  antara  lain  menya- 
takan  dengan  tegas  masih  "adanya  sela- 
pisan  kecil  masyarakat  dengan  kedudukan 
ekonomi  yang  sangat  kuat  dan  menguasai 
sebagian  terbesar  kehidupan  ekonomi 
nasional,  sedangkan  di  Iain  pihak  bagian 
terbesar  dari  masyarakat  berada  dalam 
keadaan  ekonomi  yang  lemah  dan  belum 
pernah  dapat  menjalankan  peranannya 
yang  besar  dalam  kegiatan  perekonomian 
nasional,""  yang  menurut  pengakuan  Pe- 
merintah  sendiri  jumlahnya  masih  cukup 
besar,  yaitu  sekitar  30  juta  jiwa.  Belum 
lagi  apabila  kita  menengok  kenyataan 
hidup  sehari-hari  ke  seluruh  wilayah  Nu- 
santara  kita.  Di  banyak  bidang  kehidupan 
masih  dapat  dijumpai  terjadinya  kcsen- 
jangan  dalam  kehidupan  masyarakat,  bang- 
sa dan   negara,  misalnya  hasil  pcmba- 


•»Lihat  Tap  MPR  No.  II/MPR-RI/1988  tcntang 
GBHN.  Bab  III.  B.  ARAII  PEMBANGUNAN  JANG- 
KA  PANJANG.  butir  6. 
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ngunan  prasarana  dan  sarana  hidup,  ke- 
senjangan  dalam  memperoleh  pendidikan, 
kesempatan  benisaha,  kesempatan  mem- 
peroleh lapangan  kerja  yang  layak  bagi 
kemanusiaan,  mendapatkan  perlindungan 
dan  keadilan  hukum,  dalam  melaksanakan 
hak-hak  politik  dan  lain  sebagainya. 

Kekurangan-kekurangan  tersebut  secara 
umum  dapat  dikonstatasikan  dengan  ru- 
musan-rumusan  problematik  yang  pantas 
kita  prihatinkan  dengan  menggunakan 
tolok  ukur  nilai-nilai  Pancasila  seperti 
berikut  ini: 

1.  Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  pe- 
juang  (fighting  nation)  yang  digerakkan 
oleh  nilai-nilai  dan  semangat  perju- 
angan,  pengabdian  dan  pengorbanan. 
Sehingga  sikap  dan  gaya  hidupnya, 
haruslah  selalu  selaras  dengan  nilai- 
nilai  tersebut.  Namun  sekarang  ini  pen- 
dapat  umum  telah  menyimpulkan  bah- 
wa  sifat  dan  gaya  hidup  materialistis, 
individualistis  dan  konsumeristis  lebih 
dominan  dan  telah  menggeser  sifat 
sederhana  dan  gotong-royong,  kebersa- 
maan  dan  solidaritas  dan  Iain-lain  yang 
justru  menjadi  basis  kekuatan  perjuang- 
an  bangsa; 

2.  Pancasila  yang  mengajarkan  nilai-nilai 
"keadilan  sosial  bagi  segenap  bangsa 
Indonesia"  dihadapkan  pada  kenyataan 
makin  melebamya  kesenjangan  yang 
bersifat  struktural  dalam  pembagian  ke- 
sempatan dan  kenikmatan.  Kesenjangan 
antara  Indonesia  bagian  Barat  dan 
Indonesia  bagian  Timur,  antara  kota 
dan  desa,  antara  sektor  modem  dan 
sektor  tradisional.  Belum  lagi  antara 
konglomerat  yang  siap  beradu  di  arena 
intemasional  berhadapan  dengan  30  juta 
rakvat  yang  hidupnya  masih  berada  di 
bawah  garis  kemiskinan; 

3.  Pancasila  mengajarkan  bahwa  Negara 
Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah 


negara  hukum*  (supremasi  hukum),  na- 
mun dalam  kenyataannya  hukum  yang 
hams  kita  tegakkan  itu  masih  banyak 
yang  mempakan  warisan  kekuasaan 
kolonial  yang  tujuannya  dulu  untuk 
membela  dan  melestarikan  kekuasaan 
kolonial.  Hal  ini  masih  ditambah  lagi 
dengan  kenyataan  bahwa  asas  suprema- 
si hukum  masih  lemah  di  mana  ke- 
adilan sering  diperjualbelikan  dan  jika 
terjadi  sengketa  hukum  antara  rakyat 
kecil  dengan  pemilik  modal,  maka  pe- 
merintah  cenderung  membela  pemilik 
modal; 

4.  Pancasila  mengajarkan  bahwa  setiap 
warga  negara  mempunyai  hak  untuk 
mendapatkan  penghidupan  yang  layak 
bagi  kemanusiaan,  namim  kenyataan 
menunjukkan  bahwa  makin  tahun  ma- 
kin meningkat  jumlah  pengangguran. 
Hal  ini  bersumber  dari  kelemahan  pro- 
gram penciptaan  lapangan  kerja  dan 
muatan  sistem  pendidikan  nasional 
yang  tidak  dikaitkan  dengan  kebutuhan 
tenaga  kerja; 

5.  Sistem  politik  Indonesia  yang  didasar- 
kan  pada  Demokrasi  Pancasila  mene- 
gaskan  bahwa  kedaulatan  berada  di 
tangan  rakyat.   Namun  kenyataannya 
Lembaga-lembaga  Demokrasi  itu  masih 
tetap  dalam  posisi  yang  lemah  dalam 
melaksanakan  fungsinya.  Fungsi  kontrol 
dan  hak  budget  lembaga  perwakilan 
rakyat  misalnya,  masih  lemah  karena 
sarana  dan  prasarananya  kurang  mema- 
dai  atau  karena  dikhawatirkan  dapat 
mengganggu  stabilitas  politik  nasional. 
Infrastruktur  politik  seperti  Partai  Poli- 
tik,   Ormas    dan   Pers    belum  dapat 
memainkan    peranannya  sebagaimana 
yang  diharapkan  karena  dalil-dalil  demi 
stabilitas  politik  dan  demi  pertumbuhan 
ekonomi  ataupun  karena  pembatasan 
lain  dalam  berbagai  bentuk  dan  mani- 
festasinya. 
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Kesadaran  politik  rakyat  seringkali  dima- 
nipulasi  demi  kepentingan  situasioiial 
dan  insidentai;  dan  bahkan  tidak  Jarang 
orang/pejabat/golongan  yang  bertang- 
gung  jawab  dalam  pembangunan  bidang 
politik  sering  melakukan  langkah/kebi- 
jaksanaan  yang  justru  merusak  kesadar- 
an politik  rakyat.  Birokrasi  yang  selia- 
rusnya  menjadi  aparat  pelayanan  umum 
serta  bertindak  jujur  dan  adil,  secara 
struktural  telah  memihak  kepada  salah 
satu  Organisasi  Sosial  Politik  (OKSP); 

6.  Demokrasi  Pancasila  menganut  asas 
kekeluargaan,  kebersamaan  dan  kego- 
tongroyongan;  tetapi  sering  terjadi  par- 
tai-partai  politik  tidak  diikutsertakan 
dalam  pelaksanaan  GBHN  secara  nyata, 
misalnya  dalam  Kabinet  dan  lembaga- 
lembaga/forum  yang  seharusnya  men- 
cerminkan  asas-asas  tersebut; 

7.  Peraturan  perundangan  yang  berlaku 
menetapkan  bahwa  semua  OKSP  memi- 
liki  kedudukan,  fungsi,  hak  dan  ke- 
wajiban  yang  sama  dan  sederajat. 
Namim  dalam  kenyataannya  sering  di- 
jumpai  adanya  perlakuan  yang  tidak 
adil  terhadap  OKSP  dalam  kehidupan 
masyarakat  dan  negara,  misalnya  dalam 
merekrut  kader,  pelayanan  oleh  aparat 
birokrasi,  dalam  memperoleh  dana  dari 
masyarakat  dan  negara,  memanfaatkan 
sarana  dan  prasarana  umum,  mcnjalin 
hubungan  ormas-ormas  dan  Iain  seba- 
gainya. 

Program  Perjuangan  PDI  Mengha- 
dapi  Pemilu  1992 

Penyusunan  program  dan  agenda  nasio- 
nal  dalam  pembangunan  bangsa  dan  negara 
Indonesia  untuk  masa  mendatang  pada 
dasamya  tidak  berangkat  dari  titik  nol, 
melainkan  dari  hasil-hasil  pembangunan 


yang  telah  kita  laksanakan  scbelumnya. 
Untuk  menilai  pembangunan  nasional  itu 
dipcrlukan  adanya  konsensus  dan  kriteria 
bahwa  pembangunan  nasional  di  segala 
bidang  harus  merupakan  pengamalan  Pan- 
casila; sebab,  hakikat  pembangunan  nasio- 
nal adalah  pembangunan  manusia  Indo- 
nesia secara  menyeluruh  dengan  lujuan 
mewujudkan  masyarakat  adil,  makmur  dan 
merata  secara  materiil  dan  spirituil  ber- 
dasarkan  Pancasila  dalam  wadah  Negara 
Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  mer- 
deka,  bersatu  dan  berkedaulatan  rakyat, 
keberhasilan  pembangunan  nasional  juga 
harus  mencerminkan  suasana  perikehidup- 
an  bangsa  yang  aman,  tenteram,  tertib,  dan 
dinamis  dalam  lingkungan  pergaulan  dunia 
yang  merdeka,  bersahabat,  tertib  dan 
damai. 

Untuk  itu  sasaran  utama  pembangunan 
nasional  jangka  25  lahun  diletakkan  pada 
terciptanya  kualitas  manusia  dan  masya- 
rakat Indonesia  yang  maju,  cerdas  dan 
sejahtera  lahir  maupun  batin  dalam  wadah 
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang 
tetap  merdeka,  bersatu  dan  berdaulat.  Se- 
lain  itu,  telah  menjadi  konsensus  bersama 
bahwa  selama  kurun  waktu  pelaksanaan 
pembangunan  jangka  panjang  25  tahun 
kedua  yang  akan  dimulai  pada  tanggal  1 
April  1994,  bangsa  Indonesia  harus  dapat 
memulai  proses  tinggal  landas  dengan 
kekuatan  sendiri. 

Dengan  problematik  dasar  sebagaimana 
tergambar  di  alas,  maka  antisipasi  pe- 
nyusunan program  perjuangan  PDI  mcng- 
hadapi  Pemilu  1992  dan  menyongsong 
masa  depan  bangsa  mcmasuki  abad  ke- 
XXI  pada  dasamya  akan  difokuskan  pada 
upaya-upaya  penyelesaian  niasalah-masa- 
lah  tersebut  di  alas.  Mcdan  juangnya  mc- 
liputi  bidang  idcologi,  politik,  ckonomi, 
sosial-budaya  dan  pcrtahanan  kcamanan 
untuk  kepentingan  segenap  bangsa  Indo- 
nesia   mclalui    pelaksanaan    fungsi  dan 
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mekanisme  demokrasi  Pancasila  yang  de- 
mokratis  tidak  hanya  di  bidang  politik, 
tetapi  juga  di  bidang  ekonomi  dan  sosial- 
budaya  serta  kemasyarakatan. 

Untuk  mencapai  tujuan  itu,  PDI  akan 
berjuang  agar  lembaga-lembaga  politik  da- 
lam  sistem  demokrasi  Pancasila  dapat 
berfungsi  dengan  sebaik-baiknya.  Hubung- 
an  tata  kerja  antar  lembaga-lembaga  politik 
kenegaraan  (supra  stniktur  politik)  diusa- 
hakan  agar  dapat  terlaksana  secara  fung- 
sional  dan  efektif  tanpa  ada  sikap  keri- 
kuhan-kerikuhan  tertentu. 

Lembaga-lembaga  politik  kemasyara- 
katan (infra  struktur  politik)  seperti  OKSP, 
Ormas  dan  Pers  dapat  menjalankan 
fungsinya  secara  optimal  sebagai  sarana 
penampung  dan  penyalur  aspirasi  Rakyat 
serta  sebagai  sarana  pendidikan  politik 
Rakyat.  Karena  itu  tidak  selayaknya  di 
masa  mendatang  pelaksanaan  fungsi-fungsi 
tersebut  dihambat  dengan  cara  apa  pun  dan 
oleh  siapa  pun. 

Rakyat  adalah  pemilik  kedaulatan.  Ka- 
rena itu  hendaknya  benar-benar  diperlukan 
sebagai-subyek  pembangunan  bukan  seba- 
gai obyek  pembangunan.  Kesejahteraan,  ke- 
cerdasan  dan  kemajuannya  hams  selalu  di- 
tingkatkan  dari  waktu  ke  waktu.  Sebagai 
pemilik  kedaulatan,  Rakyat  Indonesia,  baik 
itu  orang  tua,  pemuda,  pelajar,  mahasiswa, 
laki-laki  ataupun  perempuan  tidak  diham- 
bat untuk  mengekspresikan  hak-hak  poli- 
tiknya,  keinginan,  harapan  maupun  tuntut- 
annya  bagi  perbaikan  nasib,  derajat,  harkat 
dan  martabatnya. 

Pemilu  sebagai  sarana  pelaksanaan  asas 
kedaulatan  rakyat  dan  lahap  awal  dari 
suatu  proses  dan  mekanisme  demokrasi 
politik,  hendaknya  dapat  benar-benar  di- 
laksanakan  secara  jujur  dan  adil.  Dalam 
pada  itu,.  kedudukan,  fungsi,  hak  dan 
kewajiban  sctiap  QPP  yang  sama  dan  scde- 


rajat,  hendaknya  terejawantahkan  dalam 
memperoleh  kesempatan,  dana,  prasarana 
dan  peserta  kampanye. 

Sistem  dan  mekanisme  pemerintahan, 
hendaknya  juga  disusun  berdasarkan  demo- 
krasi Pancasila  yang  asasnya  adalah  mu- 
syawarah  untuk  mufakat,  kegotongro- 
yongan,  kekeluargaan  serta  kebersamaan. 
Selain  itu,  aparatur  pemerintah  hendaknya 
selalu  berpihak  kepada  rakyat  kecil  dan 
dapat  benar-benar  menjalankan  fungsinya 
sebagai  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat 
yang  bersih,  jujur,  berdisiplin  dan  ber- 
wibawa.  Akhimya,  asas  negara  Indonesia 
sebagai  negara  hukum  pun  seharusnyalah 
dapat  ditegakkan  tanpa  pandang  bulu. 

Target  Group  PDI 

Seperti  telah  diuraikan  sebelumnya, 
PDI  adalah  Partai  yang  terbuka  dan  akan 
selalu  berjuang  demi  Negara  Kesatuan 
Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila 
dan  UUD  1945,  yang  harus  dilaksanakan 
secara  murni  dan  konsekuen  di  segala 
bidang  kehidupan  segenap  bangsa  Indo- 
nesia. Karena  sudah  sewajamya  apabila 
PDI  dapat  diterima,  didukung  dan  dipilih 
oleh  segenap  lapisan  masyarakat  sebagai 
sarana  perjuangan  untuk  memperbaiki 
nasibnya. 

Meskipun  kampanye  merupakan  sarana 
bagi  setiap  OPP  untuk  mendapatkan  du- 
kungan  pemilih  yang  sebanyak-banyaknya 
dalam  pemilu,  PDI  tetap  perlu  menentukan 
target  group  yang  ingin  dicapai  oleh 
karena  sifamya  yang  masih  terlalu  umum. 
Berbeda  dengan  pemilu-pemilu  sebelum- 
nya, target  group  yang  ingin  dicapai  oleh 
PDI  dalam  menghadapi  kampanye  dan 
Pemilu  1992  antara  lain  (1)  lapisan  ma- 
syarakat miskin  dan  papa  bukan  hanya 
dalam  artian  kemiskinan  dan  kepapaan 
ekonomis,  melainkan  juga  yang  noneko- 
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nomis;  (2)  kaum  wanita;  (3)  generasi 
muda,  baik  pemuda,  pelajar  maupun  maha- 
siswa;  (4)  kelompok  intelekiual;  dan  (5) 
kelompok  masyarakat  usia  lanjut  (manula). 
Adapun  dasar  pemikirannya  adalah  seperti 
berikut. 

Lapisan  masyarakat  miskin  dan  papa, 
terutama  mereka  yang  hidupnya  berada  di 
bawah  garis  kemiskinan,  dijadikan  target 
group  PDI  oleh  karena  sasaran  pemba- 
ngunan  nasional  adalah  untuk  seluruh 
masyarakat  Indonesia.  Dalam  hal  ini  ke- 
nyataan  menunjukkan  bahwa  jumlah  ke- 
lompok masyarakat  yang  miskin  dan  papa 
itu  masih  cukup  besar,  yaitu  sekitar  30  juta 
jiwa.  Sesuai  dengan  keadaannya,  mereka 
itu  umumnya  tidak  memiliki  kekuatan, 
keahlian,  kemampuan  serta  keberanian 
untuk  memperjuangkan  kepentingannya 
sendiri.  Karena  itu,  mereka  memerlukan 
corong  yang  dapat  memperjuangkan  ke- 
pentingannya. Meskipun  demikian,  PDI 
tidak  bermaksud  menyantuni  mereka  se- 
perti layaknya  panti  asuhan;  sebaliknya 
PDI  akan  tetap  memperhatikan  harkat  dan 
martabatnya  sebagai  manusia  dan  sebagai 
subyck  pembangunan  yang  mempunyai 
harga  diri,  hak  hidup  secara  pribadi  mau- 
pun dalam  hubungannya  dengan  manusia 
yang  lain  dalam  dimensi  kesosialannya. 
Untuk  itu  upaya-upaya  perbaikan  nasib 
mereka  itu  perlu  diatur  dalam  tata  aturan 
perundangan,  agar  segcnap  pihak  melaksa- 
nakannya  dengan  penuh  tanggung  jawab 
dan  terhadap  pihak-pihak  yang  mclanggar 
dapat  dikenai  sanksi  hukum  yang  sctim- 
pal. 

Scmcntara  ilu,  kaum  waniia  juga  di- 
jadikan target  group  PDI  oleh  karena 
pcntingnya  pcranan  mereka  dalam  mcn- 
didik  generasi  bangsa  Indonesia  agar 
menjadi  generasi  yang  bcrbudi  luhur  dan 
halus.  Kcnyataan  sclama  ini  menunjukkan 
bahwa  peran  wanita  dalam  kchidupan  poli- 
tik  bangsa  pada  umumnya  bclum  mcmpcr- 


oleh  perhatian  dan  tempat  yang  sewa- 
jarnya.  Dalam  hal  ini,  PDI  mcrasa  bangga 
oleh  karena  kaum  wanita  telah  dibcri 
tempat  dan  posisi  yang  cukup  terhormat 
dalam  personalia  kepengurusannya.  Bahkan 
PDI  mcrupakan  satu-satunya  OKSP  yang 
menempatkan  wanita  sebagai  Ketua  Fraksi 
di  DPR.  Hal  ini  kiranya  sekaligus  menjadi 
bukli  mengenai  besarnya  perhatian  PDI 
terhadap  peranserta  kaum  wanita  dalam 
kehidupan  politik  nasional  yang  akan  tetap 
dipegang  teguh  di  masa  mendatang.  De- 
ngan member ikan  tempat  yang  terhormat 
kepada  kaum  wanita,  PDI  bercita-cita  men- 
jadi Partai  Politik  yang  berbudi  halus  dan 
luhur. 

Generasi  muda  juga  dijadikan  target 
group  oleh  PDI  karena  semangat  dan 
dinamika  mereka  dianggap  sangal  pcnting 
bagi  gerak  dan  langkah  perjuangan  PDI  di 
masa  mendatang.  Sejarah  telah  membuk- 
tikan  pentingnya  peran  generasi  muda, 
sebagaimana  tercermin  pada  munculnya 
Angkatan  08,  Angkatan  28,  Angkatan  45 
dan  Angkatan  66.  Karena  PDI  telah  berani 
menyatakan  diri  sebagai  Partai  masa  de- 
ngan —  sedangkan  masa  dcpan  bangsa  dan 
negara  ini  terletak  di  tangan  generasi  muda 
—  maka  PDI  menaruh  perhatian,  harapan 
dan  kepcrcayaan  yang  besar  pada  generasi 
muda.  Untuk  itu  PDI  merekrut  generasi 
muda  dalam  jumlah  yang  cukup  besar 
.sebagai  calon-calon  anggota  legislatif. 

Kaum  cendckiawan  juga  dijadikan  tar- 
get group  PDI  oleh  karena  pcrjalanan 
kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara 
di  era  tinggal  landas  yang  bcrsamaan  de- 
ngan tcrjadinya  era  globalisasi  scria  era 
abad  iplck  ini  sangat  mcmbutuhkan  ke- 
kuatan intclektual  dan  pcnalaran.  Dalam 
kcrangka  pikir  dan  .scmangal  tcrscbut, 
maka  PDI  juga  merekrut  para  sarjana  un- 
tuk mcmpcrkual  Badan  Pcnclilian  dan 
Pcngembangan  scrta  menominasikan  ba- 
nyak  ilmuwan  menjadi  calon-calon  anggota 
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legislatif  dalam  Pemilu  1992  mendatang. 

Akhirnya,  kaum  manula  juga  dijadikan 
target  group  PDI  oleh  karena  PDI  ingin 
menjadi  Partai  Polilik  yang  bijak  bestari 
dalam  ikut  serta  mengelola  dan  mengem- 
bangkan  kehidupan  bangsa  dan  negara  ini 
di  masa  mendatang.  Karena  itu  PDI  juga 
merekrut  para  purna  kerja  menjadi  calon- 
calon  anggota  legislatif  dalam  Pemilu 
1992. 

Melalui  integrasi  dan  peleburan  sifat- 
sifat  menonjol  dari  masing-masing  kelom- 
pok  target  group  seperti  lersebut  di  atas, 
PDI  ingin  menjadi  penampung  dan  saluran 
aspirasi  segenap  aset  nasional.  Karena  itu 
PDI  berkeyakinan  dapat  selalu  tanggap  dan 
dinamis    dalam    memperjuangkan  nasib 
rakyat  kecil.  Di  samping  itu,  juga  dapat 
bertindak  secara  intelektual  dan  bijaksana 
dalam  melaksanakan  peransertanya  dalam 
mengelola  perjalanan  kehidupan  masyara- 
kat,  bangsa  dan  negara  Indonesia  di  era 
yang  akan  penuh  dengan  tantangan  dan 
perubahan,  baik  dalam  lingkup  nasional 
karena  pengaruh  perkembangan  internal 
maupun  karena  pengaruh  perkembangan 
global. 


Penutup 

Melalui  pengungkapan  pola  pikir  dan 
pendekatan  serta  program-program  perju- 
angan  seperti  tersebut  di  atas,  PDI  ber- 
harap  bahwa  Rakyat  akan  tergerak  hatinya 
dan  tergugah  pikirannya  mengenai  hak  dan 
kcwajibannya  dalam  kehidupan  bermasya- 
rakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Kccuali  itu 
PDI  berharap  bahwa  bagi  mcreka  yang 
selama  ini  telah  mendukung  PDI  akan 
makin  mantap  keyakinannya  uniuk  tctap 
berada  di  barisan  PDI;  scdangkan  bagi 
mereka  yang  belum  atau  bukan  Anggota 
PDI  diharapkan  dapat  mcmahami  posisi. 


jati  diri,  hakikat,  tujuan  dan  program 
perjuangan  PDI  demi  kepentingan  segenap 
bangsa  dan  negara  Indonesia,  schingga 
akhirnya  bersimpati  dan  bersedia  mendu- 
kung program-program  PDI. 

Berbeda  dengan  ketika  akan  memasuki 
Pemilu  1987,  kali  ini  PDI  memiliki  waktu 
yang  relatif  cukup  memadai  untuk  mela- 
kukan  persiapan-persiapan  guna  mensuk- 
seskan  program  perjuangan  tersebut.  Ka- 
rena itu  PDI  berkeyakinan  bahwa  dalam 
menghadapi    Pemilu    1992    yang  akan 
datang,  PDI  relatif  lebih  baik  dan  lebih 
siap  sehingga  akan  memperoleh  hasil  yang 
lebih   baik.   Dengan   terjadinya  pcrkem- 
bangan-perkembangan  eksternal   (di  luar 
partai)  yang  positif  prospek  Pemilu  1992 
diharapkan  akan  menjadi  lebih  baik  lagi. 
Perkembangan  positif  itu  dapat  dilihat, 
antara  lain  dengan  adanya  jaminan  bahwa 
segenap  aparat  penyelenggara  Pemilu  akan 
bertindak    lebih    jujur    dan    lebih  adil 
sebagaimana  berulangkali  ditekankan  oleh 
Kepala  Negara  maupun  Menteri  Dalam 
Negeri  pada  berbagai   kcsempatan  yang 
diharapkan    akan    bcnar-bcnar  bcrwujud 
dalam  prakteknya  di  lapangan  sampai  ke 
pelosok-pclosok  desa. 

Sementara  itu,  ABRl  pun  telah  meng- 
ambil  kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang 
sangat  kondusif  bagi  pertumbuhan  dan 
perkembangan  demokrasi  di  Indonesia 
pada  umumnya  dan  gerak  langkah  serta 
partisipasi  PDI  dalam  kehidupan  polilik 
nasional  khususnya.  ABRI  iclah  memain- 
kan  perannya  sebagai  dinamisator  dan 
modcrnisalor  kehidupan  bangsa  dan  negara 
secara  baik  lanpa  mcninggalkan  fungsinya 
sebagai  inti  kckualan  periahanan  kcamanan 
negara.  Lebih  dari  itu,  sepcrii  icrlihal  dari 
pernyalaan  para  pimpinan  ABRl  scndiri, 
ABRI  akan  lebih  mcningkaikan  peranan- 
nya  dalam  mcndinaniiskan  kehidupan 
demokrasi  bangsa  dan  negara  kita  di  segala 
bidang. 
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Akhimya,  sikap  traumatis  masyarakat 
terhadap  kehadiran  partai  politik  di  Indo- 
nesia yang  di  masa  lalu  sengaja  diciptakan 
untuk  kepentingan  poMk  tertentu,  kini 
makin  lama  telah  makin  mengurang.  Yang 
terjadi  sekarang  justru  sebaliknya,  masya- 
rakat merasa  dan  mendambakan  partai 
politik  sebagai  penampung  dan  penyalur 
serta  pejuang  aspirasi,  harapan  dan  ke- 
inginan  masyarakat  akan  kehidupan  yang 
lebih  baik.  Masyarakat  umumnya,  bukan 
hanya  kalangan  yang  rentan,  melainkan 
juga  kalangan  intelektual  telah  menunjuk- 
kan  antusiasme  yang  besar  untuk  dapat 
berdialog  dengan  Partai  Politik.  Berbeda 
dengan  masa  lalu,  sekarang  ini  dan  di 
masa  mendatang  masyarakat  makin  men- 


dambakan kehidupan  demokrasi  dan  ke- 
hidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan 
bemegara  yang  lebih  kualitatif  sifatnya, 
dalam  arti  menuntut  pelaksanaan  yang 
sesuai  dengan  kerangka  umum  sebagai- 
mana  dicita-citakan  oleh  sistem  nasional 
kita.  Sekarang  ini  masyarakat  tidak  lagi 
puas  dengan  pelaksanaan  demokrasi  yang 
sifatnya  legal  formal  saja,  sebaliknya  me- 
nuntut bukti  dan  implementasinya  dalam 
kehidupan  nyata  sehari-hari.  Semua  ini 
merupakan  tantangan  sekaligus  lahan  dan 
modal  yang  sangat  berharga  bagi  PDI 
untuk  dapat  melaksanakan  fungsinya  seba- 
gai partai  politik  dalam  arti  yang  sesung- 
guhnya. 


Pemilu  1992 
Serta  Implikasinya  Terhadap  OPP 


Soemitro 


Barangkali  semua  pihak  setuju  bah- 
wa  tahun  1993  sebagai  tahun  yang 
menentukan  bagi  perjalanan  bangsa 
Indonesia  selanjutnya.  Dilihat  dari  segi 
proses,  fungsi  tahun  1993  erat  hubungan- 
nya  dengan  pelaksanaan  Pemilu  1992. 
Demikian  pula  dilihat  dari  segi  pelaksana- 
an tugas  pokok  Parpol  dan  GOLKAR, 
selaku  organisasi  peserta  Pemilu  yang  akan 
datang. 

Tanpa  disadari  kehidupan  berbangsa, 
bermasyarakat  dan  bemegara  bangsa  In- 
donesia terus  maju  dengan  mantap.  Di- 
awali  dengan  masa  revolusi  fisik,  era 
pembangiman  politik  dengan  corak  me- 
nonjol  "nation  and  character  building",  dan 
era  Orde  Bam  yang  bercorak  awal  pem- 
bangunan  ekonomi. 

Walaupun  corak  tiap-tiap  era  itu  ber- 
beda,  tetapi  ada  kesamaan  ciri  yang  domi- 
nan  yaitu:  ketiga-tiganya  merupakan  masa 
perintisan  yang  didasarkan  pada  metoda 
"trial  and  error".  Hal  tersebut  terjadi  kare- 
na  banyak  faktor;  yang  paling  dominan 
adalah  tidak  tersedianya  kemampuan  dan 
kesempatan  imtuk  melaksanakan  perenca- 
naan  yang  baik,  akibat  mendesaknya  tan- 


tangan  yang  menghendaki  jawaban  efektif. 
Terutama  pada  periode  puma  kegagalan 
kudeta  PKI  1965  di  mana  masalah  security 
dan  politik  menjadi  kendala  utama. 

Sejak  masa  revolusi  fisik,  era  pemba- 
ngunan  politik,  dan  era  awal  pembangunan 
ekonomi,  bangsa  Indonesia  dapat  dikatakan 
telah  berjuang  tanpa  pengalaman  yang  me- 
madai  dalam  membina  kehidupan  ber- 
bangsa, bermasyarakat  dan  bemegara.  Iba- 
rat  makhluk  yang  bam  dilahirkan  dan 
tumbuh  berdasarkan  naluri  semata,  maka 
waktu  itu  bangsa  Indonesia  memang  tum- 
buh sebatas  "naluri"  yang  haus  akan 
kemerdekaan,  keadilan  dan  kesejahteraan. 
Secara  filosofis  naluri  itu  tercakup  dalam 
kelima  sila  Pancasila  dengan  kerangka 
pelaksanaan  UUD  '45  dan  digerakkan  oleh 
semangat  perjuangan  yang  berkobar. 

Dalam  mencari  sistem  yang  sesuai  untuk 
mengimplementasikan  naluri  perjuangan- 
nya,  bangsa  Indonesia  hams  melalui  revo- 
lusi fisik,  pergulatan  dengan  berbagai  ideo- 
logi,  paham  demokrasi  dan  sistem  peme- 
rintahan,  guna  menemukan  apa  yang  di- 
sebut  sistem  nilai  yang  berdasarkan 
kepribadian  sendiri.  Proses  itu  telah  mem- 
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bawa  bangsa  Indonesia  secara  fisik  com- 
pang-camping  meninggalkan  kemelut 
kegagalan  kudeta  PKI  yang  menjadi  kul- 
minasinya;  letapi,  di  pihak  lain  proses  itu 
juga  membawa  bangsa  Indonesia  ke  pun- 
cak  keberhasilan  mental  spiritual  dan  ke- 
hidupan  ideologik:  sadar  dan  yakin  bahwa 
Pancasila  dan  UUD  '45-lah  merupakan 
jalan  lurus  untuk  meraih  cita-cita  perju- 
angan  seluruh  bangsa  Indonesia.  Keyakin- 
an  ini  adalah  kristalisasi  dari  pelajaran 
sejarah. 

Dilihat  dari  perjalanan  kehidupan  bang- 
sa sejak  proklamasi  1945,  maka  jelas  pada 
masa  revolusi  fisik  kekuatan  fisik  dan  ke- 
mampuan  mengerahkan  militansi  massa 
menentukan  segala-galanya.  Tetapi  dalam 
era  pembangunan  politik,  bukan  lagi  ke- 
kuatan fifeik  semata-mata  yang  menentukan 
keunggulan.  Unsur  hasil  pemikiran  atau 
konsep  dan  kemampuan  "liienjualnya"  ke- 
pada  masyarakat  serta  kemampuan  meng- 
organisasikan  upaya  lebih  dibutuhkan  dari- 
pada  penggunaan  kekuatan.  Dengan  jujur 
hams  diakui,  bahwa  PKI-lah  yang  paling 
siap  dengan  konsep  di  berbagai  bidang  dan 
mampu  menjualnya  kepada  semua  aliran 
yang  hidup  di  Indonesia  pada  waktu  itu. 
Inilah  salah  satu  faktor  yang  membawa 
kejayaan  PKI  di  masa  era  pembangiman 
politik. 

Dalam  era  Orde  Baru  mulai  terasa 
adanya  desakan  untuk  menaia  kehidupan 
bangsa  Indonesia  menurut  jalur  kemumian 
Pancasila  dan  UUD  '45.  Oleh  karena  itu 
sangat  dibutuhkan  adanya  konsep,  sistem 
dan  tatacara  untuk  menjabarkan  dan  meng- 
implementasikan  apa  yang  sebelumnya  ter- 
kandung  dalam  naluri  perjuangan.  Faktor 
waktu  dan  kendala  security  atau  politik 
telah  mengharuskan  perlunya  digunakan 
kekuasaan  untuk  merekayasa  keadaan  demi 
mensukseskan  proses  konsolidasi  dan  reha- 
bilitasi  menuju  ke  pemantapan  stabilitas 
nasional. 


Apa  yang  berhasil  dicapai  selama  era 
awal  pembangunan  ekonomi  cukup  men- 
dasar.  Selain  pertumbuhan  ekonomi  dapat 
dipacu  dan  kebutuhan  pokok  rakyat  sudah 
tercukupi,  semua  lembaga  pemerintahan 
dan  kenegaraan  berhasil  dibentuk  sesuai 
dengan  amanat  UUD  '45,  antara  lain  pe- 
merintahan kabinet  presidensial,  DPR, 
MPR,  DPA,  BPK,  MA  dan  sebagainya. 
Demikian  pula,  aturan  permainan  dasar  ber- 
hasil diletakkan  untuk  menata  implementasi 
kehidupan  demokrasi  Pancasila,  seperti 
Pemilu  Uma  tahun  sekali,  pembentukan 
MPR  dan  DPR  serta  DPRD  sesuai  hasil 
Pemilu,  pemilihan  Presiden/Mandataris 
MPR  dan  Wakil  Presiden  oleh  MPR  setelah 
disusun  GBHN,  dan  sebagainya. 

Diber'akukannya  keterbukaan  dan  kebe- 
basan  yang  agak  longgar  akhir-akhir  ini 
merupakan  bukti  bahwa  jalan  kehidupan 
bangsa  Indonesia  mulai  bergerak  mening- 
galkan kekuatan  fisik,  dan  berangsur- 
angsiu-  menuju  ke  arah  yang  dicita-citakan, 
di  mana  kekuatan  fisik  tidak  lagi  menjadi 
penentu  keberhasilan.  Semakin  jauh  kita 
bergerak  meninggalkan  kekuatan  fisik  se- 
bagai  faktor  penentu,  semakin  menonjol 
pula  tuntutan  akan  mutu  kekuatan  yang 
berinteraksi  dalam  kehidupan  berbangsa, 
bermasyarakat  dan  beraegara, 

Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan 
bahwa  agar  mekanisme  kehidupan  demo- 
krasi politik  dan  ekonomi  dalam  masya- 
rakat sesuai  dengan  sistem  nilai  kehidupan 
bangsa  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 
'45,  maka  diperlukan  lingginya  mutu  pe- 
laku,  unsur,  sistem,  tatacara  dan  budaya 
serta  semua  faktor  yang  mcndukungnya. 
Selama  ini  sejarah  telah  menunjukkan  bah- 
wa tingkal  kesiapan  dari  unsur  pcndukung 
menentukan  tingkal  implementasi  cita-cita 
yang  ingin  dicapai.  Tanpa  penaiaan  yang 
demikian,  proses  pcncapaian  cita-cita  ter- 
scbut  akan  mengalami  gcjolak  yang  lebih 
bersifat  desirukiif  daripada  membuahkan 
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hasil  yang  diharapkan. 

Berdasarkan  pandangan  itu,  maka  dapat 
dikatakan  bahwa  situasi  tahim  1993  yang 
bergantung  dari  hasil  Pemilu  1992  akan 
ditentukan  oleh  mutu  yang  dicapai  OPP 
dalam  melaksanakan  Pemilu  dibanding 
dengan  Pemilu  sebelumnya.  Tolok  ukur 
keberhasilan  peningkatan  mutu  OPP  dalam 
Pemilu  1992  yang  akan  datang  ialah  tun- 
tasnya  konsolidasi  intern  parpol  dan  GOL- 
KAR. 

Keberhasilan  itu  ditandai  oleh  beberapa 
hal,  antara  lain  mantapnya  implementasi 
asas  tunggal  Pancasila  dalam  OPP.  Ini 
antara  lain  berarti  sudah  tidak  ada  lagi  visi 
yang  berkaitan  dengan  ideologi  primordial 
sebelumnya.  Selain  itu,  secara  organisa- 
tons  baik  Anggaran  Dasar  maupun  Ang- 
garan  Rumah  Tangga  setiap  OPP  harus 
sudah  disesuaikan  dengan  pencantuman 
Pancasila  sebagai  asas  OPP.  Kedua,  proses 
mtegrasi  OPP  sudah  tuntas  dengan  hilang- 
nya  masalah  unsur  sebagai  faktor  per- 
timbangan  dalam  OPP.  Misahiya  dalam 
PDI  tidak  ada  lagi  fraksi,  baik  riil  maupun 
aspu-atif,  yang  bersumber  dari  PNI,  Murba, 
Paftai  Katolik  dan  sebagainya.  Di  PPP 
tidak  tampak  lagi  pertimbangan  yang  ber- 
sumber dari  Perti,  Parmusi  dan  sebagainya 
Begitu  juga  di  GOLKAR  sudah  tidak  ada 
lagi  visi  MKGR,  Kosgoro  dan  sebagainya. 
Hal  mi  tercermin  dalam  pembauran  antara 
aspirasi,  visi  dan  tunggalnya  program  yang 
diperjuangkan.  Dengan  demikian,  muUak 
adanya  disiplin  semua  pemimpin  OPP 
untuk  mengabdikan  diri  kepada  program 
yang  telah  disusun. 

Logisnya,  hal  tersebut  bam  akan  dapat 
dicapai  bila  program  yang  diperjuangkan 
setiap  OPP  adalah  hasil  dapur  {think  tank) 
masmg-masmg  yang  merupakan  hasil  dis- 
kusi  terbuka.  Demikian  pula  dalam  kaitan- 
nya  dengan  program  yang  mereka  kampa- 
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nyekan,  setiap  OPP  hendaknya  sudah 
mampu  menawarkan  calon  Presiden/Man- 
dataris  yang  mereka  jagoi  untuk  diajukan 
dalam  SUMPR  yang  akan  datang.  Dengan 
demikian,  masyarakat  calon  pemilih  sudah 
tahu  apa  program  OPP  dan  siapa  yang 
akan  mereka  percayai  untuk  melaksana- 
kannya.  Ini  adalah  bagian  penting  dari 
pendidikan  politik  bagi  masyarakat  yang 
akan  menggunakan  hak  pilih  mereka. 

Tolok  ukur  ketiga  adalah  kemampuan 
OPP  untuk  menerapkan  prinsip  dan  prose- 
dur  praktek  demokrasi  dalam  menyusun 
pengurus  dan  mengelola  organisasi  ma- 
sing-masing.  Kesan  adanya  rekayasa  dari 
atas  dan  proses  "top  down"  dalam  peng- 
ambilan  keputusan  dan  penentuan  kebijak- 
sanaan  organisasi  hams  sudah  sima.  Se- 
bahknya  yang  harus  dibudayakan  dalam 
praktek  dan  dalam  membina  kader  pemim- 
pm  setiap  OPP  sekarang  ini  adalah  proses 
bottom  up". 

Setiap  OPP  juga  harus  sudah  dapat 
mengevaluasi  keberhasilan  dan  kegagalan 
dari  pelaksanaan  GBHN  selama  lima  tahun 
pemerintahan  yang  lampau.   Selain  itu, 
OPP  juga  harus  mengantisipasi  dan  menge- 
mukakan  persepsi  tehtang  perkembangan 
keadaan  menjelang  Abad  XXI.  Dengan 
demikian  setiap  OPP  akan  dapat  membe- 
rikan  gambaran  kepada  masyarakat  pemilih 
tentang  butir-butir  yang  akan  mereka  per- 
juangkan  untuk  mengisi  GBHN  bagi  ren- 
cana  pembangunan  jangka  panjang  25 
tahun  yang  akan  datang.  Selain  itu,  setiap 
OPP  harus  menginventarisasikan  permasa- 
lahan  yang  dihadapi  bangsa,  dan  daftar 
hasil  serta  kegagalan  pelaksanaan  GBHN 
selama  Uma  tahun  yang  sudah  berjalan 
diperlukan  untuk  dibekalkan  kepada  para 
anggota  MPR  bam.  guna  melakukan  pe- 
nilaian    terhadap    pertanggungan  jawab 
Mandataris  yang  akan  diberikan  dalam 
SUMPR. 

Di  alas  itu  semua  yang  terpenting  adalah 
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setiap  OPP  dapat  mendemonstrasikan  prak- 
tek  budaya  politik  yang  bermoral  tinggi 
berdasar  norma  dan  etika  yang  bersumber 
pada  Pancasila.  Praktek  ini  akan  menen- 
tukan  apakah  kampanye  dan  Pemilu  men- 
jadi  sarana  demokrasi  yang  dewasa  dan 
bermanfaat  bagi  kesinambungan  perjuang- 
an   bangsa   atau   menjadi   ajang  saling 
mendiskreditkan  dan  forum  agitasi  yang 
menjurus  pecahnya  persatuan  dan  meman- 
cing  anarki.  Rakyat  perlu  dididik  bahwa 
politik  bukan  lagi  ajang  imtuk  adu  ke- 
kuaian,  melainkan  forum  untuk  mening- 
katkan    kesadaran    politik    melalui  adu 
argumentasi.  Ini  akan  mendorong  minat 
rakyat  untuk  menilai  pemerintah  dan  biro- 
krasi  pemerintah  serta   lembaga  negara 
lairmya  dalam  mengelola  kepentingan  me- 
reka. 

Selain  itu,  yang  menjadi  tantangan  ter- 
berat  bagi  OPP  ialah  kemampuan  untuk 
dapat  mengungkapkan  kegagalan,  kekeliru- 
an,  kesalahan,  penyelewengan,  dan  keti- 
daksesuaian  pelaksanaan  GBHN  dalam 
periode  yang  lalu  tanpa  mengundang  emosi 
dan  antipati,  apalagi  frustrasi  dan  dendam. 
Mereka  dituntut  agar  mampu  menjelas- 
kannya  secara  obyektif  dan  lugas  demi 
menghindari  salah  tafsir;  mereka  juga 
harus  mampu  memberikan  altematif  jalan 
keluar  berbagai  faktor  penghambat.  Demi- 


kian  pula,  mereka  perlu  mengemukakan 
keberhasilan  tanpa  disertai  rasa  puas  diri 
dan  melecehkan  kekurangan  serta  kegagal- 
an. 

Setiap  kali  seseorang  berdiri  di  tengah 
massa  yang  mengelu-elukannya,  ia  mudah 
terperangkap  oleh  psikologi  massa  dan 
cenderung  untuk  beragitasi.  Padahal  untuk 
meningkatkan  mutu  substansial  kampanye 
dan  Pemilu  yang  akan  datang  bukannya 
agitasi  yang  diperlukan,  melainkan  ke- 
mampuan untuk  mendemonstrasikan  kepe- 
mimpinan  yang  bermutu  dan  keberanian 
untuk  mengungkapkan  dengan  gamblang 
masalah  yang  dihadapi  bangsa,  memberi- 
kan altematif  yang  masuk  akal  untuk 
memecahkiin  masalah  dan  menawarkan 
program  yang  realistik. 

Komposisi  calon-calon  anggota  DPR/ 
MPR  dari  semua  fraksi  yang  akan  datang 
semestinya  merupakan  perimbangan  antara 
politisi  dan  teknokrat,  agar  mereka  dapat 
dijadikan  "sparing  partner"  yang  langguh 
bagi  pemerintah. 

Perlu  diingat  bahwa  persatuan  dan  ke- 
satuan  bangsa  serta  hasil  perjuangan  yang 
telah  kita  capai  harus  tetap  dijaga  sebagai 
modal  dasar  untuk  melanjutkan  perjuangan 
nasional. 


Bung  Hatta  dan  Kedaulatan  Rakyat  : 

Sebuah  Pemikiran 

Slamet  Sutrisno 


Adalah  George  Bernard  Shaw  yang, 
di  tahun  1948,  di  musim  bunga, 
mengusulkan  diadakannya  perte- 
muan  yang  dihadiri  oleh  kaum  intelektual 
dan  ahli  pikir  sedunia  guna  berupaya 
menghilangkan  salah  paham  dan  kekacau- 
an  pengertian  tentang  demokrasi.^  Ini 
mencerminkan  tidak  adanya  kesepakatan 
dalam  mengartikan  konsep  demokrasi.  Ti- 
dak setiap  pemikir,  penguasa  dan  sistem 
pemerintahan  yang  demokratis  mempunyai, 
dan  mengacu  pada  pengertian  tunggal  me- 
ngenai  demokrasi.  Perbedaan  pengertian 
itu  dapat  disebabkan  oleh  penafsiran  varia- 
tif  atas  suatu  pokok  soal;  namun  bisa 
bersebab  lebih  mendasar  bahwa  secara 
konseptual  pokok  soal  itu~yakni,  demo- 
krasi ~  memang  mengandung  substansi 
yang  berbeda. 

Bagi  bangsa-bangsa  Barat,  demokrasi 
berimplikasi  masyarakat  bebas  sebagai 
konsekuensi  dari  paham  hidup  liberalistik 
dengan  sejarah  kebudayaan  yang  panjang. 
Produk  sejarah  atas  kebebasan  individual 


^William  Ebenstein,  Today's  Isms  (London:  Pren- 
tice-Hall International,  1965),  131. 


yang  menjadi  fundasi  demokrasi  ini  pada 
gilirannya  menimbulkan  reaksi.  Paham  re- 
aktif  ini  juga  bertujuan  memumikan  demo- 
krasi yang  "sungguh-sungguh  demokrasi" 
dalam  bandul  demokrasi  rakyat.  la  pun 
mendominasi  perikehidupan  banyak  warga 
dunia  melalui  jalur  kekangan  ideologis  ~ 
yang  temyata  gagal.  Bangsa-bangsa  Ero- 
pah  Timur  yang  diperintah  rezim  totaliter 
menyangka  dirinya  lebih  benar  dalam  ber- 
demokrasi,  tetapi  kini  justru  berubah  sikap. 

Polarisasi  konsep  demokrasi  dan  pene- 
rapannya  di  antara  kelompok  masyarakat 
bebas  dan  rezim  totaliter  itu  secara  klasik 
menunjukkan  arah-arah  variatif  dalam 
mengisi  demokrasi,  yang  notabene  berda- 
sar  atas  pemahaman  ideologis.  Bagi  ke- 
lompok yang  pertama,  demokrasi  adalah 
ideologi  itu  sendiri,  seperti  dalam  tradisi 
Amerika  yang  menempatkannya  bukan  ha- 
nya  dalam  dunia  politik  melainkan  menjadi 
pandangan  hidup.  Menurut  Michael  Novak 
sistem  demokrasi  Amerika  mempunyai  tiga 
dimensi:  politik,  ekonomi,  dan  kultural. 
Sistem  yang  dimiliki  Amerika  bukan  ber- 
sifat  kapitalis  semata-mata,  melainkan  juga 
bersifat  demokratis  dalam  kehidupan  poli- 
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tiknya  dan  liberal  dalam  kehidupan  kul- 
turalnya.* 

Sebaliknya  bagi  kelompok  masyarakat 
yang  kedua,  demokrasi  proletariat  yang 
pemah  dibanggakan  itu  justru  terjepit  di 
antara  ideologi  yang  kaku.  Dalam  praktek- 
nya  demokrasi  model  itu  tidak  menunjuk- 
kan  bukti  empiris  kecuali  matinya  demo- 
krasi itu  sendiri. 

Bangsa  kita  telah  menimba  pengalaman 
dalam  percobaan  yang  gagal,  baik  atas 
paham  demokrasi  Bar  at  Liberal  maupun 
demokrasi  yang  kemudian  totaliter,  yakni 
Demokrasi  Terpimpin.  Pengalaman  tahun 
1950- an  telah  menyebabkan  beban  yang 
melelahkan  karena  justru  mengundang  "pe- 
nyakit-penyakit  demokrasi"  yang  berke- 
panjangan  sehingga  sulit  mencapai  tujuan 
negara  melalui  pergulatan  politik  (yang 
demokratis).  Penerapan  demokrasi  liberal 
dalam  sistem  politik  waktu  itu  temyata 
justru  menimbulkan  berbagai  distorsi  se- 
hingga secara  disfungsional  menghambat 
tumbuhnya  stabilitas  pemerintahan. 

Selanjutnya,  teori  pendulum  mulai  ber- 
laku  tatkala  Presiden  Soekamo  memaksa- 
kan  Demokrasi  Terpimpin,  yang  pada  gi- 
liramiya  tidak  lagi  bersedia  mentolerir 
perbedaan  pendapat  sebagai  esensi  penting 
demokrasi.  Demokrasi  Terpimpin  telah  di- 
praktekkan  secara  bertentangan  dengan 
alur  konseptualnya  sendiri,  dan  peri  ke- 
lerpemimpinan  yang  seharusnya  diperan- 
kan  oleh  "hikmat  kebijaksanaan"  bergeser 
ke  arah  sentra  kuasa  pribadi. 

Usaha  untuk  menelusuri  pikiran  Bung 
Hatta  mengenai  demokrasi  menjadi  rele- 
van,  karena  dewasa  ini  bangsa  kita  meng- 


^Miriaxn  Budiardjo  (ed.).  Simposium  Kapitalisme, 
SosiaJisme,  Demokrasi  CJalcarta:  PT  GTafn«5dia,  1984), 
60. 


anut  paham  Demokrasi  Pancasila,  yang 
idiil  berdasarkan  Pancasila  dan  strukturil 
berdasar  atas  Undang-Undang  Dasar  1945. 
Pikiran  Bung  Hatta  kiranya  perlu  di- 
kaji  berkenaan  dengan  urusan  demokrasi 
bangsa  kita.  Pertama,  Demokrasi  Pancasila 
sendiri  mengandung  aspek  eksperimenta- 
si  -  -  bahkan  eksperimentasi  besar  -  -  yang 
melahirkan  variasi  dalam  membangun  pe- 
mahaman  baru  mengenai  demokrasi  di 
negeri  kita.  Kedua,  Bung  Hatta  merupakan 
salah  seorang  peletak  dasar  demokrasi 
dalam  konstitusi  1945,  yang  karenanya  se- 
cara konseptual  Demokrasi  Pancasila  me- 
ngandimg  pemikiran  Bung  Hatta.  Ketiga, 
ide  keterbukaan  yang  muncul  belakangan 
ini  menimtut  adanya  demokratisasi  sebagai 
dasar  pemikiran.  Aspek  terakhir  ini  ter- 
cermin  pada  pembentukan  Forum  Demo- 
kraasi  oleh  Abdurrachman  Wahid  dkk. 
Budaya  demokrasi  seperti  yang  dikehen- 
daki  oleh  Forum  Demokrasi  ini  sebenamya 
sudah  dicetuskan  oleh  Hatta  sejak  tahun 
1920-an. 

Hatta  mengatakan  bahwa  "Kemerdeka- 
an  seharusnya  tidak  melahirkan  suatu 
bangsa  di  mana  mayoritas  rakyatnya  tidak 
memiliki  kekuasaan,  seperti  pada  periode 
kolonial.  Konsep  Hatta  tentang  pemerin- 
tahan demokratis  serta  kemakmuran  sosial 
dan  ekonomi  bagi  rakyat  disebutnya  ke- 
daulatan  rakyat?  Ditegaskan  pula  bahwa 
bukan  kedaulatan  negara  yang  hams  do- 
minan,  melainkan  kedaulatan  rakyat.  Selain 
itu,  suatu  sistem  demokrasi  yang  sempuma 
ialah  yang  memerintah  dari  bawah.  Rakyat 
hams  bisa  merasa  bahwa  mereka  meme- 
rintah dirinya  sendiri.*  Artinya,  hanya  akan 
ada  keadilan  di  dalam  suatu  negara  jika 
prinsip-prinsip  dasar  pemerintahan  muncul 


'Mavis  Rose.  Indonesia  Merdeka:  Biografi 
Politik  Mohammad  Hatta,  alih  bahasa  oleh: 
Hermawan  Sulistiyo  (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka 
Utema.  1991).  XVI. 

*Ibid.,  288. 
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dari  rakyat  sendiri.'  Dalam  pandangan 
Hatta,  akar-akar  demokrasi  hams  diasuh 
dan  bukan  dipatahkan  sebelum  bisa  tegak 
dan  berkembang  menjadi  matang.* 

Mengikuti  pikiran  Hatta  yang  menyang- 
kut  pentingnya  pemerintahan  dari  bawah 
itu  (bottom-up  approach),  kiranya  ^dak 
sulit  untuk  memahami  mengapa  ia  amat 
mementingkan  otonomi  daerah,  Dalam  hal 
ini,  Indonesia  hams  memiliki  sistem  kons- 
titusional  yang  memungkinkan  daerah  ber- 
kesempatan  mengatur  umsan  mereka  sen- 
dirij  Mengenai  batasan  hubungan  antara 
otonomi  daerah  tersebut  dengan  kedau- 
latan rakyat,  pada  dasamya  kedaulatan 
yang  dilakukan  oleh  rakyat  di  daerah  tun- 
duk  kepada  kedaulatan  yang  dilakukan 
oleh  rakyat  selumhnya.  Oleh  karena  ke- 
daulatan rakyat  Indonesia  satu  dan  tidak 
berpecah-pecah,  maka  kedaulatan  yang  di- 
lakukan oleh  rakyat  daerah  pada  hakekat- 
nya  mempakan  penjelmaan  pokoknya.* 
Jika  Hatta  telah  mencetuskan  esensi  demo- 
krasi lebih  dari  setengah  abad  sebelum 
Forum  Demokrasi  dibentuk  oleh  Gus  Dur 
dkk.,  sebenamya  Hatta  pun  mendahului  45 
tahun  gagasan  Rudini.   Gagasan  untuk 
menghapus  DPRD  Tingkat  I  sebagaimana 
diajukan  oleh  Mendagri,  temyata  juga  te- 
lah disinggung  dalam  pidato  Bung  Hatta  di 
depan  Konferensi  Pamong  Praja  di  Solo,  7 
Febmari  1946;  Isinya  antara  lain  "Ling- 
kungan  sebagai  Kecamatan  dan  Residensi 
dan  Propinsi  adalah  Badan  Koordinasi,  dan 
tidak  mesti  mempunyai  badan  perwakilan 
rakyat."' 

Berkaitan  dengan  esensi  demokrasi 
yang  hams  tertanam  dalam  benak  manusia 


^Ibid.,  305. 
<*Ibid.,  31Z 
■'Ibid.,  190. 

'Mohammad  Hatta,  Kedaulatan  Rakyat  (Sura- 
baya: CV  Usaha  Nasional,  1980),  24. 
'Ibid.,  37. 


agar  demokrasi  terhindar  dari  tendensi  kul- 
tus  formal  kultus  institusional,  Hatta  telah 
mengutamakan  pendidikan  politik  rakyat. 
Sudah  sejak  masa  sebelum  merdeka  selalu 
ditekankannya  bahwa  "Pendidikan  massa 
dari  Perhimpoenan  Indonesia  hams  bertu- 
juan  pada  pembentukan  karakter  rakyat. 
Kemampuan  rakyat  bukanlah  ditentukan 
pertama-tama  oleh  jumlah  orang  yang  me- 
lek  humf,  melainkan  oleh  karakter  rak- 
yat."i° 

Hatta  berpijak  di  atas  postulat  bahwa 
"Dasar  pemerintahan  yang  adil  ialah,  siapa 
yang  mendapat  kekuasaan,  dia  itulah  yang 
bertanggung  jawab.  Manakala  rakyat  seka- 
rang  mendapat  kekuasaan  menumt  dasar 
kedaulatan  rakyat,  rakyat  pulalah  yang 
bertanggung  jawab.""  Atas  dasar  postulat 
inilah  ia  sangat  memandang  penting  pen- 
didikan politik  tersebut.  Sebagaimana  ter- 
cermin  di  dalam  pemyataannya  di  bawah 
ini: 

"Kalau  rakyat  tidak  mempunyai  keinsyafan 
politik,  rasa  tanggung  jawab  sangat  kurang 
padanya  .  .  .  Pemerintah  dan  masyarakat 
sama-sama  mempimyai  kepentingan  akan 
adanya  rakyat  yang  mempunyai  keinsyafan 
politik.  Sebab  itu  didikan  itu  mesti  datang 
daripada  kedua  belah  pihak  itu  pula,  dari 
Pemerintah  dan  dari  masyarakat  sendiri. 
Pemerintah  dapat  memudahkan  jalan  pen- 
didikan politik  itu  dengan  memperbesar 
kecerdasan  umum  rakyat  .  .  .  Selain 
daripada  usaha  Pemerintah,  didikan  politik 
kepada  rakyat  adalah  usaha  yang  terutama 
bagi  partai-partai  politik."^^ 

Kerangka  pikiran  Hatta  mengenai  demo- 
krasi tidaklah  rumit,  khususnya  yang  ber- 
kenaan  dengan  tanggung  jawab  dan  hak- 
hak  rakyat.  Kutipan  di  atas  menunjukkan 
adanya  dimensi  tanggung  jawab  tersebut, 

^°Rose,  Indonesia  Merdeka,  80. 

•'Hatta.  Kedaulatan,  14. 
'2lbid.,  37. 
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sedangkan  adanya  dimensi  hak  terlihal  dari 
sikapnya  yang  menjunjung  tinggi  hak-hak 
asasi  manusia. 

Sikap  Hatta  ini  sudah  dimulai  dalam 
masa  perjuangan,  misalnya  ketika  ia  meng- 
ajukan  kerangka  proposal  di  depan  rapat 
umum  Perhimpoenan  Indonesia,  23  No- 
pember  1926.  Seperii  dikatakan  oleh  Mavis 
Rose,  Hatta  juga  memasukkan  ketentuan 
mengenai  perlindungan  bagi  hak-hak  asasi, 
yaitu  hak-hak  yang  dinikmati  oleh  maha- 
siswa  di  Eropa  tetapi  yang  semakin  hilang 
dari  orang-orang  Indonesia  di  koloni.'^ 
Dalam  konteks  hak  asasi  ini  pula,  pada 
tahun  1969  Hatta  mengangkat  pena  meng- 
kritik  ketidakadilan  yang  diderita  oleh 
seorang  tiikang  becak  bemama  Rusdi. 
Rakyat  kecil  ini  ditahan  karena  mencuri 
ayam  dan  tidak  diberi  makan  selama  dalam 
tahanan,  sampai  akhimya  ia  meninggal 
dalam  sidang  pengadilan."*  Dalam  hal  ini 
Hatta  mempertanyakan  "Manakah  rasa 
tanggung  jawab  sebagai  manusia  yang 
beradab  pada  petugas  yang  bersangkutan? 
Apa  artinya  Republik  Indonesia  yang  ber- 
dasarkan  Pancasila  apabila  pegawainya  ti- 
dak mempunyai  rasa  kemanusiaan?"'' 

Jauh  sebelumnya,  dalam  pidatonya  di 
depan  Sidang  BPUPKI  tanggal  15  Juli 
1945,  Hatta  telah  menyinggung  masalah 
perlindungan  hak-hak  asasi  dalam  negara 
yang  akan  dibentuk.  Hatta  menyatakan: 

"Kita  mendirikan  negara  baru  di  atas  dasar 
gotong-royong  dan  basil  usaha  bcrsama. 
Tetapi  satu  hal  yang  saya  kuatirkan,  kalau 
tidak  ada  satu  keyakinan  atau  satu  per- 
tanggungan  kepada  rakyat  dalam  Undang- 
Undang  Dasar  yang  mengenai  hak  untuk 
mengeluarkan  suara  .  .  .  Hendaklah  kita 


memperhatikan  syarat-syarat  supaya  negara 
yang  kita  bikin,  jangan  menjadi  negara 
Kekuasaan  .  .  .  Sebab  itu  ada  baiknya  dalam 
salah  satu  fasal,  misalnya  fasal  yang  me- 
ngenai warga  negara  disebutkan  juga  di 
sebelah  hak  yang  sudah  diberikan  kepada 
misalnya  tiap-tiap  warga  negara  rakyat 
Indonesia,  supaya  tiap-tiap  warga  negara 
rakyat  Indonesia,  jangan  takut  mengeluar- 
kan suaranya."'* 

Pandangan  demokrasi  Hatta  yang 
mengekspresikan  dimensi  hak  asasi  dan 
dimensi  tanggung  jawab  tersebut  menun- 
jukkan  bahwa  ia  ingin  mengembangkan 
konsep  rasional  mengenai  demokrasi.  Ra- 
sionalitas  memang  menjadi  salah  satu  ciri 
dan  kekuatan  penting  dalam  pemikiran 
Hatta.  Menimit  pemikiran  Hatta,  dalam  sis- 
tem  demokrasi  kekuasaan  bukan  merupa- 
kan  monopoli  pemerintah.  Ia  menganggap 
kekuasaan  yang  dibagi  lebih  luas  sebagai 
sesuatu  yang  paling  mendekati  cita-citanya 
tentang  demokrasi."  Bahkan  secara  ekspli- 
sit  ia  menentang  pendapat  yang  mengata- 
kan  bahwa  teori  Trias  Politica  itu  adalah 
teori  liberal  dan  tidak  berlaku  bagi  Indo- 
nesia. Ia  menyatakan  lebih  jauh  bahwa 
teori  ini  muncul  "lama  sebelum  liberalisme 
muncul  ke  dunia"  dan  lujuannya  tidak  lain 
daripada  menunjukkan  adanya  pembagian 
fungsi  atau  kekuasaan  dalam  melaksanakan 
pemerintahan.'* 

Meskipun  Hatta  menyadari  bahwa 
bangsa  Indonesia  mendirikan  negara  baru 
atas  dasar  gotong-royong  dan  hasil  usaha 
bcrsama,  ia  tidak  mcnghendaki  adanya 
kultur  kckeluargaan  yang  bisa  mengakibat- 
kan  distorsi.  Sikap  Hatta  tersebut  icrung- 
kap  dalam  kritiknya,  lerhadap  kepcngua- 
saan  Jepang  sebelum  masa  kemerdekaan. 


'^Rose,  Indonesia  Merdeka,  57. 
'^Deliar  Noer,  Mohammad  Ilatta:  Biografi  Polilik 
(Jakarta:  LP3ES,  1990).  621. 
''Ibid.,  622 


'^Padmo  Wahyono,  "Intcgralistik  Indonesia"  da- 
lam paper  yang  tidak  ditcrbitkan  (tanpa  tahun). 

"Rose,  Indonesia  Merdeka,  219. 
'*Nocr,  Mohammad  Hatta,  611. 
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Dalam  tanggapannya,  ia  menyatakan  bah- 
wa  "Propaganda  Jepang,  yang  menyusup 
masuk  ke  wilayah  jajahan,  memainkan 
kepekaan  kultural  rakyat  Jawa  dengan 
menghidupkan  kembali  legend  a  Joyobo- 
yo....  Hatta  mencerca  orang-orang  yang 
mempercayai  mitos  seperti  itu."^'  Ditam- 
bahkannya,  bangsa  Indonesia  sebagai 
bangsa  yang  rasional,  wajib  meninggalkan 
gagasan  yang  membawa  malapetaka  seperti 
itu.2o 

Kerasionalan  tentang  demokrasi  terse- 
but  memang  erat  berhubungan  dengan  pe- 
ngertian  negara  hukum,  sehingga  "kedau- 
latan  rakyat"  dan  "kedaulatan  hukum" 
tidak  bisa  dipisah-pisahkan.  Dalam  hal  ini 
Hatta  berpendapat  bahwa  "Apabila  kita 
renungkan  sedalam-dalamnya,  bahwa  sega- 
la  yang  penting  bagi  bangsa,  apalagi  yang' 
ditimpakan  kepada  rakyat  sebagai  beban 
materiil  dan  idiil,  harus  berdasarkan  un- 
dang-undang,  nyatalah  bahwa  negara  Re- 
publik  Indonesia  adalah  negara  hukum."^^ 
Dalam  rumusannya  mengenai  Kedaulatan 
Rakyat,  ia  juga  menunjukkan  impresinya 
terhadap  kesadaran  hukum,  sebagaimana 
tercantum  di  bawah  ini. 

"Kedaulatan  Rakyat  adalah  pemerintahan 
rakyat  yang  dijalankan  menurut  peraturan 
yang  telah  dimufakati  dengan  bermusya- 
warah  .  .  .  Tak  boleh  ada  golongan  rakyat 
atau  daerah  yang  melakukan  lindakan 
sendiri,  yang  bertentangan  dengan  dasar- 
dasar  yang  ditentukan  bagi  negara  seluruh- 
nya."" 

Keterkaitan  antara  kedaulatan  rakyat 
dan  kedaulatan  hukum  juga  tampak,  ketika 
Hatta  menunjukkan  adanya  sebuah  bank 


'^Rose,  Indonesia  Merdeka  144 
20lbid. 

2' Mohammad    Hatta,    Menuju   Negara  Hukum 
(Surabaya:  CV  Usaha  Nasional,  1975),  13. 
^^Hatta,  Kedaulatan  Rakyat,  1 8. 


daerah  di  Jawa  Barat  yang  bekerja  sangat 
efisien  di  mana  kredit  bank  untuk  petani 
dilayani  hanya  dalam  tempo  seminggu. 
Dalam  pendapatnya  mengenai  otonomi  da- 
erah dan  demokrasi  ekonomi,  ia  menegas- 
kan  "agar  Presiden  diyakinkan  lebih  dahu- 
lu  dalam  rangka  menyempumakan  undang- 
undang  otonomi  daerah."^^  Ia  juga  mene- 
kankan  bahwa  "undang-undang  bisa  di- 
ubah,  sebab  undang-undang  itu  untuk 
rakyat  dan  bukan  rakyat  untuk  undang- 
undang."^ 

Selanjumya,  yang  perlu  dipertanyakan 
adalah  jenis  demokrasi  apa  yang  sesung- 
guhnya  dianut  oleh  Hatta  dan  sejauh  mana 
perkembangan  pemikirannya  mengenai  de- 
mokrasi itu.  Ada  beberapa  anggapan  bah- 
wa paham  demokrasi  dan  kedaulatan  rak- 
yat yang  dicetuskan  oleh  Hatta  lebih  ber- 
ciri  demokrasi  Barat.  Di  masa  pergerakan, 
anggapan  tersebut  cukup  beralasan  meng- 
ingat  Hatta  memperoleh  pendidikan  tinggi 
di  Eropa  selama  11  tahun.  Sebagaimana 
.dikatakan  oleh  Sjahrir,  "Hatta  tak  diragu- 
kan  lagi  termasuk  kaum  terpelajar  kita 
yang  paling  ke-Eropa-an."^ 

Di  lain  pihak,  tidak  dapat  dielakkan 
bahwa  lingkungan  sosial  tempat  Hatta 
dilahirkan,  Minangkabau,  sangat  mempe- 
ngaruhi  pemikirannya  tentang  masyarakat 
yang  demokratis,  yang  berkedaulatan  rak- 
yat. Hatta  berasal  dari  Luhak  Agam,  tem- 
pat asal-usul  keluarganya  di  mana  berlaku 
tradisi  Bodi-Caniago  yang  memiliki  gaya 
egaliter  dalam  organisasi  politik.^  Di  Mi- 
nangkabau, keselarasan  dicapai  dengan 
cara  menghadapi  dan  bukannya  menghin- 
dari  konflik."  Oleh  sebab  itu  tidak  meng- 
herankan  jika  sejak  zaman  pergerakan  ia 


■"Noer,  Mohammad  Hatta,  701. 
2^Ibid. 

"Rose,  Indonesia  Merdeka,  108. 
^^Ibid..  2. 
"Ibid..  89. 
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sudah  mengkritik  Soekamo  yang  dipan- 
dang  terlalu  menekankan  sentimen  tradisio- 
nal  dalam  mendesakkan  pembuatan  kepu- 
tusan  yang  lebih  menekankan  konsensus 
ketimbang  suara  mayoritas. 

Hatta  berpendapat  bahwa  dalam  peme- 
rintahan  moderen  keputusan  hams  diambil 
atas  dasar  suara  mayoritas.^  la  mengecam 
konsensus  yang  ala  kadamya  dan  meng- 
anggap  lebih  baik  apabila  "perbedaan  itu 
dinyalakan."^'  Paham  demokrasi  Hatta 
pada  prinsipnya  merupakan  campuran  an- 
tara  demokrasi  yang  tumbuh  di  Barat  dan 
yang  dijumpai  pada  masyarakat  desa  Indo- 
nesia, serta  gabungan  antara  persamaan 
dan  kebersamaan  dalam  Islam.'° 

Jelas  kiranya  di  samping  demokrasi 
sosialistik  juga  merupakan  ciri  yang  kuat 
dalam  keutuhan  pemikiran  Hatta.  Selain 
itu,  prinsip  Hatta  mengenai  kedaulatan 
rakyat  berimplikasi  pada  pemerintahan 
yang  demokratis  dan  kemakmuran  sosial 
dan  ekonomi,  seperti  terungkap  dalam  per- 
nyataannya  di  bawah  ini: 

"Di  sebelah  demokrasi  politik  yang  telah 
dicapai,  mestilah  diadakan  demokrasi  eko- 
nomi, supaya  rakyat  memperoleh  kenikmat- 
an  daripada  kerja  bersama  dalam  pengha- 
silan  masyarakat  .  .  .  Dan  bagi  rakyat  jelata 
yang  terbanyak,  demokrasi  dalam  perekono- 
mian  itulah  yang  terpenting."" 

Dalam  karangannya  "Demokrasi  Kita", 
Hatta  mengemukakan  kembali  pahamnya 
tentang  keadilan,  kemakmuran,  Pancasila, 
kedaulatan  rakyat,  demokrasi  sosial,  dan 
pendidikan  politik."  Dalam  hal  ini  demo- 
krasi sosial  merupakan  paham  yang  dianut 
oleh  Hatta.  Lebih  jauh  diakui  oleh  Jean- 


2«Ibid..  70. 

^'Nocr,  Mohammad  Hatta.  712. 
30lbid..  711. 

3lHatta,  Kedaulatan  Rakyat,  21. 
^^Noer,  Mohammad  Hatta,  601. 


Francois  Revel  bahwa  demokrasi  sosial 
merupakan  "suatu  sistem  politik  ekonomi 
yang  telah  cukup  efektif  dalam  menye- 
laraskan  sosialisme,  kebebasan,  dan  peme- 
rintahan sendiri;  yang  telah  membuat  pres- 
tasi  yang  bagus,  baik  di  bidang  pereko- 
nomian  maupun  di  bidang  keadilan  sosial; 
suatu  sistem  yang  mempunyai  keuntungan 
tambahan  yaitu  mampu  mempertahankan 
kehadirannya."^^ 

Selain  pemikiran  Bung  Hatta  tentang 
demokrasi,  masih  ada  beberapa  hal  yang 
perlu  dicatat  terutama  yang  menyangkut 
kesan  ambivalen  Hatta  sendiri  mengenai 
integrasi  antara  paham  Barat  dengan  tradisi 
kerakyatan  Indonesia.  Hatta  dianggap  sa- 
ngat  memuji  sistem  parlementer  Barat  serta 
kagiun  terhadap  peradilan  yang  bebas  dan 
perlindungan  hak-hak  asasi.  Menurut  Ma- 
vis Rose,  "Hatta  tahu  bahwa  ia  harus 
bekerja  sama  dengan  rekan-rekannya  yang 
berasal  dari  Jawa,  dalam  rangka  meyakin- 
kan  mereka  bahwa  demokrasi  seperti  yang 
pemah  mereka  alami  di  Eropa  haruslah 
menjadi  standar  bagi  Indonesia  yang  mer- 
deka."^  Di  zaman  pergerakan,  Hatta  juga 
menegaskan  bahwa  "Kita  ingin  mengatur 
rumah  tangga  kita  dalam  Indonesia  Merde- 
ka  berdasarkan  demokrasi  asli  yang  dite- 
mukan  di  masyarakat  Indonesia.""  Selain 
itu,  ia  mengakui  urgensi  modemisasi  atas 
bentuk-bentuk  pemerintahan  tradisional  se- 
perti di  bawah  ini: 

"Kami  menyadari  bahwa  waktu  telah  ber- 
ubah,  bahwa  bentuk-benluk  yang  lampau 
tidak  memadai  lagi  bagi  Indonesia  Mcrdeka 
yang  berdasarkan  demokrasi.  Prinsip-prinsip 
asli  tersebut  hams  dilerapkan  sesuai  dengan 
keadaan  sekarang,  diangkal  sampai  kc  ting- 
kat  yang  cukup  tinggi."'* 


^■'Budiardjo,  Simpoxium  Kapitalisme,  49. 

■*^Rosc,  Indonesia  Merdeka,  93. 

"Ibid.,  102. 

36lbid. 
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Oleh  sebab  itu,  Hatta  memutuskan  iintuk 
berpaling  ke  lembaga-lembaga  Barat  guna 
memberi  bentuk  pada  cita-cita  demokrasi- 
nya." 

Mengenai  demokrasi  Pancasila,  Hatta 
berpendapat  bahwa  pada  prinsipnya  demo- 
krasi Pancasila  sama  dengan  demokrasi 
sosial  yang  mencakup  demokrasi  politik 
dan  demokrasi  ekonomi.^^  Demokrasi  Pan- 
casila adalah  "demokrasi  yang  diridhoi 
oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dijalankan 
dengan  jiwa  yang  mumi  yang  dipimpin 
oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  musya- 
warah/perwakilan  untuk  mewujudkan  suatu 
keadilan  sosial  bagi  selunih  rakyat  Indo- 
nesia."^' Seterusnya,,  "Perjuangan  untuk 
melaksanakan  dan  menghidupkan  demo- 
krasi Pancasila  hams  dikemudikan  oleh 
sikap  cinta  akan  kebenaran  dan  keadilan 
dan  kebaikan  serta  dengan  rasa  persauda- 
raan  dan  toleransi."'*° 

Kalau  demikian  halnya,  demokrasi  Pan- 
casila menumt  pengertian  Hatta  kurang 
lebih  dapat  dimmuskan  sebagai  berikut. 
Substansinya  adalah  identik  dengan  paham 
Hatta  sendiri  tentang  demokrasi,  ialah  de- 
mokrasi sosial  yang  mencakup  demokrasi 
politik  dan  demokrasi  ekonomi.  Sesuai 
dengan  namanya,  demokrasi  Pancasila 
adalah  demokrasi  yang  dijiwai  dan  seka- 


37lbid.,  57. 

^*Noer,  Mohammad  Hatta,  632. 

39lbid. 

'"'Ibid. 
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ligus  mengekspresikan  nilai-nilai  Pancasila. 
Nilai  etis  yang  dikandungnya  bersumber- 
kan  nilai-nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa; 
hikmat  kebijaksanaan  (yang  sangat  diken- 
dalikan  oleh  rasionalitas),  kebenaran — ke- 
adilan— kebaikan,  yang  keseluruhannya 
adalah  manifestasi  sila  ke  11;  berasa  per- 
saudaraan  dan  toleransi  (sila  ke  III); 
dengan  sarana  permusyawaratan/ 
perwakilan  (sila  ke  IV);  dan  bermuara 
pada  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat 
Indonesia  sebagai  tujuannya  (sila  ke  V). 

Dalam  kerangka  pemahaman  itu  demo- 
krasi Pancasila  seharusnya  bukan  tipe  de- 
mokrasi yang  tidak  bebas.  la  bukanlah 
demokrasi  yang  dalam  implementasinya 
harus  dibatasi  oleh  berbagai  rintangan  yang 
dapat  mereduksi  substansinya.  Dalam  koh- 
disi  yang  demikian,  perlu  kiranya  meru- 
muskan  kembali  ciri-ciri  pokok  yang  ter- 
kandung  dalam  demokrasi  Pancasila  itu. 
Akhimya,  perlu  pula  dipertanyakan  apakah 
demokrasi  Pancasila  telah  sesuai  dengan 
ciri-ciri  pokok  demokrasi  Barat  seperti 
yang  dirumuskan  oleh  Ebenstein  seperti 
berikut  ini:  (a)  empirisme  rasional;  (b)  titik 
berat  pada  orang;  (c)  sifat  instrumental 
negara;  (d)  kesukarelaan;  (e)  hukum  di 
balik  hukum;  (f)  titik  berat  pada  cara;  (g) 
perbincangan  dan  persepakatan  dalam  hu- 
bungan-hubungan  manusia;  dan  (h)  persa- 
maan  pokok  di  antara  semua  umat  manu- 
sia.'^^ 


'*^Ebenstein,  Today's  Isms,  133. 


Batas-Batas  Kemampuan  Hukum 

di  Indonesia 


H.  Anton  Djawamaku 


Pendahuluan 


Situasi  hukum  dalam  kehidupan  kese- 
harian  di  Indonesia  memberi  gambar- 
an  yang  sangat  buram.  Kesan  ini 
terutama  mengenai  hukum  dalam  praktek, 
yaitu  hukum  yang  dijalankan  setiap  hari 
oleh  hakim,  jaksa,  pohsi,  pembela  dan 
pegawai  pemerintah  pada  umumnya.  Jadi 
yang  ditekankan  adalah  hukum  riil,  yakni 
proses  hukum  yang  dialami  oleh  mereka 
yang  harus  berurusan  dengan  hukum. 

Berbagai  sinisme  terhadap  praktek  hu- 
kum ini  telah  sering  kali  dilontarkan  orang, 
diantaranya  "KUHP"  dianggap  "kasih  uang 
habis  perkara",  demikian  juga  isu-isu  ne- 
gatif  seperti  "mafia  peradilan"  dan  "ko- 
mersialisasi  jabatan".  Bahkan  tindakan  ke- 
kerasan  juga  pxjmah  terjadi  anlara  lain 
berupa  pengrusakan  kantor  LBH  dan  pe- 
nikaman  terhadap  hakim.'  Terdapat  kesan 


'Tanggal  30  April  1991  Ketua  Pcngadilan  Ncgcri 
Ruteng  ditikam  dengan  scnjata  tajam  dan  kantor  Pc- 
ngadilan Ncgcri  dirussik  oleh  puluhan  pcnduduk  yang 
dinyatakan  kalah  oleh  putusan  kasasi  Mahkamah 
Agung  dalam  perkara  sengkcta  tanah.  Kompas,  5  Mci 


vunum  yang  sangat  kuat  bahwa  bidang 
hukum  merupakan  salah  satu  bidang  yang 
sangat  ruwet,  dan  sulit  diatasi.  Seolah-olah 
hukum  tidak  dapat  lagi  menjadi  sarana 
untuk  mewujudkan  rasa  keadilan  dan  ke- 
pastian  hukum. 

Sebagai  hasil  ciptaan  manusia,  hukum 
tentu  mempunyai  batas-batas  kemampuan. 
Tulisan  ini  akan  membahas  batas-batas 
kemampuan  hukum  itu  dengan  menyoroti 
dua  hal  pokok.  Pertama,  pembahasan  me- 
ngenai politik  hukum  nasional,  oleh  karena 
politik  hukum  merupakan  refleksi  dari 
kecenderungan  dominan  politik  nasional 
yang  sedang  berlangsung  dan  sekaligus 
memberi  corak  pada  produk-produk  hukum 
yang  dibuat.  Dalam  hal  ini  batas-batas  hu- 
kum sebenamya  sejak  awal  sudah  diten- 
tukan  oleh  proses  politik  yang  ada.  Kedua, 
berkaitan  dengan  hal  pertama  akan  diang- 
kat  masalah  klasik  yaitu  probleniatik  ke- 
pastian  hukum  dan  tuntutan  keadilan.  Hasil 
ketcgangan  antara  kedua  hal  tcrscbut  mcru- 


1991.  Tanggal  9  Mci  1991  kantor  LBH  Yogya  dim 
sak  oleh  bcbcrapa  orang  yang  tak  dikcnal.  Kompas, 
10  Mci  1991. 
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pakan  batas  optimal  yang  dapat  dicapai 
oleh  hukum  pada  suatu  saat. 

Ketergantungan  Hukum  Pada  Proses 
Politik 

Yang  dimaksudkan  dengan  politik  hu- 
kum nasional  adalah  suatu  kebijaksanaan 
untuk  menentukan  kaidah-kaidah  hukum 
yang  berlaku  sesuai  dengan  ideologi  nega- 
ra  yang  dianut.  Jadi  politik  hukum  me- 
nentukan arah,  bentuk  maupun  isi  hukum 
yang  akan  dibentuk.  Hal  itu  umumnya 
tampak  dalam  pemyataan  kehendak  pe- 
nguasa  negara  mengenai  hukum  yang  ber- 
laku di  wilayahnya  dan  mengenai  arah  ke 
mana  hukum  hendak  dikembangkan.^  Se- 
dang  tujuan  politik  hukum  pada  dasamya 
mencakup  tiga  hal.  Pertama,  menjamin  ke- 
adilan  dalam  masyarakat.  Kedua,  mencip- 
takan  ketentraman  hidup  dengan  memeli- 
hara  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum 
berkaitan  dengan  efektivitas  hukum  dan 
terjamin  hanya  bila  negara  mempunyai 
sarana-sarana  yang  memadai  untuk  memas- 
tikan  berlakunya  peraturan-peraturan  yang 
ada.  Dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum 
memainkan  peranan  penting.  Ketiga,  me- 
wujudkan  kegunaan  dengan  menangani  ke- 
pentingan-kepentingan  yang  nyata  dalam 
kehidupan  bersama  secara  konkret.^ 

Dengan  terbentuknya  Negara  RI  berda- 
sarkan  Proklamasi  17  Agustus  1945,  mun- 
cul  keharusan  untuk  membentuk  suatu 


^Theo  Huijbers,  Filsafat  Hukum  dalam  Lintasan 
Sejarah  (Yogyakarta:  Kanisius.  1988),  159.  Lihat  juga 
Padmo  Wahyono,  Indonesia  Negara  Berdasarkan  atas 
Hukum  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  1986),  99.  Teuku 
Mohammad  Radhie,  'Tembaharuan  &  Politik  Hukum 
Dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional",  Prisma,  II, 
no.  6  (Desember  1973):  4. 

^Theo  Huijbers,  Filsafat  Hukum  (Yogyakarta: 
Kanisius,  1990),  116-118.  Lihat  juga  S.  Tasrif,  Me- 
negakkan  Rule  of  Law  Dibawah  Orde  Baru,  Jilid  I 
(Jakarta:  Peradin,  1971):  18. 


sistem  hukum  baru  yang  sesuai  dengan 
cita-cita  proklamasi  itu.  Ini  tercermin  da- 
lam penjelasan  UUD  1945  yang  menegas- 
kan  bahwa  'Indonesia  ialah  negara  yang 
berdasar  atas  hukum  (rechtsstaat)  dan  Pe- 
merintahan  berdasar  atas  sistem  konstitusi 
(hukum  dasar)".  Sistem  konstitusional  bia- 
sanya  merupakan  "pasangan  logis"  akibat 
dianutnya  wawasan  Negara  Hukum.  Kons- 
titusionalisme  adalah  wawasan  yang  mem- 
batasi  tindakan  pemerintah  dalam  melaku- 
kan  tugas-tugasnya,  sesuai  dengan  ketentu- 
an  konstitusi  yang  berlaku."*  Dengan 
demikian  aliran  pikiran  di  dalam  UUD 
1945  menghendaki  supremasi  hukum  di 
dalam  negara  RI.'  Negara  hukum  yang 
dicita-citakan  bukanlah  sekedar  negara 
yang  berlandaskan  sembarang  hukum,  me- 
lainkan  negara  yang  dilandaskan  pada  hu- 
kum yang  adil  (just  law)  dan  didasarkan 
pada  keadilan  bagi  seluruh  rakyat.* 

Meskipun  demikian  pembangunan  suatu 
sistem  hukum  baru  itu  tidak  dilaksanakan 
dalam  suatu  kekosongan  hukum  di  masya- 
rakat. Aturan  Peralihan  Pasal  n  UUD  1945 
menentukan:  "Segala  badan  negara  dan 
peraturan  yang  ada  masih  langsung  ber- 
laku, selama  belum  diadakan  yang  bam 
menunit  Undang-undang  Dasar  ini".  Jadi 
pembentukan  suatu  sistem  hukum  baru  itu 
tidak  merupakan  suatu  usaha  yang  berdiri 
sendiri,  juga  tidak  semata-mata  dilakukan 
karena  hukum  yang  ada  dirasakan  kurang 
memadai  lagi  untuk  mengatur  kehidupan 
masyarakat,  melainkan  karena  masyarakat 
Indonesia    secara    keseluruhan  sedang 


"♦a.  Hamid  S.  Attamimi,  "Materi  Muatan  Per- 
aturan Perundang-undangan,"  Hukum  dan  Pemba- 
ngunan, IX,  no.  3  (Mei  1979):  284. 

^Soepomo  dalam  H.  Moh.  Yamin,  Naskah  Per- 
siapan  Undang-Undang  Dasar  1945,  Jilid  I  (Jakarta: 
Siguntang,  1971):  312. 

^Satjipto  Rahardjo,  "Pembangunan  Kualitas  Ma- 
nusia  dan  Masyarakat  dalam  Ilmu  Hukum",  Analisis 
CSIS,  XX.  no.  1  (Januari-Pebruari  1991):  20-23. 
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mengalami  perubahan.  Perubahan  ini  ada- 
lah  perubahan  yang  bersifal  fundamental 
karena  mempunyai  tujuan  uniuk  mencipia- 
kan  suatu  masyarakai  Indonesia  baru/ 

Dengan  demikian,  pembentukan  sistem 
hukum  baru  yang  menyangkut  pelbagai 
aspek  kehidupan  masyarakai  tidak  sekedar 
membuat  hukum  baru  atau  memperbaharui 
hukum  yang  ada  untuk  menyelaraskannya 
dengan  kebutuhan  masyarakai,  lelapi  seka- 
hgus  juga  menjadi  sarana  pembaharuan 
masyarakai  Indonesia  secara  keseluruhan. 
Karenanya  pembeniukan  sislem  hukum  ini 
merupakan  sualu  proses,  sesuaiu  yang 
terns  bergerak  dan  berubah  —  tidak  hanya 
terluju  pada  aluran  atau  substansi  hukum, 
lelapi  juga  pada  siruktur  alau  kelembagaan 
hukum. 

Pada  awal  kemerdekaan  secara  slruk- 
lural  sislem  hukum  di  Indonesia  mempu- 
nyai banyak  kesamaan  dengan  sislem  hu- 
kum kolonial  Belanda.  Akan  lelapi  sislem 
hukum  lersebul  memperoleh  makna  yang 
diberikan  dan  dilaksanakan  oleh  bangsa 
Indonesia,  bukan  oleh  bangsa  Belanda.  Se- 
cara maieriil  bcrlaku  kemajemukan  hukum 
bagi  bangsa  Indonesia,  yailu:  (1)  hukum 
yang  diierapkan  untuk  semua  penduduk, 
diantaranya  Hukum  Pidana,  Hukum  Perda- 
la  dan  Hukum  Dagang;  (2)  Hukum  Adal 
yang  berlaku  bagi  penduduk  pribumi  dan 
Hukum  Islam  yang  berlaku  bagi  pribumi 
yang  beragama  Islam;  dan  (3)  hukum  yang 
secara  khusus  diciptakan  untuk  penduduk 
pribumi,  misalnya  Hukum  Perkawinan  un- 
tuk penduduk  Indonesia  yang  beragama 
Krisien.* 


^Satjipto  Rahardjo,  "Pembaharuan  Hukum  Pcrdata 
untuk  Pembangunan  Masyarakai",  ceramah  pada 
Simposium  Pembaharuan  Hukum  Perdaia  Nasional 
yang  diselenggarakan  oleh  BPUN  di  Yogyakarta 
Uhun  1981. 

*R.  Subckti,  Law  in  Indonesia  (Jakarta;  CSIS, 
1982).  6-7. 


Setelah  proklamasi  kemerdekaan,  secara 
parsial  dilakukan  penataan  organisasi  nega- 
ra  termasuk  Icmbaga  peradilan.  Pada  tahun 
1948  pemerintah  mengeluarkan  peraturan 
mengenai  gaji  pegawai  negeri  yang  secara 
slruktural  menempatkan  aparat  penuniut 
umum  (jaksa)  dalam  kedudukan  yang  lebih 
rendah  dari  aparat  kehakiman.  Kebijaksa- 
naan  ini  ternyala  menyulut  perlcntangan 
antara  jaksa  dan  hakim  yang  sebenarnya 
menyangkut  masalah  prestise  dan  status. 
Isu-isu  yang  dilontarkan  adalah  lema-tema 
yang  berkaiian  dengan  cita  negara  hukum, 
seperti  kesamaan  kedudukan  di  depan 
hukum  dan  pemerintahan,  seria  kebebasan 
kekuasaan  kehakiman.  Sementara  itu  ter- 
jadi  perieniangan  antara  pihak  kepolisian 
dan  jaksa,  juga  menyangkut  masalah  pres- 
tise dan  status.  Yang  diperselisihkan  ada- 
lah pembagian  kekuasaan  substantif  antara 
kedua  pihak  lersebul.  Para  pihak  yang 
berlikai  itu  tampaknya  berusaha  untuk 
memperebutkan  kedudukan  yang  berkuasa, 
lerhormat  dan  menguntungkan  dalam  nega- 
ra yang  baru  merdeka.'  Ternyala  berbagai 
perieniangan  itu  tidak  segera  dapal  di- 
selesaikan,  karena  negara  RI  memasuki 
kancah  perang  kemerdekaan. 

Segera  setelah  pengakuan  kedaulatan, 
RI  memasuki  fase  baru  dibawah  UUD 
Semenlara  1950.  Konstitusi  ini  dibentuk 
alas  semangat  dan  suasana  kcjiwaan  yang 
berlainan  dengan  apa  yang  dialami  UUD 
1945.  la  mcngemban  faham  dcmokrasi 
liberal.  Dalam  konstitusi  ini  memang  di- 
iclapkan  bahwa  Indonesia  adalah  negara 
hukum  yang  demokratis,  lelapi  acuan  uta- 
mahya  adalah  konsep  negara  hukum  liberal 
di  Barat.  UUDS  1950  mcmuat  pasal-pasal 
mengenai  hak-hak  dan  kebebasan  dasar 
manusia  secara  Icngkap.  Faham  kodifikasi 
dan  legisme  mcndapai  lempat  yang  uiama. 

'Daniel  S.  Lev.  Hukum  dan  Poltltk  di  Indonesia, 
tcrj.  dan  cd.  Nirwono  dan  Ali  Priyono  (Jakarta: 
LP3IiS.  1990).  33-76. 
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Juga  ditentukan  bahwa  perbedaan  dalam 
kebutuhan  hukum  golongan  rakyat  akan 
diperhatikan.  Dengan  demikian  kemaje- 
mukan  hukum  bagi  rakyat  Indonesia  terus 
dilestarikan. 

Dalam  kehidupan  politik,  eksperimen 
demokrasi  liberal  telah  merangsang  perten- 
tangan  ideologi  golongan  menjadi  sangat 
runyam.  Kabinet  pun  silih  berganti  dalam 
usia  yang  sangat  singkat.  Kerasnya  ke- 
pentingan  golongan  telah  menyebabkan 
terjadinya  berbagai  penyelewengan  dan  hal 
ini  jelas  mengancam  kedudukan  hukum 
dalam  masyarakat.  Menurut  Lev,  periode 
ini  ditandai  oleh  kemerosotan  hukum  for- 
mal sebagai  kelanjutan  meluasnya  ke- 
giatan  politik  dan  sistem  kepartaian  ber- 
dasarkan  ideologi  yang  melahirkan  sejum- 
lah  konflik.  Dampak  konflik  yang  merupa- 
kan  ciri  bekerjanya  sistem  politik  tersebut 
terasa  hampir  pada  semua  bidang  kehidup- 
an. Proses  hukimi  dengan  segala  dayaguna- 
nya  untuk  menyelesaikan  sengketa  turun, 
seiring  dengan  mengedepannya  proses  po- 
litik serta  segenap  kerangka  normatifhya. 
Ini  terjadi  karena  memang  semua  sumber 
daya  yang  ada  dimobilisasi  oleh  kubu  yang 
sahng  bersaing  pada  waktu  itu.^° 

Dalam  situasi  demikian  jelas  tidak  me- 
mungkinkan  para  pemimpin  nasional  mela- 
kukan  perombakan  hukum  secara  berarti. 
Barangkali  faktor  yang  lebih  penting  lagi 
adalah  bahwa  para  pengemban  hukum  ter- 
masuk  dalam  golongan  elite  nasional  atau 
lokal.  Mereka  tunduk  pada  pengaruh  ideo- 
logi-ideologi  golongan  yang  sama  dengan 
ideologi  yang  mempengaruhi  kaum  elite 
lainnya.  Demikian  juga  pertentangan  antara 
hakim  dan  jaksa,  dan  antara  jaksa  dengan 
kepolisian  yang  berlanjut  dalam  periode 
itu,  semakin  dirangsang  oleh  pertentangan 
ideologi  golongan.  Walaupun  demikian  se- 


^°Ibid.  133. 


bagai  akibat  dari  pertentangan  antara 
hakim  dan  jaksa,  timbul  usaha-usaha  untuk 
mengubah  prosedur  pidana  dan  kekuasaan 
kehakiman  yang  memberi  gambaran  yang 
jelas  tentang  proses  perubahan  hukum  pada 
kedua  bidang  bersangkutan.  Makna  pen- 
tingnya  perubahan  tersebut  mencakup  pe- 
ranan  sistem  peradilan  di  Indonesia  sesu- 
dah  merdeka  sebagai  upaya  untuk  mewu- 
judkan  cita-cita  negara  hukum.  Sedangkan 
pertentangan  antara  jaksa  dan  kepolisian 
juga  menemukan  pemecahan  sementara 
pada  penetapan  perubahan  hukum  yang 
menyangkut  kedudukan,  tugas  dan  wewe- 
nangnya  masing-masing  di  kemudian  ha- 
ri." 

Pada  tahun  1959  terjadi  perubahan 
besar  dalam  ketatanegaraan  kita  dengan 
berlaku  kembali  UUD  1945.  Sejak  saat  itu 
desakan  untuk  membentuk  suatu  sistem 
hukum  nasional  semakin  meningkat,  ter- 
utama  setelah  ams  politik  baru  bergulir  di 
bawah  semboyan  "nation  and  character 
building".  Perhatian  lalu  diarahkan  kepada 
UUD  1945  sebagai  dasamya.  Usaha  itu 
sampai  pada  suatu  pandangan  bahwa  hu- 
kum adat  harus  menjiwai  pembentukan 
sistem  hukum  nasional  yang  sesuai  dengan 
kepribadian  bangsa.  Pikiran  ini  kemudian 
diperkokoh  di  dalam  Ketetapan  MPRS  No. 
n/1960  yang  menegaskan  bahwa  prinsip- 
prinsip  penyusunan  hukum  nasional  harus 
sesuai  dengan  arah  politik  negara  dan 
berlandaskan  pada  Hukum  Adat.  Untuk 
melaksanakan  tujuan  ini  diresmikan  Lem- 
baga  Pembinaan  Hukum  Nasional  dengan 


l^Ibid.,  33-76.  Untuk  Kekuasaan  Kehakiman 
sekarang  ini  berlaku  UU  No.l4  Tahun  1970  tentang 
Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman, 
LNRI  Tahun  1970  No.  74  dan  TLNRI  No.  2951;  bagi 
Kejaksaan  beriaku  UU  No.5  Tahun  1991  tentang 
Kejaksaan;  sedang  bagi  Kepolisian  masih  beriaku  UU 
No.  13  Tahun  1961  tentang  Ketentuan-ketentuan 
Pokok  Kepolisian  Negara,  LNRI  Tahun  1961  No.  245 
dan  TLNRI  No.  2289. 
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Keputusan  Presiden  pada  tahun  1961.'^ 

Sesuai  dengan  Ketetapan  MPRS  No.  II/ 
1960,  pada  tanggal  24  September  1960 
Pemerintah  mengesahkan  Undang-undang 
Pokok  Agraria  (UUPA)  yang  dibuat  ber- 
dasarkan  hukum  adat.  Artinya  baik  konsep- 
si,  asas-asas,  lembaga-lembaga  hukum 
maupun  sistemnya  dikembangkan  dari 
hukimi  adat.  Undang-undang  ini  menguni- 
fikasikan  hukum  tanah  Indonesia,  yang 
berarti  penghapusan  secara  tegas  dualisme 
hukum  tanah  yang  telah  lama  berlaku  di 
dalam  masyarakat  kita.  Alasan  pemakaian 
hukum  adat  tentang  tanah  sebagai  dasar 
Hukum  Agraria  Nasional  antara  lain 
karena  sederhana  dan  menjamin  kepastian 
hukum  bagi  seluruh  rakyat,  selain  itu 
karena  hukum  agraria  nasional  harus  me- 
wujudkan  penjelmaan  Pancasila  di  dalam 
Pembukaan  UUD  1945.'^  Kendatipun  ma- 
sih  banyak  kekurangan  yang  harus  segera 
dibenahi,  Menteri  Kehakiman  Mochtar 
Kusuma  Atmadja  pada  tahun  1977  menya- 
takan  bahwa  UUPA  adalah  produk  legis- 
latif  pertama  di  bidang  hukum  materiil  dan 
dianggap  sebagai  pembuka  jalan  menuju 
pembaharuan  hukum  perdata  nasional.'* 

Peranan  Bung  Kamo  dalam  periode  ini 
semakin   dominan,   terutama   setelah  ia 


'^Moh.  Koesnoe,  Catatan-catalan  Terhadap 
Hukum  Adat  Dewasa  Ini  (Surabaya:  Airlangga 
University  Press,  1979),  81.  Lihat  juga  M.A.  Jaspan, 
"Mencaii  Hukum  Bam:  Sinkretisme  Hukum  di 
Indonesia  yang  Membingungkan",  dalam  Mulyana 
W.Kusumah  dan  Paul  S.Baut  (ed),  Hukum,  Politik 
dan  Perubahan  Sosial  (Jakarta:  Yayasan  Lcmbaga 
Bantuan  Hukum  Indonesia,  1988),  250-251. 

''Periksa  UU  No.  5  Tahun  1%0  tentang 
Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria.  LNRI  Tahun 
1960  No.  104  dan  TLNRI  No.  2043. 

'^Dikutip  dari  H.  Abdurrahman,  Perkemhangan 
Pemikiran  tentang  Pemhinaan  Hukum  Nasional  di 
Indonesia  (Jakarta:  C.V.  Akadcmika  Prcssindo, 
1989),  44. 


membungkem  para  sarjana  hukum  dalam 
pidatonya  bahwa  "dengan  ahli  hukum 
orang  tidak  dapat  mengadakan  revolusi"." 
Selanjulnya  dengan  mengabaikan  DPRGR, 
ia  menciptakan  sendiri  produk  perundang- 
undangan  berupa  Peraturan  Presiden  dan 
Penetapan  Presiden.  Dengan  tegas  ia  me- 
nolak  asas  Trias  Politika  yang  dianut  UUD 
1945  dan  secara  menyolok  mengangkat 
Ketua  Mahkamah  Agung  sebagai  anggota 
Kabineinya.  Bahkan  ia  bertindak  lebih  jauh 
dengan  menuntut  hak  untuk  campur  tangan 
pada  setiap  tahap  proses  peradilan  dalam 
undang-undang  mengenai  organisasi  pera- 
dilan yang  baru.'^  Sebagai  pembenaran 
terhadap  berbagai  kebijaksanaan  itu,  di- 
kembangkan pula  ajaran  revolusioner  me- 
ngenai hukum.  Ajaran  ini  menolak  faham 
legisme  yang  sangat  kaku  berpegang  pada 
segi-segi  yuridis  formal  dan  menghendaki 
agar  hukum  diperlakukan  secara  revolusio- 
ner, yang  pada  waktu  itu  diartikan  sebagai 
menjebol  dan  membangun.'"'  Dengan  demi- 
kian,  hukum  dengan  seluruh  pranatanya 
tunduk  kepada  kepentingan  politik.  Bahkan 
penonjolan  fungsi  instrumental  hukum  se- 
bagai sarana  kekuasaan  politik  dominan 
lebih  terasa  dibandingkan  dengan  fungsi- 
fungsi  lain. 

Sejak  tahun-tahun  permulaan  Orde  Baru 
terlihat  gejala  mulai  pulihnya  peranan 
hukum  yang  lebih  sesuai  dengan  cita  Ne- 


'^Hal  ini  dikemukakan  dalam  sambutannya  pada 
pembukaan  Kongres  Pcrsahi  tanggal  26  Nopember 
1961.  Uraian  Icngkapnya  dapat  dibaca  dalam  Hukum 
dan  Masyarakat.  Nomor  Kongres  I  (Djakarta:  Djam- 
batan.  1962). 

'^Lihat  pasal  19  UU  No.  19  Tahun  1964  tentang 
Ketcntuan-kctcntuan  Pokok  Kekua.saan  Kehakiman. 
LNRI  Tahun  1964  No.  107  dan  TLNRI  No.  2699. 

'^Rocslan  Abdulgani,  Hukum  dalam  Revolusi  dan 
Revolusi  dalam  Hukum  (Jakarta:  BP.  Prapantja,  tanpa 
tahun). 
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gara  Hukum  dalam  UUD  1945.'*  Dalam 
perkembangan  selanjutnya  para  pemimpin 
Orde  Baru  semakin  menyadari  pendayagu- 
naan  hukum  yang  pada  dasarnya  meliputi 
tiga  dimensi  penting.  Pertama,  hukum  me- 
rupakan  pencerminan  dan  wahana  bagi 
konsep-konsep  yang  berbeda  mengenai  ter- 
tib  dan  kesejahteraan  sosial  serta  pemya- 
taan  dan  perlindungan  kepentingan  masya- 
rakat.  Kedua,  hukum  dalam  peranannya 
sebagai  pranata  otonom  dapat  pula  meru- 
pakan  pembatas  kekuasaan  sewenang- 
wenang.  Ketiga,  hukum  dapat  didayaguna- 
kan  sebagai  sarana  untuk  mendukung  dan 
mendorong  perubahan  sosial  ekonomi.^' 
Upaya  untuk  mewujudkan  ketiga  dimensi 
peranan  hukum  tersebut  dilandasi  oleh 
Pancasila  dan  UUD  1945  serta  GBHN. 
GBHN  inilah  yang  menjadi  pedoman  bagi 
pelaksanaan  politik  hukum  nasional  dari 
Pelita  ke  Pelita,  baik  dalam  arti  pembina- 
an,  pembentukan,  maupun  penegakan  dan 
pelaksanaan  hukum  nasional. 

Orientasi  politik  Orde  Baru  memberi 
tekanan  utama  kepada  terciptanya  stabilitas 
sebagai  kondisi  yang  memungkinkan  pe- 
laksanaan pembangunan  dalam  segala  bi- 
dang  dengan  prioritas  pada  pembangunan 
ekonomi.  Sesuai  dengan  orientasi  ini  te- 
kanan dalam  pembuatan  hukum  lebih  di- 
arahkan  kepada  terciptanya  ketertiban 
(order)  bukan  keadilan.  Akibatoya,  hukum 
sering  membunuh  kebebasan  yang  muncul 
ke  permukaan.  Dalam  tingkat  pelaksanaan 
(penegakan  hukum)  tekanan  yang  berlebih- 
an  terhadap  ketertiban  ini  juga  sering  di- 


'*FH  &  IPK  UI,  Indonesia  Negara  Hukum. 
Seminar  Kctatancgaraan  UUD  1945  dan  Simposium 
Kebangkitan  Semangat  66:  Menjelajah  Tracee  Baru 
(Jakarta:  PT  Seruling  Masa,  1966).  Lihat  juga  S. 
Tasrif,  Menegakkan  Rule  of  Law  Dibawah  Orde 
Baru,  Jilid  I  (Jakarta:  Peradin,  1971). 

^'Mulyana  W.  Kusumah,  Perspektif,  Teori  dan 
Kebijaksanaan  Hukum  (Jakarta:  CV.  Rajawali,  1986) 
20-21, 


salahgunakan.^  Dalam  Pelita  III  terjadi 
pergeseran  orientasi.  Trilogi  pembangunan 
yang  menjadi  landasan  kebijaksanaan  seca- 
ra  berurut  adalah  pemerataan,  pertumbuhan 
ekonomi  dan  stabilitas.  Ketiga  unsur  ter- 
sebut harus  dikembangkan  secara  serasi 
agar  saling  memperkuat.  Salah  satu  pro- 
gramnya  adalah  pemerataan  keadilan  di 
bidang  hukum.  Hal  ini  berarti  bahwa  mes- 
kipun  program  tersebut  merupakan  sasaran 
utama  dalam  Pelita  UI,  namun  aspek-aspek 
pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas  politik 
tetap  pula  menjadi  titik  tolak  dari  strategj 
pembangunan  hukum.  hii  berarti  pula  se- 
luruh  pranata  politik,  ekonomi  dan  hukum 
yang  dianggap  tepat  untuk  menunjang  per- 
tumbuhan ekonomi  dan  stabilitas  politik, 
harus  terns  ditingkatkan  peranannya.^' 

Dalam  proses  perkembangan  hukum  na- 
sional, tidak  semua  kaidah-kaidah  hukum 
baru  bertentangan  dengan  kaidah-kaidah 
hukum  lama.  Sebab  dalam  membina 
masyarakat  Indonesia  selalu  dapat 
diketemukan  syarat-syarat  dan  nilai-nilai 
yang  harus  dilestarikan  sesuai  dengan 
kebutuhan  masyarakat.  Ada  kaidah-kaidah 
hukum  adat  yang  secara  diametral 
bertentangan  dengan  hukum  baru 
karenanya  harus  ditinggalkan.  Ada  kaidah- 
kaidah  hukum  nasional  yang  berakar  pada 
hukum  adat  atau  bahkan  memperkuat 
hukum  adat.  Demikian  pula  tidak  semua 
kaidah-kaidah  hukum  nasional  harus  dan 
akan  bertentangan  dengan  kaidah-kaidah 
hukum  kolonial.  Disamping  itu 
pembentukan  hukum  nasional  harus 
memperhatikan  perkembangan  "hukum 
intemasional",  guna  melayani  kebutuhan- 


^°T.  Mulya  Lubis,  "Politik  Hukum  di  Dunia 
Ketiga:  Studi  Kasus  Indonesia",  dalam  Bantuan 
Hukum  dan  Kemiskinan  Struktural  (Jakarta:  LP3ES, 
1986).  124-125. 

^^Abdul  Hakim  G.  Nusantara,  Politik  Hukum 
Indonesia  (Jakarta:  Yayasan  Lembaga  Bantuan 
Hukum  Indonesia,  1988),  39-40. 
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kebutuhan  hukum  yang  timbul  akibal 
keierbukaan  kita  dengan  dunia  luar 
teruiama  dalam  era  globalisasi  yang  begilu 
pesal.^^  Sekarang  ini  kita  menyaksikan 
bahwa  hukum  positif  menjangkau  seluruh 
segi  kehidupan  bangsa  dan  negara,  dengan 
arah  yang  jelas  menuju  kepada 
terwujudnya  kesatuan  hukum.  Di  sana  sini 
kemajemukan  hukum  masih  saja  memberi 
corak  terhadap  perkembangan  hukum  kita, 
letapi  tidak  lagi  tampil  secara  dominan 
seperti  pada  awal  kemerdekaan. 

Walaupun  demikian  keseluruhan  per- 
kembangan itu  masih  pada  tahap  yang 
elementer,  yaitu  menggalang  suatu  keadaan 
yang  tertib.  Pada  tahap  ini  penyeleng- 
garaan  hukvun  masih  lebih  kepada  format 
formalnya,  yaitu  membangun  hukum  dari 
permulaan.  Kebutuhan  untuk  memberi  isi 
kualitatif  juga  sudah  mulai  muncul,  kendati 
orang  masih  disibukkan  dengan  memba- 
ngun suatu  format  formal  tersebut.  Di- 
antaranya:  (1)  membangun  kelembagaan 
hukum,  seperti  pengadilan,  kejaksaan;  (2) 
menata  supra  dan  infrastruktur  sesuai  de- 
ngan UUD  1945;  (3)  membangun  kepatuh- 
an  kepada  perundang-undangan,  seperti 
penyuluhan-penyuluhan.  Dalam  tahap  ini 
peranan  pemerintah  memang  jauh  lebih 
besar  daripada  masyarakat.  Keseluruhan 
perkembangan  hukum  yang  sedang 
kita  alami  ini,  apakah  disebut  "hukum 
birokratik"  sep>erii  dikemukakan  Ungcr 
(1976)  aiau  "hukum  represif  menurul 
Nonet  dan  Selznick  (1978),  sebenarnya 
hanyalah  suatu  tahap  tertentu  dari  perkem- 
bangan hukum  yang  akan  diikuti  oleh 
perkembangan  selanjutnya." 


^Sunaryati  Hartono,  'Terspektif  Politik  Hukum 
Nasional,  Sebuah  Pemikiran",  dalam  Hukum  dan 
Pembangunan,  X.  no.  5  (September  1980):  472-474. 

^Satjipto  Rahardjo,  "Meningkatkan  Kcpastian 
Hukum  dalam  Rangka  Pclak.sanaan  Kcadilan  FJcrda- 
sarkan  Pancasila",  Hukum  dan  Pembangunan,  XVII, 
no.  6  (Desember  1988):  534-535. 


Dengan  demikian  dalam  masa  Orde 
Baru  pertumbuhan  pranata  hukum,  nilai 
dan  prosedur,  perundang-undangan  dan 
birokrasi  penegak  hukum,  bukan  hanya 
mencerminkan  hukum  sebagai  kondisi  bagi 
proses  pembangunan,  melainkan  juga 
menjadi  penopang  tangguh  struktur  politik, 
ekonomi  dan  sosial.  Walaupun  hukum 
menjalin  seluruh  segi  kehidupan  bangsa 
dan  negara,  akan  tetapi  perhatian  terhadap 
masalah  pembangunan  hukum  dalam 
GBHN  diciulkan  sedemikian  rupa  hingga 
menjadi  subbagian  dari  bidang  pemba- 
ngunan politik  dalam  arti  luas.  Seolah-olah 
masalah  pembangunan  hukum  hanya  men- 
jadi urusan  Departemen  Kehakiman.  Sebe- 
lum  SU  MPR  1988,  Persahi  menarik  per- 
hatian masyarakat  dengan  melontarkan 
gagasan  mengenai  kerangka  landasan  pem- 
bangunan hukum  nasional.  Gagasan  ini 
bersifat  menyelur-uh  dan  berakibat  terhadap 
penyempurnaan  struktur  GBHN  agar  per- 
hatian terhadap  pembangunan  hukum  na- 
sional lebih  proporsional.^  Akan  tetapi 
GBHN  yang  dihasilkan  oleh  SU  MPR 
tersebut  ternyata  kembali  tampil  dengan 
format  seperti  sebelumnya. 

Problematik  Kepastian  Hukum 
dan  Keadilan 

Fungsi  pokok  hukum  adalah  untuk 
mengatur  hubungan  antar  manusia  dan 
hubungan  antara  manusia  dengan  negara 
agar  segala  scsuatunya  berjalan  dengan 
tertib.  Oleh  karcna  itu  tujuan  hukum  ada- 
lah mencapai  kedamaian  dengan  mewujud- 
kan  kepastian  dan  keadilan  serta  kegunaan 
di  dalam  masyarakat.  Berdasarkan  pcrtim- 
bangan  tcniang  fungsi  hukum  tersebut, 
dapat  diiarik  suatu  kesimpulan:  hukum 
secara  hakiki  harus  pasti  dan  adil.  Pasii 


^Komisi  Ad  Hoc  Persahi,  Kerangka  Landasan 
Pembangunan  Hukum  (Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harap- 
an.  1989). 
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sebagai  pedoman  kelakuan  dan  adil  karena 
pedoman  kelakuan  ilu  harus  menunjang 
suatu  tatanan  yang  dinilai  wajar.  Apabila 
bersifat  adil  dan  dilaksanakan  dcngan 
pasti,  hukum  akan  menjalankan  fungsinya. 
Maka  kepastian  dan  keadilan  bukanlah 
sekedar  tuniutan  moral,  melainkan  secara 
faktual  mencirikan  hukum.  Suatu  hukum 
yang  tidak  pasti  dan  tidak  adil  bukan 
sekadar  hukum  yang  jelek,  melainkan  bu- 
kan hukum  sama  sekali.^^  Dengan  perkata- 
an  lain,  sistem  hukum  menunjukkan  mak- 
nanya  sejauh  mewujudkan  keadilan. 

Jadi  prasyarat  pertama  agar  hukum  da- 
pat  berfungsi  adalah  kepastiannya.  Kepasti- 
an hukum  pertama-tama  adalah  kepastian 
dalam  pelaksanaannya.  Yang  dimaksud 
ialah  bahwa  hukum  yang  resmi  diper- 
undangkan  dilaksanakan  dengan  pasti  oleh 
negara.  Kepastian  hukum  berarti  bahwa 
setiap  orang  dapat  menuntut  agar  hukum 
dilaksanakan  dan  tuntutan  itu  pasti  di- 
penuhi,  dan  bahwa  setiap  pelanggaran 
hukum  akan  ditindak  dan  dikenakan  sanksi 
menurut  hukum  juga.  Di  sini  termasuk 
bahwa  alat-alat  negara  dalam  menjamin- 
pelaksanaan  hukum  bertindak  sesuai  de- 
ngan norma-norma  hukum  sendiri.  Juga 
termasuk  bahwa  pengadilan  mengambil  ke- 
putusan  melulu  berdasarkan  penilaian  ter- 
hadap  status  hukum  masalah  yang  diper- 
karakan  dan  tidak  menurut  kepentingan- 
kepentingan  pihak-pihak  tertenlu.  Maka 
keputusan  pengadilan  harus  bebas  dari 
berbagai  pengaruh  kekuasaan  politik  mau- 
pun  uang. 

Mengenai  kekuasaan  kehakiman  yang 
bebas,  UUD  1945  mengatumya  di  dalam 
pasal  24  dan  25.  Dari  penjelasan  mengenai 
kedua  pasal  lersebut  diketahui  ada  dua 
prinsip  yang  harus  dipegang  teguh,  yaitu: 
(a)  bahwa  kekuasaan  pcradilan  harus  bebas 


"Franz  Magnis  Suscno,  Etika  Polilik  (Jakarta:  PT 
Gramcdia,  1988),  79. 


dari  pengaruh  kekuasaan  pemerintah  dan 
(b)  bahwa  kedudukan  hakim  bukan  sekedar 
diatur  dengan  undang-undang,  melainkan 
bahwa  undang-undang  menjamin  keduduk- 
an hakim  yang  menunjang  kekuasaan  ke- 
hakiman yang  bebas  dari  pengaruh  kekua- 
saan pemerintah.^  Akan  tetapi  konsensus 
politik  yang  dicapai  saat  ini  justru  mem- 
bagi  kewenangan  administratif  lembaga 
peradilan  berada  dibawah  Departemen  Ke- 
hakiman, sedangkan  Mahkamah  Agung 
hanya  memiliki  kewenangan  yuridis.  Kon- 
disi  ini  memperlemah  posisi  hakim  dari 
dua  segi.  Kalau  pengawasan  Departemen 
Kehakiman  dan  Mahkamah  Agung  sung- 
guh-sungguh  dilakukan  secara  fungsional, 
akibatnya  kebebasan  hakim  dalam  menja- 
tuhkan  keputusan  akan  semakin  berkurang. 
Sebaliknya,  lemahnya  pengawasan  kedua 
lembaga  tersebut  dapat  menyebabkan  ha- 
kim terlalu  bebas  dalam  menjatuhkan 
keputusan.  Krisis  hukum  dan  keadilan 
yang  disinyalir  pada  awal  tulisan  ini  kira- 
nya  juga  bersumber  dari  kondisi  kekuasaan 
kehakiman  seperti  itu. 

Selanjutnya,  agar  hukum  dapat  dilaksa- 
nakan dengan  pasti,  hukum  itu  sendiri 
harus  jelas.  Dalam  hal  ini  para  ahli  ber- 
bicara  tentang  kepastian  orientasi."  Jadi 
kepastian  pelaksanaan  mengandaikan  ke- 
pastian orientasi.  Hukum  harus  sedemikian 
jelas  sehingga  masyarakat  dan  para  pene- 
gak  hukum  dapat  berpedoman  padanya.  Ilu 
berarti  setiap  istilah  dalam  hukum  harus 
dirumuskan  dengan  jelas  dan  tegas  se- 
hingga tidak  menimbulkan  keragu-raguan 
tentang  tindakan  apa  yang  dimaksud.  Be- 
gitu  pula  aturan-aturan  hukum  hams  di- 
rumuskan dengan  keiat  dan  singkal  agar 
baik  keputusan  administratif  maupun  da- 
lam perkara  pengadilan,  tidak  dapat  menu- 


^''Padmo  Wahjono,  Pcmbangunan  Hukum  di  Indo- 
nesia (Jakarta:  IN-DIIILL-CO,  1989),  82. 

^'Franz  Magnis  Suscno,  op.cit.,  80. 
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rut  tafsiran  subyektif  dan  sclera  pribadi 
para  penegak  hukum.  Kepastian  orientasi 
menunlut  agar  ada  prosedur  pembuatan 
dan  peresmian  hukum  yang  transparan  dan 
dapat  diketahui  umum.  Masyarakat  selalu 
harus  dapat  mengetahui  apa  yang  dilarang 
atau  diwajibkan  oleh  hukum  dan  apa  yang 
tidak.  Kepastian  orientasi  juga  menuntut 
agar  hukum  dikembangkan  secara  kontinu 
dan  taat  asas.  Undang-undang  harus  saling 
kait-mengait  dan  berorientasi  ke  depan 
agar  masyarakat  dapat  membuat  rencana 
ke  masa  yang  akan  datang.  Begitu  pula 
undang-undang  seharusnya  tidak  dibuat 
saling  bertentangan.  Di  sini  juga  termasuk 
tuntutan  bahwa  dalam  undang-undang  pi- 
dana harus  berlaku  asas:  "Nullum  delictum 
nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali".  Jadi 
undang-undang  pidana  tak  pemah  boleh 
berlaku  siuiat.^* 

Sifat  hakiki  hukum  yang  kedua  adalah 
keadilan.  Konsepsi  keadilan  di  mana  pun 
berakar  pada  kondisi  masyarakat  yang  di- 
inginkan.  Lazimnya  konsepsi  ini  dinyata- 
kan  dengan  tegas  manakala  orang  dihadap- 
kan  pada  situasi  ketidakadilan.  Konsepsi 
ini  dapat  dibagi  secara  analitis  ke  dalam 
unsur-unsur  yang  ber sifat  prosedur al  dan 
substantia  Unsur  yang  pertama  berkait 
dengan  gaya  sistem  hukum;  "the  Rule  of 
Law"  dan  "Negara  Hukum"  (rechlstaat) 
adalah  konsep-konsep  prosedural.  Keadilan 
substantif  berkait,  untuk  sebagian,  dengan 
apa  yang  dewasa  ini  disebut  "hak-hak 
sosial"  (social  rights),  dan  membcri  corak 
terhadap  lata  politik  dan  tata  ckonomi 
dalam  masyarakat.  Hubungan  antara  kon- 
sep  prosedural  dan  konsep  substantif  ke- 
adilan terletak  dalam  asas-asas  keabsahan 
yang  menjadi  tumpuan  kekuasaan  dalam 
masyarakat." 

^*Mak^ud  dari  asas  tersebut  adalah  bahwa  tiada 
hukuman  dapat  dijatuhkan  atas  suatu  perbuatan,  tanpa 
perbuatan  itu  sebelumnya  ditctapkan  sc^jagai  tindak 
pidana  dalam  suatu  undang-undang. 

^'Daniel  S.  Lev,  op.cit..  176-177. 


Dalam  upaya  mencari  konsepsi  keadilan 
yang  sesuai  dengan  kepribadian  bangsa, 
pada  tahun  1960  Menteri  Kehakiman 
Sahardjo  mengeluarkan  keputusan  meng- 
gantikan  lambang  keadilan  di  Indonesia 
(sang  dewi  dengan  kain  penutup  mata, 
pedang  dan  neraca)  dengan  lambang  pohon 
beringin  yang  dibubuhi  perkataan  "penga- 
yoman".'°  Ada  yang  mengatakan  bahwa 
pencantuman  perkataan  tersebut  memberi 
konotasi  perlindungan  patemalistis.  Lam- 
bang ini  pada  mulanya  adalah  lambang 
keadilan  substantif,  lambang  yang  dapat 
diterjemahkan,  dan  pada  masa  lalu  me- 
mang  diterjemahkan  ke  dalam  kerangka 
sosialis  yang  modem.  Selain  itu,  lambang 
ini  secara  erat  dikaitkan  tidak  dengan  alat 
perlengkapan  khusus  untuk  mencapai 
keadilan  melainkan  dengan  penguasa.  Pada 
akhimya  lambang  ini  kurang  berkait  de- 
ngan kasus  bila  dibanding  dalam  kaitannya 
dengan  orang;  pohon  beringin  berdiri  di 
depan  kraton,  menawarkan  perlindungan 
kepada  rakyat  kecil  dalam  kerajaan.  Pohon 
beringin  adalah  gambaran  nilai-nilai  tra- 
disional  yang  sangat  tepat,  tetapi  tidak 
menggambarkan  kenyataan  yang  berkait 
dengan  keadilan.^' 

Pancasila  sesungguhnya  sarat  dengan 
nilai-nilai  keadilan.  Sila  keadilan  sosial  se- 
bagai  landasan  dan  tujuan  hidup  bernegara 
harus  diupayakan  tanpa  mengabaikan  tun- 
tutan keadilan  individual  yang  ditegaskan 
dalam  sila  kemanusiaan  yang  adil  dan 
beradab.  Sila  persatuan  Indonesia  menuntut 
perlindungan  seluruh  rakyat  dan  tidak 
menghendaki  adanya  diskriminasi  yang 
tidak  wajar.  Demokrasi  yang  menjadi 
esensi  sila  keempat  akan  mcnccrminkan 
keadilan,  kalau  dari  tahap  pcrencanaan 
hingga    pclaksanaan    melibatkan  rakyat 


"'iJhat  Keputusan  Menteri  Kehakiman,  6  Descm- 
bcr  1960,  TLNRI  No.  2349. 

3' Daniel  S.Lev,  op.cit.,  179. 
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melalui  para  wakilnya  yang  dipilih  secara 
adil.  Semuanya  itu  hams  selaras  dengan 
nilai-nilai  keadilan  yang  dipersepsikan  dari 
sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dalam 
hubimgan  dengan  UUD  1945  Padmo  Wah- 
yono  mengetengahkan  keadilan  dan  arti 
hukum,  keadilan  dan  fungsi  hukum,  ke- 
adilan dan  hak  serta  kewajiban  berdasarkan 
hukum,  keadilan  dan  tatanan  kehidupan 
bersama,  keadilan  dan  siklus  kehidupan 
hukum,  keadilan  dan  lembaga  peradilan, 
keadilan  dan  ketertiban,  keadilan  dan 
kesejahteraan,  keadilan  dan  kesadaran 
hukum  serta  keadilan  dan  kejujuran.^^ 

Dengan  demikian  keadilan  mempunyai 
kedudukan  sentral  dalam  sistem  hukum 
yang  berdasarkan  Pancasila.  Analisis  ke- 
adilan yang  membedakan  antara  keadilan 
prosedural  dan  keadilan  substantif  dapat, 
ditelusuri  pula  dalam  UUD  1945  yang 
menjadi  dasar  hukimi  kita.  Dalam  arti 
formal  atau  prosedural,  keadilan  menuntut 
bahwa  hukum  berlaku  umum.  Pasal  27 
ayat  (1)  UUD  1945  menegaskan:  "Segala 
warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di 
dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib 
menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu 
dengan  tidak  ada  kecualinya".  Sedangkan 
dalam  arti  material  atau  substantif,  keadil- 
an menuntut  agar  hukum  dilaksanakan 
sesuai  dengan  cita-cita  keadilan  dalam 
masyarakat.  Adanya  pengakuan  dan  peng- 
hargaan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia 
dalam  UUD  1945  dan  perundang-undangan 
kita  menunjuk  kepada  keadilan  substantif." 

Tuntutan  keadilan  prosedural  bahwa 
hukum  berlaku  umum,  menurut  F.R. 
Bohtlingk  mengandung  berbagai  konseku- 
ensi,  yakni:  (a)  "umum"  itu  dapat  berhu- 

^^Padmo  Wahjono,  op.cit.,  74-90. 

^^S.  Tasrif,  "Mak-hak  Asasi  Warga  Negara  Di- 
tinjau  dari  Sudut  UUD  1945  dan  Pcnindiing- 
undangan",  Hukum  dan  Keadilan,  VII,  no.  8  (Juli- 
Agustus  1979):  6-29. 


bungan  dengan  lingkup  ruang  berlakunya 
dalam  arti  berlaku  di  mana-mana;  (b) 
"umum"  itu  dapat  berhubungan  dengan 
lingkup  waktu  dalam  arti  berlaku  terus 
menerus  tanpa  maksud  terlebih  dahulu 
akan  mengubah  atau  menariknya;  (c) 
"umum"  itu  berhubungan  dengan  subyek 
hukum  yang  terkena  norma  hukum  lerse- 
but,  yakni  tidak  boleh  bersifat  individual 
karena  kebenaran,  demikian  juga  undang- 
undang,  berlaku  unluk  semua  orang;  (d) 
"umum"  itu  akhimya  berhubungan  dengan 
fakta  dari  hukum  tersebut,  hams  merupa- 
kan  fakta  yang  selalu  dan  di  mana-mana 
dapat  temlang.^"* 

Dengan  hukum  berlaku  umum  bukan 
dimaksudkan  bahwa  hukum  di  selumh 
dunia  sama  saja,  atau  bahwa  hukum  tidak 
mengenal  kekecualian.  Melainkan  bahwa 
setiap  orang,  entah  siapapun  dia,  selalu  di- 
perlakukan  menumt  hukimi  yang  berlaku. 
Setiap  orang  yang  karena  kedudukan,  fung- 
si, atau  kelakuannya  memenuhi  deskripsi 
yang  dimaksud  dalam  suatu  norma  hukum 
akan  diperlakukan  menumt  norma  hukum 
itu.  Kalau  ada  kekecualian,  maka  keke- 
cualian itu  sendiri  hams  termuat  dalam 
aturan  hukum  yang  bersangkutan,  sehingga 
berlaku  umum  bagi  yang  dimaksud.  Jadi  di 
hadapan  hukum  semua  orang  sama  dera- 
jatnya.  Semua  orang  berhak  atas  perlin- 
dungan  hukum  dan  tidak  ada  yang  kebal 
terhadap  hukum.  Inilah  yang  dimaksudkan 
dengan  keadilan  prosedural,  yaitu  kesama- 
an  hukum  atau  kesamaan  kedudukan  di 
hadapan  undang-undang. 

Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  ke- 
adilan substantif  adalah  isi  hukum  hams 
adil.  Yang  dipersoalkan  di  sini  bukan  per- 


3''Dikutip  dari  A.  Hamid  S.  Atlamimi,  "UUD 
1945  -  Tap  MPR  -  Undang-undang:  Kailan  Norma 
Ilukum  Kctiganya",  dalam  Himpunan  Laporan  Hasil 
Penskajian  BidangHukum  Tata  Negara  Tahun  19801 
81-1981182  (Jakarta:  BPIIN.  1984).  207-208. 
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tanyaan  etis  tentang  apa  kriteria  obyektif 
keadilan,  melainkan  persoalan  sosiologi 
hukum  mengenai  apa  yang  oleh  masya- 
rakat  dianggap  adil.  Oleh  karena  itu 
tuntutan  keadilan  dapat  diterjemahkan  ke 
dalam  tuntutan  bahwa  hukum  harus  sesuai 
mungkin  dengan  cita-cita  keadilan  dalam 
masyarakat.  Hal  ini  membawa  akibat  bah- 
wa dalam  setiap  kasus,  situasi  konkret  dan 
sosial  sepenuhnya  diperhatikan.  Masyara- 
kat tidak  menilai  menurut  prinsip-prinsip 
abstrak,  melainkan  meniuiit  apa  yang 
dalam  situasi  konkret  terasa  adil.  Demi 
tuntutan  keadilan  ini,  maka  hukum  hendak- 
nya  dirumuskan  secara  luwes,  sehingga 
hakim  dapat  mempunyai  kebebasan  penuh 
imtuk  memperhatikan  semua  unsur  konkret 
dalam  kasus  yang  dihadapinya.  Jadi  meng- 
arah  pada  pelaksanaan  keadilan  merupakan 
prasyarat  hakiki  bagi  hukum.  Sebagaimana 
ditulis  Gustav  Radbruch:  "hukum  bisa  saja 
tidak  adil...,  tetapi  hukum  hanyalah  hukum 
karena  maunya  adil".'' 

Akan  tetapi  kepastian  orientasi  me- 
nuntut  agar  hukimi  dirumuskan  secara 
sempit  dan  ketat  agar  tidak  ada  kekaburan 
sedikitpun.  Tetapi  makin  sempit,  ketat  dan 
terperinci  perumusan  hukum,  makin  kaku 
hukum  itu  dan  makin  sempit  ruang  ke- 
bebasan hakim  uqtuk  memperhatikan  pel- 
bagai  faktor  subyektif.  Dengan  demikian 
mungkin  saja  bahwa  suatu  keputusan  se- 
suai dengan  norma-norma  hukum,  tetapi 
tidak  sesuai  dengan  keadilan  menurut 
pandangan  masyarakat.  Di  lain  pihak, 
apabila  hakitw  terlalu  banyak  diberi  kebe- 
basan, akan  terbuka  peluang  bagi  segala 
macam  penyelewengan;  sedangkan  penye- 
lesaian  suatu  kasus  hukum  menuntut  mulu 
profesional  dan  integritas  pribadi  hakim 
dan  tidak  lagi  tergantung  dari  pcraturan 
hukum.  Begitu  pula,  agar  hukum  sesuai 
dengan  perasaan  keadilan  masyarakat,  hu- 


^^Dikutip  dari  Franz  Magnis  Suseno,  op.cit.,  82. 


kum  seharusnya  terus  menerus  disesuaikan 
dengan  perubahan-perubahan  dalam  ma- 
syarakat. Tetapi  tuntutan  ini  bertentangan 
dengan  tuntutan  kontinuitas  agar  hukum 
jangan  cepat-cepat  diubah. 

Jelaslah  bahwa  antara  tuntutan  keadilan 
dan  kepastian  hukum  lerdapat  ketegangan. 
Kita  dihadapkan  pada  situasi  dilematis.  Di 
satu  pihak,  temyata  hukum  positif  tidak 
dapat  dipertahankan  secara  konsekuen 
karena  melekat  di  dalamnya  benih-benih 
ketidak-adilan  substantif.  Sedangkan  di 
pihak  lain  mensyaratkan  berlakunya  hukum 
positif  dengan  norma-norma  keadilan 
substantif  akan  membahayakan  kepastian 
hukum.  Kiranya  harus  diakui  bahwa  di- 
lema  ini  tidak  akan  dapat  dipecahkan 
seratus  persen.  Akan  tetapi,  meskipun 
ketegangan  4ntara  kepastian  hukum  dan 
keadilan  substantif  tidak  seluruhnya  dapat 
dielakkan,  kedua-duanya  tetap  dapat  di- 
usahakan  bersama  secara  terus  menerus, 
dalam  tingkat  yang  makin  lama  makin 
tinggi.  Dengan  perkataan  lain,  hukum  tidak 
perlu  menghadapi  titik  kebekuannya  dan 
selalu  membutuhkan  interpretasi  dan  yuris- 
prudensi  dalam  penerapannya,  demi  meme- 
nuhi  tuntutan  keadilan  dalam  masyarakat. 

Persoalan  selanjumya  adalah  bagaimana 
dengan  bobot  kepastian  hukum  dan  ke- 
adilan kita  sekarang  ini?  Temyata  meski- 
pun banyak  produk  hukum  yang  dibuat, 
namun  cukup  banyak  yang  tidak  bisa 
dilaksanakan  atau  kalaupun  dilaksanakan 
sangat  tergantung  pada  penafsiran  pengua- 
sa  dan  karena  itu  pula  scring  kali  mcng- 
abaikan  perasaan  keadilan  rakyat.  Ada 
bcberapa  faktor  pcnyebabnya.  Periama, 
karena  mutlaknya  "pcraturan  pelaksanaan" 
pada  hampir  semua  produk  hukum  kita, 
sehingga  tanpa  pcraturan  pelaksanaan 
maka  produk  hukum  itu  tamat  riwayatnya 
dan  fungsinya  bcrhenti  sebagai  bahan 
diskusi.    Celakanya    banyak  kemacctan 
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hukum  kita  terjadi  karena  peraturan 
pelaksanaan  yang  tidak  pernah  dibuat.^^ 
Dalam  bidang  Hukum  Agraria  misalnya, 
kalau  perhitungan  Prof.  Parlindungan  be- 
nar,  paling  sedikit  ada  30  peraturan  tingkat 
undang-undang  yang  masih  "terhutang" 
demi  kelancaran  pelaksanaan  UUPA." 

Kedua,  karena  hukum  tidak  akrab  de- 
ngan  realita  sosial,  sehingga  sulit  diterap- 
kan  dan  berakibat  terhadap  melorotnya  wi- 
bawa  hukum  itu  sendiri.  Diantaranya  ba- 
nyak  keputusan  pengadilan,  seperti  kepu- 
tusan  Mahkamah  Agung  yang  tidak  di- 
terima  masyarakat  karena  tidak  sesuai 
dengan  perasaan  keadilan  rakyat.  Di  Mang- 
garai-NTT,  misalnya,  kasus  tanah  antara 
Dimpong-Nggawut  dan  antara  Taga-Mena, 
hingga  kini  sulit  dieksekusi,  bahkan  kasus 
Tenda-Kumba  justru  melahirkan  masalah 
baru  berupa  penikaman  terhadap  Ketua 
Pengadilan  Negeri  Ruteng  pada  bulan 
April  1991  setelah  yang  bersangkutan 
membacakan  putusan  kasasi  Mahkamah 
Agung.^^  Ketiga,  karena  kaidah-kaidah  hu- 
kum yang  kabur  atau  terlalu  umum,  se- 
hingga penafsirannya  sangat  tefgantung 
pada  selera  penguasa.  Contoh  yang  jelas 
mengenai  hal  ini  adalah  dalih  "demi  ke- 
pentingan  umum"  dalam  Hukum  Agraria 
atau  penimusan  tindak  pidana  subversif 
dalam  UU  No.  ll/PNPS/1963  yang  me- 
mungkinkan  semua  jenis  kejahatan  dapat 
dimasukkan  ke  dalamnya.^'  Norma  sema- 
cam  itu  dengan  mudah  melindas  perasaan 


Mulya  Lubis,  op.cit.,  117. 

^^I  Made  Sandy,  "Catatan  Singkat  tentang  Ham- 
batan-hambatan  Pelaksanaan  UUPA",  Analisis  CSIS, 
XX,  no.  2  (Maret-April,  1991),  148. 

^^DIAN,  13  September  1991  dan  Kompas,  4 
Oktober  1991. 

^'I  Made  Sandy,  op.cil.,  152.  Lihat  juga  Kons 
Kleden  dan  Imam  Waluyo  (ed),  Percakapan  tentang 
Undang-undang  Subversi  dan  Hak-hak  Asasi  Manusia 
(Jakarta:  Leppenas,  1981). 


keadilan  dan  hanya  'menjunjung  kepenting- 
an  yang  kuat  dan  yang  berkuasa.  Berbon- 
dong-bondongnya  rakyat  mengadukan  per- 
masalahan  tanah  kepada  DPRD,  DPR  atau 
Pemerintah  Pusat  merupakan  salah  satu 
contoh  betapa  keadilan  itu  sering  kali  di- 
abaikan. 

Penutup 

Negara  hukum  Republik  Indonesia  se- 
suai dengan  penegasan  konstitusi  UUD 
1945  menghendaki  supremasi  hukum. 
Yaitu  bahwa  hukum  hams  menjadi  peng- 
arah  perkembangan  pada  berbagai  bidang 
kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara, 
disamping  menggalang  suatu  keadaan  yang 
tertib.  Akan  tetapi  perkembangan  hukum 
kita  selama  ini  temyata  sangat  tergantung 
pada  faktor-faktor  lain  di  luamya  dan 
dalam  hal  ini  adalah  perkembangan  politik. 
Akibatnya  bahwa  tempat  hukum  di  dalam 
negara  RI  selalu  merupakan  subordinasi 
dari  politik  dan  karenanya  hukum  sedikit 
banyak  selalu  merupakan  alat  politik.  Ini- 
lah  hal  pertama  yang  membatasi  kemam- 
puan  hukum  kita.  Dengan  demikian,  tam- 
pak  jelas  bahwa  penyelenggaraan  hukum 
kita  masih  pada  tahap  elementer,  yaitu 
untuk  menggalang  suatu  keadaan  tertib. 
Pada  tahap  ini  pembangunan  hukum  lebih 
■  menitikberatkan  pada  format  formalnya 
dan  kurang  memberikan  perhatian  kepada 
segi  kualitasnya. 

Hal  kedua  yang  membatasi  kemampuan 
hukum  kita  adalah  problematik  yang  tim- 
bul  dari  kepastian  hukum  dan  keadilan. 
Fungsi  hukum  secara  hakiki  harus  pasti 
dan  adil.  Hanya  karena  bersifat  adil  dan 
dilaksanakan  dengan  pasti,  hukum  dapat 
menjalankan  fungsinya.  Berkaiian  dengan 
hal  pertama  di  atas,  temyata  sebagai  per- 
kembangan logis  dari  hukum  sebagai  in- 
strumen  politik,  kepastian  hukum  dan  ke- 
adilan yang  seharusnya  mencirikan  hukum 
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telah  dibiarkan  mengambang.  Oleh  karena 
pelaksanaan  kedua  hal  itu  hampir  secara 
mullak  lergantung  pada  "peraluran  pelak- 
sanaan", yang  hingga  kini  sejumlah  besar 
peraturan  tersebut  belum  sempat  dibuat 
dengan  berbagai  alasan,  sedang  yang  sudah 
dibuat  pun  sering  kali  perumusannya  be- 
gitu  kabur  sehingga  sangat  lergantung  pada 
kearifan  penguasa  dalam  menafsirkannya. 
Celakanya,  saat  ini  semakin  banyak  saja 
keputusan  penguasa  yang  tidak  berdasar 
pada  perasaan  keadilan  dalam  masyarakat, 
sehingga  tidak  mengherankan  apabila  mun- 
cul  berbagai  bentuk  protes  dan  penolakan. 
Semua  itu  kini  bermuara  menjadi  krisis 
kewibawaan  hukum. 

Untuk  mengatasi  krisis  tersebut  harus 
dimulai  dari  akar  persoalannya  dan  sekali- 
gus  perlu  dibangun  sistem  hukum  sesuai 
dengan  cita  Negara  Hukum  RI.  Pertama- 
tama,  hams  meniadakan  kondisi  yang  me- 
nempatkan  hukiun  sekedar  subordinasi 
dari  politik.  Dalam  hal  ini  hukum  mem- 
butuhkan  otonomi  untuk  dapat  menjalan- 
kan  fungsi  dan  pekerjaannya,  namun  bukan 
otonomi  yang  penuh  atau  mutlak.  Sebab, 


hukum  suatu  bangsa  senantiasa  merupakan 
bagian  dari  proses  sosial  yang  melingkupi- 
nya. 

Dengan  kondisi  otonomi  seperti  itu 
akan  dapat  tercipta  hubungan  timbal  balik 
secara  proporsional  antara  hukum  dan 
berbagai  bidang  kehidupan  lainnya.  Oleh 
karena  hukum  dibangun  secara  esensial, 
untuk  mewujudkan  cita  Negara  Hukum 
tidak  lagi  sekedar  menjadi  instrumen  po- 
litik. Esensi  hukum  itu  pada  hakikatnya 
mericakup  keadilan,  kepastian  hukum  dan 
kegunaarmya  dalam  masyarakat.  Dengan 
demikian  antara  hukum  dan  masyarakat 
akan  berlangsung  suatu  jalinan  pertukaran 
yang  sangat  kuat.  Hukum  tanggap  terhadap 
perasaan  keadilan  dalam  masyarakat  yang 
dijamin  secara  pasti,  baik  dalam  tatanan 
normatifnya  maupun  dalam  pelaksanaan- 
nya.  Dalam  hal  ini  hukum  benar-benar 
merupakan  fungsi  dari  proses  sosial  yang 
sedang  berlangsung  dalam  masyarakat. 
Kiranya  berbagai  permasalahan  ini  perlu 
menjadi  perhatian  bangsa  Indonesia  dalam 
pembangiman  jangka  panjang  tahap  kedua. 


Pergeseran  Ketenagakerjaan 
di  Pedesaan 


Darmawan  Salman 


Pendahuluan 


Sasaran  akhir  pembangunan  ekonomi 
sepanjang  lima  Pelita  Jangka  Pan- 
jang  Pertama  adalah  terciptanya  struk- 
tur  perekonomian  berimbang.  Struktur  eko- 
nomi berimbang  ini  ditandai  oleh  berkem- 
bangnya  sektor  industri  yang  maju  dan 
ditopang  sektor  pertanian  yang  tangguh. 
Berdasarkan  struktur  tersebut,  pembangun- 
an lalu  diarahkan  untuk  "tinggal  landas" 
menuju  struktur  ekonomi  dengan  penekan- 
an  pada  sektor  industri. 

Kriteria  perimbangan  sektor  perekono- 
mian tidak  hanya  diukur  dari  kontribusi 
kedua  sektor  terhadap  Gross  Domestic 
Product  (GDP),  tetapi  juga  pada  kemam- 
puannya  menyerap  tenaga  kerja.  Artinya, 
secara  struktural  selain  terjadi  perubahan 
kontribusi  terhadap  GDP,  juga  timbul 
pergeseran  dalam  porsi  penyerapan  tenaga 
kerja. 

Tenaga  kerja  telah  beralih  dari  perta- 
nian ke  nonpertanian  selama  berlangsung 
pembangunan  di  pedesaan.  Yang  menjadi 


masalah  ialah  bahwa  pada  saat  sektor  per- 
tanian mengalami  kemunduran  dalam  me- 
nyerap tenaga  kerja,  tenaga  kerja  justni 
makin  bertambah;  sementara  sektor  non- 
pertanian belum  sepenuhnya  mampu  me- 
nyerap luapan  tenaga  kerja  tersebut.  Pada 
sisi  lain,  tidak  semua  bekas  tenaga  kerja 
pertanian  dapat  bekerja  di  sektor  non- 
pertanian, temtama  industri.  Selain  me- 
ningkatnya  anis  migrasi  desa-kota,  kom- 
pleksitas  masalah  ini  juga  menjadi  penye- 
hih  munculnya  sektor  informal  dan  pe- 
ngangguran  di  pedesaan. 

Bagian  awal  tulisan  ini  menguraikan 
proses  terjadinya  pergeseran  kontribusi 
sektor  al  dalam  pembangunan  menuju 
struktur  ekonomi  berimbang,  dengan  latar 
belakang  struktur  ekonomi  periode  1971- 
1987.  Pembahasan  dilanjutkan  dengan 
uraian  pergeseran  ketenagakerjaan  dan 
masalahnya,  terutama  dalam  lingkup  pede- 
saan. Pada  bagian  ini  dibahas  beberapa 
alasan  bergesernya  tenaga  kerja  pertanian, 
sektor-sektor  apa  saja  yang  menjadi  tujuan 
dalam  pergeseran  tersebut.  Pembahasan 
selanjutnya  merupakan  analisis  tentang 
pengangguran   dan   sektor    informal  di 
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pedesaan  serta  meningkatnya  arus  migrasi 
desa-kota.  Sebelum  catatan  kesimpulan  dan 
implikasi,  ditawarkan  suatu  strategi  sim- 
biosis  pembangunan  dalam  kerangka  kete- 
nagakerjaan.  Pada  bagian  ini  dibahas  stra- 
tegi interaksi  desa-kota  dan  strategi  sim- 
biosis  pertanian  industri. 


Dari  angka-angka  tersebut  dapat  disim- 
pulkan  bahwa  arah  perimbangan  antar  sek- 
tor  dalam  perekonomian,  terutama  antara 
pertanian  dan  industri,  memang  mulai 
nampak.  Kontribusi  sektor  industri  secara 
proporsional  makin  meningkat,  sementara 
itu  persentase  kontribusi  sektor  pertanian 
semakin  menunm. 


Pembangunan  dan  Struktur  Eko- 
nomi  Berimbang 

Kontribusi  Sektoral  Terhadap  GDP 

Sejak  dicanangkannya  Repelita,  keada- 
an  ekonomi  Indonesia  tumbuh  dengan 
pesat  setelah  keadaan  sebelumnya  hampir 
mengalami  stagnasi.  Pada  periode  1961- 
1971  pertumbuhan  ekonomi  hanya  1,75% 
per  tahun,  sedang  pertumbuhan  penduduk 
2,5%.  Keadaan  ekonomi  membaik  sejak 
1969-1973  (Pelita  I),  ketika  pertumbuhan 
ekonomi  mencapai  rata-rata  9,97%  per 
tahun.  Laju  pertumbuhan  tersebut  perla- 
han-lahan  menunm  pada  periode  selanjut- 
nya:  6,61%  per  tahun  pada  1973-1978 
(PeUta  n)  dan  4,03%  pada  1983-1987  (Pe- 
lita IV). 

Sejalan  dengan  pertumbuhan  ekonomi 
yang  pesat,  perubahan  struktural  antar  sek- 
tor juga  berlangsung,  khususnya  pada  sek- 
tor-sektor  utama  yakni  pertanian  dan 
industri.  Kontribusi  sektor  pertanian  menu- 
run  tajam  dari  34.07%  (1978)  menjadi 
24,14%  (1981).  Antara  1981-1987  karena 
pertumbuhan  GDP  yang  lambat,  kontribusi 
pertanian  hanya  turun  sedikit  menjadi 
23,44%  pada  tahun  1987.  Sementara  itu 
kontribusi  sektor  nonpertanian  justru  me- 
nunjukkan  peningkatan.  Kontribusi  sektor 
industri  yang  pada  tahun  1971  hanya  8,4% 
naik  menjadi  11,6%  (1980).  Begitu  pula 
dengan  sektor  lain,  kecuali  pertambangan, 
mengalami  peningkatan. 


Kontribusi  Terhadap  Penyerapan 
Tenaga  Kerja 

Sejalan  dengan  menimmnya  kontribusi 
sektor  pertanian  terhadap  produksi  nasio- 
nal,  kemampuannya  menyerap  tenaga  kerja 
juga  menunm.  Sebelum  Repelita,  penurun- 
an  itu  belum  begitu  tajam  bahkan  amat 
lambat.  Pada  tahun  1961  tercatat  tenaga 
kerja  yang  terserap  di  sektor  pertanian  ma- 
sih  71,9%  kemudian  turun  sedikit  menjadi 
66,3%  pada  tahun  1971. 

Tenaga  kerja  pertanian  yang  berdasar- 
kan  sensus  penduduk  1971  masih  66,3%, 
menurun  menjadi  61,6%  berdasarkan  Sa- 
kemas  1976.  Angka  tersebut  turun  lagi 
menjadi  55,9%  dalam  sensus  penduduk 
1980,  dan  menurun  menjadi  54,9%  ber- 
dasarkan Supas  1985.  Penyerapan  tenaga 
kerja  sektor  industri  pada  tahun  1971 
sangat  kecil,  yakni  6,8%.  Pada  tahun  1976 
angka  ini  naik  menjadi  8,4%,  lalu  naik  lagi 
menjadi  9,1%  pada  tahun  1980.  Dalam 
Supas  1986  tercatat  serapan  tenaga  kerja 
industri  9.3%.  Sektor-sektor  nonpertanian 
lainnya,  secara  umum  juga  mengalami 
peningkatan. 

Dari  angka-angka  perubahan  itu  terlihat 
bahwa  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  per- 
tanian masih  amat  besar,  yakni  Icbih  dari 
separoh  angkatan  kerja.  Dibanding  dengan 
kontribusinya  terhadap  GDP,  nampak  ada- 
nya  ketidakseimbangan  antara  bcsamya 
input  tenaga  kerja  dengan  output  yang 
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dihasilkan.  Sebaliknya,  pada  sektor  industri 
terjadi  kenaikan  penyerapan  tenaga  kerja 
yang  amat  lambat.  Selama  tiga  Pelita  pem- 
bangunan  berlangsung,  kontribusinya  be- 
lum  mencapai  10%.  Dibanding  dengan 
kontribusinya  terhadap  GDP,  juga  terjadi 
ketidakseimbangan,  dalam  arti  produksi 
tinggi  dicapai  dengan  input  tenaga  kerja 
yang  kecil. 

;  Hal  yang  menarik  dari  pergeseran  ang- 
ka  kedua  sektor  menuju  stniktur  ekonomi 
berimbang  itu  adalah  dalam  hal  ketenaga- 
kerjaan.  Dari  segi  kontribusi  terhadap  pro- 
duk  nasional,  sektor  industri  memang  telah 
melampaui  pertanian.  Namun,  dari  segi 
penyerapan  tenaga  kerja,  sektor  pertanian 
tetap  dijejali  tenaga  kerja  dalam  jumlah 
besar,  Dalam  hal  ini,  memang  masih  ter- 
jadi surplus  tenaga  kerja  pertanian  sebagai- 
bagian  dari  proses  produksi.  Tetapi  hams 
dipahami  pula,  kelebihan  tenaga  kerja  juga 
mempakan  "beban"  bagi  sektor  pertanian. 
Artinya,  produksi  dan  pendapatan  sektor 
pertanian  hams  dibagi  oleh  jumlah  orang 
yang  lebih  banyak. 

Pergeseran  Ketenagakerjaan  dan 
Masalahnya 

Mengapa  Tenaga  Kerja  Pertanian 
Bergeser 

Ada  dua  jenis  faktor  yang  menyebab- 
kan  bergesemya  tenaga  kerja  dari  pertanian 
ke  nonpertanian.  Faktor  pertama  adalah 
yang  bersifat  internal  dan  mendorong  dari 
dalam  {push  factors),  sedangkan  yang 
kedua  adalah  yang  bersifat  eksternal  dan 
menarik  dari  luar  {pull  factors).  Termasuk 
di  faktor  yang  pertama  adalah  rasio  petani 
dan  lahan,  kondisi  teknis  sektor  pertanian, 
nilai  tukar  produk  pertanian,  tingkat  pen- 
dapatan petani  dan  unsur-unsur  revolusi 
hijau.  Pada  faktor  yang  kedua  dapat  di- 


identifikasi  seperti  tingkat  upah  sektor 
nonpertanian  dan  day  a  tarik  perkotaan. 
Faktor-faktor  inilah  yang  berpengamh  baik 
secara  sendiri-sendiri  maupun  bersamaan. 

Rasio  Petani  dan  Lahan 

Makin  rendahnya  rasio  petani  dan  lahan 
{land  man  ratio)  ditambah  indeks  gini 
penguasaan  lahan  yang  timpang  mempakan 
indikasi  makin  besamya  jumlah  petani 
marginal  di  pedesaan,  yakni  mereka  yang 
berlahan  sempit  atau  tidak  berlahan  sama 
sekali.  Status  mereka  mungkin  penyakap, 
penyewa  atau  buruh  tani.  Kelompok  ini 
adalah  yang  secara  sosial  ekonomi  menem- 
pati  posisi  terendah  dalam  stratifikasi  ma- 
syarakat  petani. 

Selain  karena  pertambahan  penduduk, 
yang  berarti  juga  pertambahan  jumlah  "ca- 
lon"  petani  yang  butuh  lahan,  hal  tersebut 
juga  disebabkan  oleh  terjadinya  penciutan 
lahan-lahan  tertentu  dan  makin  sempimya 
peluang  ekstensifikasi.  Penciutan  lahan  di- 
sebabkan oleh  konversi  lahan-lahan  perta- 
nian ke  pemukiman,  lokasi  industri,  per- 
luasan  kota,  perkembangan  sarana  trans- 
portasi  dan  meluasnya  lahan  kritis.  Se- 
dangkan kemungkinan  ekstensifikasi  diba- 
tasi  oleh  makin  kurangnya  areal  hutan 
yang  dapat  dibuka. 

Dalam  keadaan  tak  bertanah  maka  pe- 
tani terbelenggu  pada  situasi  subsisten: 
suatu  level  ekonomi  mmah  tangga  yang 
hanya  memungkinkan  untuk  sekedar  berta- 
han  di  ambang  survive.  Terjadinya  gang- 
guan  ekologis  usaha  tani  atau  dilema 
internal  yang  berhubungan  dengan  strategi 
konsumsi,  sudah  cukup  menjadikan  mmah 
tangga  mereka  berada  di  titik  rawan.  Jalan 
keluar  terbaik  adalah  mencari  peluang 
kerja  di  luar  pertanian,  guna  menaikkan 
pendapatan  dan  taraf  hidup.  Inilah  faktor 
internal  utama  yang  mendorong  pergeseran 
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petani  ke  sektor  nonpertanian. 

Tingkat  Pendapatan  Petani 

Petani  padi  dan  palawija  mempunyai 
pendapatan  yang  rendah,  apalagi  mereka 
yang  tidak  mempunyai  lahan  atau  berlahan 
sempit.  Menurut  hasil  penelitian  Prof. 
Sajogyo,'  dari  18.429.915  rumah  tangga 
petani  di  Indonesia,  61,60%  tergolong 
"miskin"  dengan  kriteria  pendapatan  sama 
dengan  atau  di  bawah  batas  biaya  hidup 
rumah  tangga  pertanian  yakni  Rp.  50.000 
per  bulan  per  keluarga.  Dari  18.42  juta 
keluarga  petani  yang  menguasai  19,50  juta 
hektar  tanah  us  aha  tani  yang  ada,  sebanyak 
41,20%  merupakan  petani  gurem  dengan 
penguasaan  lahan  kurang  dari  0,50  hektar 
dan  menguasai  hanya  9,56%  total  luas 
tanah  pertanian. 

Nilai  Tukar  Produk  Pertanian 

Nilai  tukar  petani  (NTP)  ditetapkan 
FAO  sebagai  salah  satu  indikator  dalam 
mengukur  tingkat  kesejahteraan  petani. 
NTP  ini  dihitung  sebagai  rasio  indeks 
harga  yang  diterima  petani  dengan  indeks 
harga  yang  dibayarkannya,  sehingga  dapal 
dijadikan  petunjuk  kemampuan  tukar  peta- 
ni {trade  off)  dari  produksi  yang  dihasilkan 
dengan  kebutuhan  barang  dan  jasa  bagi 
konsumsi  dan  p)engembangan  usaha  tani- 
nya. 

Menurut  laporan  BPS,^  nilai  tukar  yang 
dicapai  petani  selama  ini  masih  rendah. 
Pemantauan  di  bcbcrapa  dacrah  sentra  pro- 
duksi (Jawa  Barat,  Jawa  Timur,  Jawa  Te- 
ngah  dan  Yogyakarta)  mcnunjukkan  pcr- 
bandingan  yang  tidak  seimbang  dari  lahun 
ke  tahun  antara  harga  dasar  gabah  (HDG) 


^Kompas,  19  Maret  1987 
'^Kompas,  19  Mei  1989 


dengan  NTP.  Kenaikan  HDG  yang  diupa- 
yakan  pemerintah  tiap  tahun,  rupanya  tidak 
selalu  dinikmati  oleh  petani. 

Rendahnya  NTP  tidak  hanya  memberat- 
kan  buruh  tani  dan  petani  berlahan  sempit, 
tetapi  juga  petani  berlahan  luas  dengan 
input  produksi  tinggi,  terutama  yang  meng- 
usahakan  padi.  Pada  komoditi  nonpadi, 
seperti  buah-buahan  dan  beberapa  jenis 
tanaman  keras  misalnya  coklat  dan  kopi, 
angka  NTP-nya  cukup  tinggi,  tetapi  porsi- 
nya  rendah  dalam  populasi  petani.  Sejalan 
dengan  kebijaksanaan  pangan  pemerintah 
maka  kebanyakan  petani  mengusahakan 
padi  baik  di  persawahan  maupun  lahan- 
lahan  tadah  hujan. 

Unsur  Revolusi  Hijau 

Sasaran  utama  revolusi  hijau  adalah 
meningkatkan  produksi  (terutama  padi) 
secara  cepat.  Ini  tercapai  dengan  diguna- 
kannya  benih  varietas  imggul,  input  pro- 
duksi modem  (pupuk  dan  pestisida)  dan 
perbaikan  cocok  tanam.  Akan  tetapi,  per- 
soalan  ketenagakerjaan  tidak  menjadi  per- 
hatian  revolusi  hijau.  Temyata  kemudian 
masalah  ketenagakerjaan  muncul  sebagai 
by  product  revolusi  hijau.  Seyogianya 
dengan  meningkamya  produksi  pertanian, 
serapan  tenaga  kerja  juga  meningkat,  agar 
dapat  menangkal  konsekuensi  logis  kondisi 
negara  berkembang  yang  over  populated. 

Menurut  Dibyo  Prabowo  (1988),  seku- 
rang-kurangnya  ada  empat  hal  dari  revolusi 
hijau  yang  menyebabkan  bcrkurangnya 
kadar  "padat  kerja"  sektor  pertanian:  (1) 
makin  melcmbaganya  sistcm  tebasan,  se- 
hingga sistem  derep  menjadi  tcrgcscr;  (2) 
digunakannya  budaya  sabit  dalam  pancn 
padi  menggeser  budaya  ani-ani  yang  padat 
kerja  tenaga  wanita;  (3)  digunakannya  alat 
pcrontok  padi  yang  langsung  dapat  dipakai 
di  sawah;  (4)  varietas  padi  unggul  yang 
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berumur  pendek  menuntut  penyiapan  lahan 
yang  segera  untuk  tanaman  padi  berikut- 
nya.  Penyiapan  lahan  yang  serentak  ini 
menyebabkan  terjadinya  "kekurangan"  te- 
naga  kerja,  sehingga  "mengundang"  ma- 
suknya  txaktor.  Seharusnya,  dengan  inten- 
sitas  tanam  yang  lebih  tinggi,  penyerapan 
tenaga  kerja  per  hektamya  juga  tinggi. 


Kondisi  Teknis  Sektor  Pertanian 

Kondisi  kerja  sektor  pertanian  yang 
berkisar  pada  lumpur  dan  tanah  persa- 
wahan,  terik  matahari  dan  temak  gemba- 
laan  sudah  tidak  menarik  bagi  generasi 
muda  pedesaan,  temtama  yang  berpendi- 
dikan  relatif  maju,  Mereka  memilih  bekerja 
di  sektor  lain  daripada  berkecimpung  se- 
bagai  petani  yang  dipandangnya  berstatus 
"rendah".  Ini  terutama  berlaku  pada  pe- 
muda  pedesaan  dengan  tingkat  pendidikan 
relatif  menengah. 

Akibat  peningkatan  upah  tenaga  kerja, 
dinamika  perekonomian  sektor  nonperta- 
nian  (temtama  di  perkotaan)  berkembang 
lebih  cepat  dibanding  sektor  pertanian  di 
pedesaan.  Hal  ini  menyebabkan  tenaga 
kerja  pertanian  di  pedesaan  tertarik  imtuk 
menikmati  upah  lebih  tinggi  tersebut.  Bia- 
sanya  mereka  kemudian  tertampung  di 
sektor  informal  perkotaan. 

Selain  upah  yang  tinggi,  gemerlap  gaya 
hidup  perkotaan  yang  "ramai"  merupakan 
daya  tarik  tersendiri  bagi  pemuda  pede- 
saan. Meskipun  hanya  menjadi  buruh  atau 
berjuang  di  sektor  informal  perkotaan,  me- 
reka lebih  menyukainya  karena  di  dalam- 
nya  terkandung  kesempatan  menikmati 
gaya  hidup  modem.  Secara  kultural,  pede- 
saan masih  identik  dengan  tradisionalisme 
dan  perkotaan  identik  dengan  modemisme. 


Sektor  Tujuan  Pergeseran  Tenaga 
Kerja 

Menurut  Hananto  Sigit  (1989)  pekerja 
yang  meninggalkan  sektor  pertanian  adalah 
pekerja-pekerja  marginal,  yaitu  yang  tidak 
mempunyai  ikatan  kuat  dengan  pekerjaan 
yang  dilakukannya.  Pekerjaannya  umum- 
nya  tidak  tetap,  sehingga  bisa  bergerak 
sangat  mobile.  Dengan  kesempatan  dan 
penghasilan  yang  sedikit  lebih  baik  saja, 
mereka  sudah  akan  beralih  pekerjaan. 

Data  sensus  yang  ada  menunjukkan 
pada  tahun  1971  terdapat  23,3%  bumh 
tani.  Kemudian  menurun  menjadi  16,4% 
tahun  1980,  15,5%  tahun  1985  dan  10,3% 
tahun  1987.  Bumh  tani  mudah  sekali 
bergerak  ke  sektor  lain,  karena  mereka 
tidak  mempunyai  lahan  dan  rasa  keter- 
ikatannya  pada  majikan  hampir  tidak  ada. 
Penghasilaimya  rendah  dan  pekerjaannya 
tidak  bisa  diharapkan  secara  tetap. 

Namun  demikian,  persentase  buruh  tani 
di  sektor  pertanian  masih  amat  besar.  Pada 
masa  mendatang  masih  akan  diperlukan 
banyak  kesempatan  kerja  di  sektor  non- 
pertanian,  mengingat  selama  ini  sektor 
nonpertanian  belum  dapat  menarik  banyak 
petani  berlahan  di  samping  bumh  tani  itu 
sendiri.  Bila  semua  buruh  tani  dan  seba- 
gian  petani  berlahan  dapat  terserap  sektor 
nonpertanian,  maka  konsolidasi  lahan  da- 
pat terjadi  sehingga  sektor  pertanian 
mampu  berproses  lebih  produktif. 

Sektor  tujuan  pergeseran  tenaga  kerja 
pertanian  umumnya  adalah  nonpertanian 
dengan  aktivitas  informal  yang  besar.  Sek- 
tor perdagangan  yang  pada  tahun  1985 
menyerap  hampir  34%  tenaga  kerja  per- 
tanian, diperkirakan  bahwa  lebih  80% 
pekerjanya  ada  di  sektor  informal.  Begitu 
pula  sektor  industri,  temtama  industri  kecil 
dan  mmah  tangga  yang  memiliki  aktivitas 


KETENAGAKERJAAN  Dl  PEDESAAN 


459 


informal  sangat  linggi,  menyerap  Icbih 
20%  dari  seluruh  lenaga  kerja  nonper- 
tanian.  Sektor  lain  yang  banyak  menyerap 
lenaga  kerja  adalah  angkulan  dan  ba- 
ngunan. 

Sektor  Informal  dan  Pengangguran 
di  Pedesaan 

Kenyataan  angka-angka  di  alas  menun- 
jukkan  bahwa  meskipun  telah  terjadi  per- 
geseran  sirukiural  tenaga  kerja,  kondisi 
ketenagakerjaan  secara  keseluruhan  belum 
membaik.  Ini  terutama  adalah  karena  buruh 
tani  yang  terserap  ke  sektor  nonpertanian 
umumnya  bekerja  sendiri  atau  menjadi 
pekerja  keluarga  tanpa  dibayar  di  sektor 
informal.  Dengan  demikian,  sebenarnya 
pekerja  setengah  menganggur  {disguised 
unemployment)  masih  tinggi,  dan  produk- 
tivitas  kerja  umumnya  masih  rendah. 
Pekerja  pertanian  hanya  bergeser  dari 
sektor  informal  pertanian  ke  sektor  in- 
formal nonpertanian,  sehingga  ciri-ciri  pe- 
kerja informal  masih  dominan. 

Data  perkiraan  pekerja  sektor  informal 
nonpertanian  (Hananto  Sigit,  1989)  menun- 
jukkan  kenaikan  dari  11,7  juta  (1980) 
menjadi  13,8  juta  (1985),  meskipun  pcr- 
sentasenya  menurun  sedikit  dari  22,9% 
menjadi  22,2%.  Dalam  pada  itu,  pekerja 
informal  sektor  pertanian  ictap  masih  besar 
yaitu  28,6  juta  (55,59%)  pada  tahun  1980 
dan  34,1  juta  (54,64%)  pada  tahun  1985. 
Meskipun  telah  terjadi  pergeseran  dari 
pertanian  ke  nonpertanian,  pergeseran  dari 
sektor  informal  ke  sektor  formal  belum 
berlangsung  dan  kcduanya  justru  mening- 
kat.  Artinya,  baik  sektor  informal  pertanian 
maupun  sektor  informal  nonpertanian,  jus- 
tru mengalami  pcrkcmbangan  pcsat.  Pcr- 
sentase  pekerja  sektor  formal  mcmang 
meningkat  dari  21,3%  (1980)  menjadi 
23,3%  (1985),  tapi  itu  belum  cukup  uniuk 
menggeser  kedudukan  sektor  informal. 


Ciri  sektor  informal  pertanian  maupun 
nonpertanian  secara  umum  adalah  sama 
saja,  antara  lain:  kegiatan  usahanya  tidak 
terorganisasi  secara  baik;  umumnya  tidak 
mempunyai  izin  usaha;  pola  usaha  tidak 
teratur,  baik  lokasi  maupun  jam  kerjanya; 
tidak  terkena  langsung  kebijaksanaan 
pemerintah  untuk  membaniu  golongan 
ekonomi  lemah;  unit  usaha  mudah  bcralih 
antarsektor;  berteknologi  sederhana;  skala 
operasi  kecil  karena  perputaran  modal 
usaha  juga  relatif  kecil;  tidak  mcmerlukan 
pendidikan  formal  karena  hanya  berdasar- 
kan  pengalaman  sambil  bekerja;  umumnya 
bekerja  sendiri  atau  hanya  dibantu  pekerja 
yang  tidak  dibayar;  modal  tidak  berasal 
dari  lembaga  keuangan  resmi;  sebagian 
besar  hasil  produksi  atau  jasa  mereka 
hanya  duiikmati  golongan  masyarakat  ber- 
penghasilan  rendah  atau  sebagian  kecil 
golongan  masyarakat  menengah  (Hidayat, 
1987). 

Dengan  ciri-ciri  demikian,  banyak  pi- 
hak  meragukan  kemampuan  sektor  infor- 
mal untuk  menyerap  tenaga  kerja.  Perkem- 
bangannya  yang  pesat  dianggap  sesuatu 
yang  "salah  kaprah"  dalam  pembangunan 
ekonomi,  dan  tingkat  produksinya  diang- 
gap rendah  (Hendra  Esmara,  1986).  Na- 
mun  agaknya  harus  diakui  bahwa  selama 
ini  sektor  tersebut  cukup  berperan  dalam 
menyerap  tenaga  kerja,  scmentara  sektor 
formal  terutama  industri  belum  mampu 
menyerap  dalam  jumlah  besar.  Dalam  kait- 
an  inilah  kebijaksanaan  pemerintah  untuk 
membina  sektor  informal  dalam  membc- 
nahi  masalah  ketenagakerjaan  amat  rcle- 
van,  setidaknya  untuk  menangkal  out  flow 
tenaga  kerja  pertanian. 

Berkemhangnya  Migrasi  Desa-Kota 

Sektor  informal  nonpertanian  yang  di- 
tuju  olch  pekerja  informal  pertanian  tidak 
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hanya  berkembang  di  pedesaan  tetapi  ter- 
utama  yang  di  perkotaan.  Akibat  terjadinya 
pergeseran  pada  sektor  pertanian,  anis 
migrasi  desa-kota  menjadi  semakin  me- 
ningkat.  Kawasan  perkotaan  terpaksa  haras 
menampung  sejumlah  tenaga  kerja  dengan 
keterampilan  minimal,  sehingga  tidak  se- 
dikit  membawa  efek  samping  di  perkotaan. 


Tidak  semua  migran  bekas  pekerja 
pertanian  ini  dapat  tertampung  di  sektor 
informal  perkotaan,  apalagi  di  sektor 
formalnya.  Sebagian  dari  mereka  menjadi 
penganggur,  baik  setengah  maupun  sepe- 
nuhnya;  dan  golongan  ini  cendemng  me- 
nimbulkan  ekses  tindakan  kekerasan.  Kri- 
minalitas  dan  pemukiman  kumuh  di 
perkotaan. 


Dalam  kaitan  ini,  meningkatnya  jumlah 
penduduk  perkotaan,  sebagai  akibat  dari 
migrasi  desa-kota,  tidak  dapat  diidentikkan 
sepenuhnya  sebagai  variabel  modemitas 
sebagaimana  dikatakan  Lemer  (1986).  Per- 
pindahan  ke  kota  yang  dilakukan  pemuda 
pedesaan  pada  dasamya  bukan  karena  ke- 
inajuan  sikap  budaya  atau  kondisi  eko- 
nomi,  melainkan  karena  keterdesakan  aki- 
bat keterbatasan  lapangan  kerja  di  sektor 
pertanian-pedesaan.  Dengan  demikian,  baik 
pengangguran  maupun  berkembangnya 
sektor  informal  dan  meningkatnya  migrasi 
desa-kota,  dapat  dipahdang  sebagai  masa- 
lah-masalah  yang  berkaitan  erat  dengan 
pergeseran  ketenagakerjaan  yang  ada.  De- 
ngan asumsi  bahwa  pergeseran  tenaga 
kerja  dari  pertanian  ke  industri  memang 
haras  terjadi  sesuai  skenario  pembangunan, 
maka  munculnya  masalah-masalah  terse- 
but,  merapakan  konsekuensi  logis  dalam 
pembangunan  negara-negara  sedang  ber- 
kembang. 


Strategi  Simbiosis  Dalam  Pemba- 
ngunan 

Strategi  Interaksi  Desa-Kota 

Fenomena  pergeseran  tenaga  kerja  di 
pedesaan  beserta  masalah  yang  ditimbul- 
kannya,  tidak  dapat  ditelaah  secara  kritis 
bila  dikaitkan  hanya  dengan  variabel- 
variabel  demografi  saja.  Gejala  itu  haras 
ditelaah  dalam  konteks  yang  lebih  luas, 
teratama  dalam  kaitaimya-  dengan  variabel- 
variabel  nondemografi  yang  mempenga- 
rahinya.  Strategi  pembangunan  yang  se- 
lama  ini  dijalankan  dengan  paradigma 
dualistik  pedesaan-perkotaan,  seyogianya 
ditempatkan  sebagai  salah  satu  fokus  untuk 
membenahi  masalah  tersebut. 

Pembangunan  yang  berlangsung  telah 
menempatkan  kota  dalam  posisi  pereko- 
nomian  yang  kuat.  Sebaliknya,  masyarakat 
pedesaan  tetap  menghadapi  masalah  pen- 
dapatan  rendah  yang  dicerminkan  oleh 
lemahnya  daya  beli.  Dalam  keadaan  de- 
mikian, kondisi  perekonomian  kota  mera- 
pakan penarik  bagi  masyarakat  pedesaan 
untuk  bermigrasi.  Mekanisme  inilah  yang 
disebut  Hidayat  Nataatmaja  (1989)  sebagai 
mekanisme  "tarik-tambang",  yakni  si  kuat 
menarik  si  lemah.  Sektor  informal  lalu 
berkembang  pesat  di  kota,  menampung 
migran  dari  pedesaan  yang  juga  pekerja 
informal  pertanian. 

Mekanisme  yang  diperlukan  adalah 
menciptakan  kondisi  yang  mampu  mem- 
persempit  kesenjangan  perekonomian  desa- 
kota.  Perekonomian  pedesaan  perlu  diper- 
kuat  agar  pedesaan  dapat  berfungsi  sebagai 
sentra  produksi,  sekaligus  pasar  yang  baik. 
Dengan  demikian,  interaksi  desa-kota  bisa 
berlangsung  dua  arah  secara  seimbang, 
bukan  hanya  desa  yang  mendukung  kota 
melainkan  juga  sebaliknya. 
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Strategi  investasi  dan  pengaturan  mone- 
ter  seyogianya  juga  diarahkan  ke  pedesaan 
secara  proporsional.  Aktiviias  produksi 
yang  berlangsung  di  kota,  dengan  dukung- 
an  aktivitas  produksi  di  desa  dalam  meka- 
nisme  ketergantungan,  diharapkan  mampu 
menampung  bekas  tenaga  kerja  pertanian. 
Bila  faktor  penarik  dapat  dibangun  di  desa 
dengan  strategi  investasi  dan  moneter  yang 
relevan,  masalah-masalah  yang  timbul 
karena  pergeseran  tenaga  kerja  di  pedesaan 
sedikitnya  dapat  diatasi. 

Simbiosis  Pertanian  dan  Industri 

Terbatasnya  serapan  tenaga  kerja  oleh 
industri  padat  modal  yang  berkembang, 
juga  dapat  dihubungkan  dengan  masalah- 
masalah  yang  timbul  dalam  pergeseran 
ketenagakerjaan.  Dalam  hal  ini,  sektor 
primer  industri  seharusnya  dapat  menam- 
pung lepasan  tenaga  kerja  pertanian.  Tetapi 
hal  ini  sulit  dilaksanakan  karena  terjadinya 
semacam  bottle  neck  dalam  peralihan 
pekerja  pertanian  ke  industri  sebagai  akibat 
adanya  prinsip  marginal  productivity  of 
labour. 

Inieraksi  simbiosis  antara  pertanian  dan 
industri  dalam  hal  ketenagakerjaan  dapat 
dikatakan  belum  berlangsung  dengan  baik. 
Industri  yang  berkembang  bersifat  high 
technology  sedangkan  pekerja  pertanian 
belum  mampu  terlibat  di  dalamnya. 

Dalam  kaitan  ini,  pengembangan  indus- 
tri kccil  dalam  pcngolahan  hasil  pertanian 
perlu  makin  diintcnsifkan.  Bidang  inilah 
yang  dapat  menampung  kelcbihan  tenaga 
pertanian  di  satu  sisi,  dan  pada  sisi  lainnya 
pekerja  pertanian  mampu  memasukinya. 
Bila  segmen  kerja  ini  berkembang,  suatu 
interaksi  simbiosis  pertanian-induslri  dapat 
terwujud,  sekaligus  memberi  sumbangan 
dalam  pcmecahan  masalah  yang  bcrhu- 
bungan  dengan  pergeseran  tenaga  kerja. 


Mekanisme  demikian  juga  bcrfungsi 
menciptakan  kultur  kerja  peralihan  dalam 
transformasi  sosial  ekonomi  dari  masyara- 
kat  agraris  ke  masyarakat  industrial.  De- 
ngan berkembangnya  kultur  agroindustri  di 
pedesaan  berarti  ada  tahapan  transisi  yang 
menghubungkan  dominasi  aktivitas  agro- 
nomis  dengan  aktivitas  industrial.  Oleh 
karenanya,  peralihan  out  flow  tenaga  kerja 
pertanian  ke  industri  lebih  memungkinkan 
sesuai  skenario  transformasi  jangka  pan- 
jang  pembangunan  nasional. 

Refleksi  dan  Implikasi 

Masalah  ketenagakerjaan  dalam  pemba- 
ngunan tidak  hanya  berkaitan  dengan 
persoalan  ketidaksesuaian  antara  suplai 
tenaga  kerja  dengan  permintaan  pasar 
kerja,  yang  berakibat  pada  pengangguran. 
Masalah  ini  juga  berhubungan  dengan 
dimensi-dimensi  dinamis  struktur  intemal 
sektor-sektor  yang  terlibat  dan  interaksi 
antara  sektor-sektor  tersebut.  Dengan  de- 
mikian, pendekatan  holistik  atas  dualisme 
"pertanian-industri"  dan  "pedesaan-perko- 
taan"  dalam  pembangunan  merupakan 
salah  satu  kerangka  analisis  yang  relevan 
untuk  memahami  kompleksitas  persoalan 
yang  ada. 

Pergeseran  ketenagakerjaan  dari  perta- 
nian ke  nonpertanian  di  kawasan  pedesaan 
serta  masalah  yang  timbul  sebagai  ekses- 
nya  merupakan  konsekuensi  logis  dari 
kondisi  negara  sedang  berkembang.  Hal  ini 
merupakan  bagian  dari  transformasi  sosial- 
ekonomi  yang  berlangsung  sejalan  dengan 
skenario  pembangunan. 

Ada  dua  faktor  yang  dapat  diinden- 
tifikasi  sebagai  pcnycbab  pergeseran  kete- 
nagakerjaan di  pedesaan.  Faktor  internal 
pertanian  yang  sifatnya  mcndorong  {push 
factors)  meliputi:  rasio  pciani  dan  lahan, 
tingkal    pcndapatan    pctani,    nilai  tukar 
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produk  pertanian,  unsur  revolusi  hijau  dan 
kondisi  teknis  sektor  pertanian.  Faktor 
ekstemal  nonpertanian  yang  sifatnya  me- 
narik  dari  luar  (pull  factors)  meliputi 
tingkat  upah  sektor  nonpertanian  dan  daya 
tarik  perkotaan. 

Meskipun  pergeseran  ketenagakerjaan 
telah  berlangsung  belum  dapat  dikatakan 
bahwa  kondisi  ketenagakerjaan  yang  ada 
telah  menjadi  lebih  baik.  Golongan  yang 
beralih  umumnya  adalah  petani  gurem  dan 
bumh  tani,  sedang  bidang  bam  yang 
mereka  masuki  kebanyakan  sektor  informal 
nonpertanian.  Dengan  demikian,  tidak  ada 
perubahan  produktivitas  dan  pendapatan 
yang  berarti  dari  pergeseran  tersebut. 
Mereka  hanya  berpindah  dari  kemiskinan 
sektor  informal  pertanian  ke  kemiskinan 
sektor  informal  nonpertanian. 


Suatu  strategi  interaksi  desa-kota  de- 
ngan penekanan  pada  perbaikan  ekonomi 
pedesaan  secara  proporsional,  perlu  diin- 
tensifkan  guna  mengantisipasi  persoalan 
yang  menipakan  ekses  transformasi  kete- 
nagakerjaan. Strategi  ini  menipakan  inves- 
tasi  yang  dapat  menjadikan  desa  berfungsi 
sebagai  sentra  produksi  sekaligus  sebagai 
pasar  yang  potensial. 

Industrialisasi  sebaiknya  diarahkan  pada 
pengembangan  agroindustri  yang  dapat 
menyerap  bekas  tenaga  kerja  pertanian, 
Dengan  demikian,  luapan  tenaga  kerja 
pertanian  dapat  ditampung  dalam  sektor 
yang  lebih  primer  dan  produktif,  sekaligus 
menciptakan  "kultur  kerja  antara"  dalam 
transformasi  sosial  ekonomi  dari  pertanian 
ke  industri. 
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